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Menimbang:

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAIT BT'PATI KONAWE SELATAI{
NOMOR: { TaXUTZOZO

TENTANG

PEDOMAN PELAI(SAITAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

T(ABUPATEN KONAWE SELATAN
TAIIUil ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan
mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan
peiaksanaan tugas;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2019 Nornor 4);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupali Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tairun Anggaran 2020.

Mengingat: I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

t

BTIPATI KONAWE SELATAI{

a

b

c
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Seiatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a3671;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
i\iegara (kmbaran Negara Repubiik Inrionesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik
Indoi-resia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahau Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik InConesia Ncmor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O7
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700):

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Repiblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan [,embaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang
Rencana Kerl'a Pemerintah, (lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambufian l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
l'legar-a Republik Iiidonesia i.lomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndoncsia }{omor 4502) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O08 Nomor 27, Tar::bahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 teftang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
La.poran Keterangan Pertalggungiawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dal Informasi
Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

77. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menrcri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomor3lO);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
teniang Standan Akunansi Pemerintah Berbasis Akruai
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O13 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
iiorrror 32 Tah un 2O1i teniang Pedoman Pernirerian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O16 Nomor 541);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatal dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Benfa Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor );

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /PMK.O2 /2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 567);

25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaluraal Nomor Per-
3|/PB/2O16 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan
Pada Anggaran Pendapatan dan Belalja Negara;

26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9LO/1a67/SJ
tanggal, 17 April 2Ol7 tentang Implementasi Transaksi Non
Tlrnai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O

Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan
(l,embaran Daerah Kabupaten Konawe elatan Tahun 2007
Nomor 1O);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19
Tahun 20f 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor l9);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daeralt
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018
Nomor 1);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1l
Tahun 20 i6 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1l);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2O
(tembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019
Nomor 4);

32. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2O19
tentang Tambahan Penghasilari Pegawai i.iegeri Sipil Liiigkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 30);

33. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Bcrita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);

34. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018
tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konanve Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9);

35. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2019
tentang Analisis Standar Biaya Masukan Anggaran
Pendapatal Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daera-h Kabu-paten
Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 55);

36. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019
Nomor 72).
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETEIITUAII UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

i. Daere*r adalah Kabupaten Konawe Seiatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
4. Dewan Perw-akilan Ralq,-at Daerali yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebaeai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilar dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencamaan, pelaksanaon, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan penga\\rasan keuangan daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Perangkat Daerah adalah LlnsLlr pembantu Rrr-pati d-an DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program;

11. Satuan Ke4'a Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanj utnya disingkat BI(AD
selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah;

12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, renczrna belanja, progiram dan kegiatan OPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyrrsunan APBD;
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13.

14.

15.

16.

L7.

18.

19

ci

2t.

22.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahera Umum Daerah;
Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan €rnggar€rn untuk melaksanakan tugas
pokok dan fuirgsi Pera-rrgkat Daerah yaug dipimpinnya;
Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan Perangkat Daerah;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan I (satu) atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluara-n daerah;
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan;
Penerimaan Daerah adalah uang )rang masuk ke kas daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih;
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang dial<ui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih;
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah;
Defrsit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah;
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya;
Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran yang selarljutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran angg.rzrn
selama satu periode anggaran;

23.
24.
25.

26

27.

24.

29.

30.
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31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemiiai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

32. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan
Daerah, dan Organisasi Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara
terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah'

33. Piutang Daerah la"Uf, jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan iiang sebagai akibat pe{'arrjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundangan atau akibat lainnya yang sah;

34. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran;

35. Investasi adala-h pengg'linaan asct untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat;

36. Utang Daerah adalah jumlah uaxg yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kervajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah;

37. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah;

38. Panitia/Pejabat Pemenksa Hasil Pekerjaan adalah panitra/ pejab at yar.g
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan;

39. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturian Daerah sesu ai den gan Peraturan Peru n dan g- und an gan :

40. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

41 . Belartja Tidak l^angsung adalah belanja yang dialggarkan tida-k
terkait secara lzrngsung dengan pelaksanaan prograrn dan kegiatan;

42. Belanja l"angsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

43. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;

44. Dar,'a Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan umsan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional;

8



45. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk
keperiuan penanganan bencana aiam, irencana sosial dan pengeiuaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;

46. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

47. Perusahaan Daerah adaiah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

48. Badan la.yanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Perangkat Daerah atau unit keda pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelay-a.nan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas;

49. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP atau
dapat disebut Pusat Kesehatan l,{asyarakat (Puskesmas} adalah fasili*.as
kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat
non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB II
KETEITTUAN PEITUTI'P

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang merrgetahuinya, memerintahkan pengunda-ngan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.
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PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(APBD) KABUPATEN KONAIIIE S N
TAHUN ANGGARAN 2O2O



LA]UPIRAN I PERATURAN BUPATI KOI{AWE SELATAN
NOMOR : I TAHUN2O2O
TAITGGAI : 1o 3r,ua@r 2O2O
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAI{ ANGGARAN

PEI{DAPATAIT DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEITI KONAWE SELATAN TNIUN
ANGGARAN 2O2O

PELAITSANAAN ANGIGARAN PEI|DAPATAI| DAlt BELAITJA DAERAII
IAPBDI KABI'PATEN KOI|AWE SELATAIT

TAIIIIIT AN(X}ARAX 2O2O

A. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan
Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai
berikut :

l. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran tertentu.

2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran
dengan hasil.

4. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

5. Bertanggung jawab merupakan perr,rrrjudan kewajiban seseorang
atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan
dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan.

6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya.

7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan proporsional.
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B, PELAKSANAANAPBD
Pelaksanaan APBD merupakan kumpulan Rencana Kerja

Anggaran dari semua OPD yang telah menjadi ukuran capaian target
kine{a dan/ atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam
melakukan Pelaksanaan APBD harus dilandasi dengan Kebijakan
Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama antara pimpinan
DPRD dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang APBD hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali
dalam keadaan luar biasa.

l. Kriteria Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria

sebagai berikut :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan
Umum APBD, mencakup :

l) Asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap
kemampuan fiskal daerah.

2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah.

3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terl'adinya
peningkatan belanja daerah.

4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus
dilakukan Perubahan APBD.

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggar€rn antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan
dan antar jenis belanja.

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran beq'alan,
antara lain untuk :

1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
Pelaksanaan APBD;

2) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya

kebijakan pemerintah;
4) Mendanai kegiatan lanjutan;
5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;

6) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-
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OPD tahun anggaran beq'alan yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran be4'alan.

2. Cakupan Rancangan Pelaksanaan ApBD
a. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam RpJM.
b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat

diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
d. Memuat hal-hal baik yang tidak terakomodir tahun sebelumnya

maupun yang usulan kegiatan baru.

3. Dokumen yang digunakan untuk Pelaksanaan Rancangan peraturan
Daerah tentang Pelaksanaan ApBD
a. Untuk melalukan penambahal/pengurangan baik terhadap

volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap
penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan
kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam pelaksanaan ApBD,
cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DpA-OpD atau
tidak perlu dengan menyusun RKA-OPD baru.

b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam
Pelaksanaan APBD, harus diawali dengan Pelaksanaan dokumen
RKA-OPD.

c. Untuk mencrmpung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat
diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya datam APBD
yang disebabkan karena forcemajeur atau diluar kemampuaa
maka tidak perlu diawali dengan menyusun RI(A-OPD, tetapi
langsung diperoleh dari DPA-L.

4. Hal-hal Lain Dalam Pelaksanaan APBD
a. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan

persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan
PERDA tentang APBD, Kepa1a Daerah dapat melal<sanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya dan diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri.

b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan bersifat wajib.

c. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pe gawai, belanja barang/j asa.
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d. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk tedaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyarakat antara
lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan
kewajiban pihak ketiga.

e. Daftar kode rekening merupakan acuan baku dalam pelaksanaan
kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan
daerah secara objektif, nyata dan harus di koordinasikan dengan
PPKD.

C. KEADAAN DARURAT
1. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. a. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak, mencakup :

1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ber;'alan;

2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

b. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran beq'alan diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA-OPD.

3.a. Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-OPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan
pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya
untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan
darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampung
serta tempat hunian sementara.

d. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut :

1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala
Daerah, Kepala OPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) tanegap darurat bencana kepada PPKD selaku
BUD;
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2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana
kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penalggulangan
bencana paling lambat 1 (satu) hari ke{a terhitung sejak
diterimanya RKB;

3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran pada OpD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

5) Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana bertanggungiawab secara fisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
dan

6) Pertanggungiawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh Kepala OpD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana kepada ppKD dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
atau surat pernyataan pertanggungjawaban belanja.

e. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia Ernggarannya, dal pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

f. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-OPD untuk dijadikan dasar
pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daerah.

g. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan da_lam
keadaan darurat terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

h. Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang terjadi
setelah ditetapkannya Pelaksanaan APBD tersebut
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA-OPD oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah
dengan mempertimbangkan sumber dananya.
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D. KEGIATANTAHUNJAMAK
1. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi kriteria

sekurang-kurangnya :

a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang sec€rra
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu
output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua
belas) bulan; atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun arggar€rn
seperti penanamurn benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning seruice.

2. Penganggaral kegiatan tahun jamak berdasarkan atas
persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan
bersama antara Kepala Daerah dan DpRD.

3. Nota kesepakatan bersama dimaksud ditanda tangani bersamaan
dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan ppAS pada
tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

4. Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-
kurangnya memuat :

a. Nama kegiatan;
b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. Jumlah anggaran; dan
d. Alokasi anggaran per tahun.

5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala
Daerah berakhir.

E. PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
1. Terhadap pekedaan dari kontrak yang sumber dananya telah

dialokasikan dalam DPA Tahun Anggaran berkenaan, harus
diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

2. Untuk pekerjaan yang telah selesai pelaksanaannya, diberikan
batas waktu sampai dengan 30 (T'iga Puluhl }:,ari dari tanggal
berakhir masa kontrak untuk memproses pencairan dana.

3. Untuk Kontrak 5zang berakhir di Bulan November - Desember agar
memproses pencairan dana sebelum tanggal tutup register pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Cq. Bidang Perbendaharaan.

4. Kontrak yang masa berakhirnya di atas tanggal 20 (Dua Pulult)
Desember tahun berkenaan, proses pencairan dana dilaksanakan
pada tahun berikutnya.
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5. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan Desain dan Penga uosan,
pengajuan permintaan pembayaran paling lambat 2 (duol bulan
setelah tanggal kontrak berakhir, untuk segera mengajukan
permintaan pembayaran, dan apabila melebihi dari batas waktu
yang ditentukan maka akan menjadi SiLPA tahun anggaran
berkenaan.

6. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan Barang &
Jasa, pengajuan permintaan pembayaran paling lambat 2 (dual
bulan setelah tanggal kontrak berakhir.

7. Pengajuan permintaan pembayaran untuk Kekurangan, Gaji
Berkala, paling lambat akhir bulan Juni tahun berkenaan, dan
untuk segala permintaan pembayaran yang melewati batas yang
telah ditentukan, maka akan diproses pada tahun anggaran
berikutnya.

8. Khusus untuk belanj a honorarium pegautai tidak tetap (PHTT),
lnnorarium pengelola keuangan, tenoga Outsourcing, dan
Lanorarium insentif/lainnya yang sebagaimana tercantum pada
Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini, permintaan pembayaran
untuk belanja tersebut dilakukan dengan mekanisme LS dan
dibayarkan perbulan, terkecuali bagi OPD yang perhitungan
honorariumnya masuk dalam perhitungan pagu UP maka, proses
pembayarannya dilakukan melalui mekanisme GU.

9. Untuk belanja perjalanan dinas, permintaan pembayaran
dilakukan melalui mekanisme GU, dan tidak diperkenankan
melakukan permintaan pembayaran melalui mekanisme TU, di
kecualikan untuk pedalanan dinas yang tidak termasuk dalam
perhitungan pagu UP, maka diperkenankan untuk melakukan
permintaan pembayaran melalui mekanisme TU.

10. Terhadap kesempatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan harus
mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI

G. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TERPADU DIATUR TERSENDIRI
DALAM PERATURAN BUPATI.

H. BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.
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I. TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.
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K. TATA CARA REVISI ANGGARAN
ANGGARAN LANJUTAN (DPA_L)
PERATURAN BUPATI.

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE
SELATAN DIATUR TERSEND1RI DALAM PERATURAN BUPATI.

DAN DOKUMEN PELAKSANAAN
DIATUR TERSENDIRI DALAM

L, TATA CARA DAN MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI DIATUR
TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

M. TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIATUR TERSENDIRI DALAM
PERATURAN BUPATI.
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PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



LAMPIRAN II

PENGEI.OLAAN KEUANGAI{ DAERAH

A PENGERTIAN UMUM
1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/ Pengglrna Barang.

2. Satuan Keq'a Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggarEln untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
OPD yang dipimpinnya.

5. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran
dalam melaksanakar sebagien tugas dan fungsi OPD.

7. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adafah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat
PPK OPD adalah Pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah Pejabat Struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu priogram sesuai dengan
bidang tugasnya.
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10. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
Pelaksanaan Perubahan APBD pada OPD.

I l. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada OPD.

12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan
daerah dalam rang!<a Pelaksanaan Perubahan APBD pada unit kerja
OPD.

13. Bendahara Pengeluaran Pembantu addah Pejabat Fungsional yang
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBD pada unit keq'a OPD.

PENGEI,OI"AAN KEUANGAN PADA BADAN/DINAS/KANTOR
1. Kepala OPD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna

Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh
kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

2. Penggona Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas berdasarkan
pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola,
beban ke{a, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta
pertimbangan obyektif lainnya, dapat melimpahkan ss$agian
kewenangannya kepada Pejabat Strulfiral di lingkungan kerjanya
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/ KPA
sekaligus dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk
sebagai PPK. Syarat dan ketentuan sebagai PPK adalah
sebagaimana diatur dalam undang-undang dan ketentuan yang ada.

4. Kepala UPTD pada masing-masing OPD dapat ditunjul6 5gfoagai

KPA/PPTK.
5. Untuk OPD Penglrasil terdapat 1 (satu) Bendahara Penerimaan dan

dapat dibantu dengan Bendahara Penerima Pembantu.
6. Pada setiap OPD (Badan, Dinas, Kantor) hanya terdapat I (satu)

Bendahara Pengeluaran dan beberapa Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Administrasi,
kecuali pada lingkup Selaetariat Daerah dan Kantor Kecamatan.
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7. Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara
Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara
Pengeluaran / staf administrasi yang terdiri dari :

a. Pencatat Pembukuan;
b. Pembuat Dokumen;
c. Pengurus Gaji, khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Pengurus Gaji dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Gaji.
8. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK-OPD, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan dan PPTK pada Badan / Dinas/ Kantor dapat
dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu
Bendahara Penerimaan, Operator Sistem Informasi Keuangan
Daerah.

9. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah,
masing-masing OPD dapa.t membentuk Operator Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIMRAL) yang bertanggung jawab kepada PPK-
OPD-

10. Untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan
daerah, maka yang ditunjuk sebagai PPK-OPD adalah pejabat yang
memahami akuntansi keuangan, sedangkan yang ditunjuk sebagai
Pengelola Keuangan Daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf.
Penunjukan PPK-OPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran beserta
Pembantu Bendahara Pengeluaran di bawah koordinasi Sekretaris
Badan/Dinas.

I l.Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang
lebih dititik beratkan pada OPD, maka pada masing-masing OPD
harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM
dan mengesahkan SPJ, dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah
Kepala OPD.

12. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara
Penerimaan Pembantu, serta pejabat yang diberi wewenang
menandatangarri SPM dan mengesahkan SPJ serta laporan
keuangan OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas
u sulan Kepala OPD.

13. Penunjukan PPK-OPD, PPTK, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus
Gaji (khusus untuk di UPTD Dinas Pendidikan), staf administrasi
keuangan di puskesmas dan staf administrasi proses pengadaan
barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan
mempertimbang!<an efi siensi, urgensitas dan kemampuan keuangan
daerah.

14. Bendahara Pengeluaran harus membuat Laporan Realisasi Belanja
setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-masing
Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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15. Bendahara Penerimaan harus membuat taporan Realisasi
Pendapatan setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari masing-
masing Bendahara Penerimaan Pembantu.

16.Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggung-jawabkan
pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran,
sedangkan Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggung-
jawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Penerimaan
(terkait dengan pendapatan).

17. PPK-OPD harus membuat La.poran Keuangan setiap bulan kepada
PA.

18. PA/ KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu danBendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 bulan
sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

19. Bendahara Pengeluaran / Penerimaan bersama-sama PA membuka
rekening pada Bank Pemerintah yang disetujui oleh Bupati Konawe
Selatan dalam bentuk MoU lMemorandum of Understandirql antara
Satuan Kerja dengan Bank Pemerintah.

20. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling
banyak Rp. 20.000.00O,- (dua piuh juta rupiah).

21. Pendapatan bunga/jasa giro pada rekening pengeluaran OPD atas
perintah BUD kepada Bank Sultra, secara otomatis
dipindahbukukan ke rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe Selatan atas nama Rekening Penerimaan Kas Daerah
Nomor : lO7 .Ol.O2.OOO0OI- l.

22. Bendahara penerimaan yang memiliki rekening pada Bank Sultra,
memindahbukukan seluruh pendapatan daerah yang diterimanya
ke Rekening Penerimaan Kas Daerah Nomor : lo7.0l.O2.O0O0O1-l
sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir ke{a.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGEI,OLA KEUANGAN PADA OPD
l. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran mempunyai tugas untuk :

a. Menyusun dokumen anggamn (RKA/R ' & DPA/DPPA).
b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja.
c. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran OPD.
d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran.
e. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan paja}.
f. Mengadakan ikatan/fdanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang teLah ditetapkan.
g. Menandatangani SPM.
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h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawab OPD
yang dipimpinnya;

i. Mengelola barang milik daerah /kekayaart daerah yang menjadi
tanggungiawab OPD yang dipimpinnya;

j. Mengawasi pelaksanaan anggzrran OPD yang dipimpinnya;
k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang

dipimpinnya kepada Bupati Konawe Selatan Up. Kepala BKAD
Kabupaten Konawe Selatan;

l. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minfunal 3 (tlge) bulan sekali
dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;

m. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama bendahara
pengeluaran.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bilamana Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) maka sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
yang dapat rtilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran meliputi :

a Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b Melaksanakan dan mengawasi anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;

c Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d Mengadakan ikatan/perjaqiian keg'asama dengan pihak lain
dalam batas anggzrran yang telah ditetapkan;

e Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali
dengan membuat Berita Acara pemeriksaan kas;

f Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara
Pengeluaran.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan t^S;

d. Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

atau Ringkasan Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh PPK'

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

a. Mengontrol pagu anggaran;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-IS dan SPP-

Gaji yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;

c. Melakukan verifikasi atas SPJ;

d. Membuat Pengesahan SPJ.

e. Membuat SPM;
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f. Melaksanakan akuntansi OPD;
g. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD;

h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan
OPD.

5. Bendahara Pengeluaran
a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA,

mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
d. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/ KPA/ PPK

e. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan
bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran.

f. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran.
g. Memungut dan menyetorkan pajak (termasuk pajak daerah).
h. Menand atangani SPP.

i. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

6. Bendahara Penerimaan
a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan.
b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (TIP)/ kwitansi.
c. Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP).

d. Mencatat semua penerimzran dan penyetoran pendapatan di BKU

Penerimaan dan Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan.

e. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunakan Surat
Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening Penerimaan Kas

Daera-h nomor : 1O7.O1.O2.OOOOO1-1 pada Bank Sultra.
f. Menyampaikan STS dan slip setoran ke Kuasa BUD BKAD setiap

melakukan penyetoran.
g. Merekap L.aporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara

Penerimaan Pembantu.
h. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan secara periodik (setiap

bulan).
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh

KPA/ PPTK.

b. Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA/ PPTK'

c. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
d. Menandatangani bulrti pengeluaran bersama KPA.

e. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU.

f. Memungut dan mencatat menyetor pajak/pajak daerah serta

mencatat ke dalam BKU.
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g. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan
KPA.

h.Mempertanggungiawabkan pengelolaan keuangannya kepada
Bendahara Pengeluaran.

i. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

8. Pembantu Bendahara Pengeluaran
Bertugas membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran.

9. Pencatat Pembukuan
a. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang

dikelola Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum termasu k
Penerimaan dan Pengeluaran Pqiak serta Penerimaan dan
Pengeluaran Pajak Daerah.

b. Membuat SPJ untuk keglatan yang dikelola Bendahara
Pengeluaran.

c. Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
10. Pembuat Dokumen

a. Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU, l^S

maupun Gaji.
b. Meneliti kelengkapan pengaj uan SPP.
c. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
d. Melaksanakan pencatatan di buku register.

ll. Pengurus Gaji
a. Membuat daftar gaji.
b. Mencatat seluruh transaksi g4ii di BKU - Gaji.
c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bulrti pembayaran

caji.
d. Membuat SPJ gaji.
e. Menyetor kelebihan gaji ke Rekening Penerimaan Kas Umum

Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui Bank
Sultra dengan nomor rekening: lO7.Ol.O2.OOOOOI-l pada Bank
Sultra.

f. Membuat LKK - Gaji terkait dengan transaksi gaji.
12. Pembantu Pengurus Gaji

a. Membuat daftar gaji.
b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU - Gaji.
c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran

caji.
d. Membuat SPJ gaji.
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13. Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah
a. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang

berkaitan dengan SI MRAL.
b. Membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dan Pembantu

Bendahara Pengeluaran terkait dengan SIMRAL.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan.
b. Membuat Tanda Terima Pembayaran (TTP)/kwitansi.
c. Membuat Tanda Bulrti Penerimaan (TBP).

d. Menyetorkan semua uang penerimaan dengan menggunakan
Surat Tanda Setoran (STS) dan slip setoran ke Rekening
Penerimaan Kas Daerah nomor : 1O7.Ol.O2.OOOOOl-l pada Bank
Sultra.

e. Menyampaikan STS dan slip setoran ke Kuasa BUD BI(AD setiap
melakukan penyetoran.

f. Mencatat penerimaan dan penyetoran ke BKU, Buku
Rekapitulasi Penerimaan Harian dan Buku Pembantu per
Rincian Obyek Penerimaan.

g. Membuat Laporan Realisasi Pendapatan.
15. Bendahara Penerimaan PPKD

a. Melakukan pembukuan pendapatan PPKD sesuai adanya
penerimaan pada rekening Kas Umum Daerah.

b. Melakukan pembukuan berdasarkan Nota Kredit atau bukti
penerimaan lain yang sah.

c. Melakukan penutupan pembukuan, merekapitulasi perhitungan
setiap akhir bulan atau pada saat diperlukannya penyusunan
l.aporan Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan PPKD.

d. Membuat taporan Realisasi Penerimaan PPKD dan disampaikan
kepada PPKD paling lambat tanggal l0 bulan berikutnya.

16. Bendahara Pengeluaran PPKD
a. Mengontrol ketersediaan dana atas transaksi keuangan PPKD

berdasarkan surat perintah pengeluaran uang dari PA.

b. Membuat laporan realisasi belanja.
c. Memungut dan menyetor pajak.
d. Melaporkan pengeluaran uang kepada Kementerian Dalam

Negeri terhadap pengeluaran yang diberikan kepada instansi
vertikal.
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I 7. Bidang Perbendaharaan
a. Menatausahakan seluruh penerimaan dal pengeluaran daerah

berdasarkan transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah,
Rekening Penerimaan Kas Daerah dan Rekening Pengeluaran
Kas Daerah sesuai bukti rr;nerimaar. maupun bukti pengeluaran
yang lengkap dan sah sesuai rekening koran bank yang

ditunjuk.
b. Menyusun laporan pertanggungiawaban setiap hari dalam

bentuk l,aporan l(as Harian / la.poran Posisi Kas.

c. Membuat rekonsiliasi saldo antara laporan kas harian dengan
rekening koran bank setiap hari kerja.

d. Menyampaikan Nota (Kredil) kepada OPD penghasil.

D. PENGEIOI,{AN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
1. Sekretaris Daerah merupakan pejabat Pengguna Anggaran

(PA)/ Pengguna Barang.
2. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam

mel,aksanakan tugasnya berdasarkan pertimbangan besaran OPD,

besaran jumlah uang yang dikelola, beban keq'a dan rentang kendali
dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada masing-masing
Kepala Bagran di Lingkungan Seloetariat Daerah Kabupaten Konawe

Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Terkhusus untuk
pekedaan konstruksi, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya selaku PA kepa.da Asisten yang membidangi
pada lingkup Selaetariat Daerah untuk bertindak sebagai KPA'

3. Dalam rangka penga.daan barang/jasa pemerintah, KPA sekaligus
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) jika tidak ada
personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.

Syarat dan ketentuan sebagai PPK adalah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang dan ketentuan yang ada.

4. Pada Selaetariat Daerah hanya terdapat I (satu) PPK-OPD, I (satu)

Bendahara Pengeluaran, dan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran

Pembantu di masing- masing Bagian.
5. Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Daerah hanya berfungsi

sebagai pembuat La.poran Rea-lisasi Belanja dari Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6. Pengelola keuangan daerah pada masing-masing Bagran terdiri dari I
(satu) KPA, PPTK sesuai jumlah sub bagian/menyesuaikan' yang

masing-masing sub bagian dibantu oleh Pembantu Bendahara

Pengeluaran d,an /atau pembantu bendahara pengeluaran pembantu '
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7. Pegawai yang ditunjuk sebagai KPA, PPK-OPD serta PPTK adalah
Pejabat Struktural, sedangkan yang ditunjuk sebagai pengelola
keuangan daerah lainnya dapat dilaksanakan oleh staf.

8. Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing KPA dibantu oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

9. PPK-OPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPTK dapat
dibantu oleh staf administrasi.

10. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, dapat
membentuk Operator Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran'

dan Pengelolaan Keuangan (SIMRAL) untuk pengelolaan keuangan
daerah yang bertanggung jawab kepada PPK.

ll. Pada Bagian Pemerintahan Umum ditunjuk Pengurus Gaji, yang

dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban gaji berupa. bukti penerim aan gaji setiap bulan
kepada Bendahara Pengeluaran.

12. Penunjukan KPA, Bendahara Pengeluaran, ditetapkan dengan
Keputusan Kepa-la Daerah atas usulan Sekretaris Daerah selaku
Kepala OPD.

13. Penunjukan PPK-OPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Pengurus Gaji, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Operator Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan
Pengelolaan Keuangan, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Daerah.

14. Apabila dari salah satu Pejabat Pengelola Keuangan Setda tersebut
pada nomor 13 diatas berhalangan melebihi 7 (tujuh) hari (karena

sakit, mutasi atau promosi), maka dapat dijabat oleh pejabat lainnya
maupun staf yang mampu dan tidak menjabat dalam struktur
pengelolaan keuangan daerah.

15.Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungiawabkan
pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran.

16. Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap bulan mengirimkan
Laporan Realisasi Belanja kepa.da Bendahara Pengeluaran untuk
direkap menjadi [aporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah.

17. Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat laporan Realisasi

Belanja secara periodik setiap bulan kepada KPA-

18. Bendahara Pengeluaran harus membuat [aporan Realisasi Belanja

secara periodik setiap bulan kepada PA berdasarkan data dari
masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu'

19. SPP-UP, GU, TU dan IS diajukan serta ditandatangani oleh

Bendahara Pengelu aran.
20. PPK-OPD harus membuat l,aporan Keuangan secara periodik setiap

bulan kepa.da PA berdasarkan data dari masing-masing Bendahara

Pengeluaran Pembantu.
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21. Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang tunai paling banyak
Rp. 2O.OO0.OOO,- ldua pufuh juta nryian dan apabila diperlukan
pembiayaan yang melebihi ketentuan dimaksud dapat mengajukan
permohonan.

22. Bendahara Pengeluaran membuka satu rekening pada Bank Sultra
dengan persetuj uan Bupati.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA KEUANGAN PADA

SEKRETAzuAT DAERAH
1. Pengguna Anggaran (PA)

a. Melakukan pengendalian anggaran.
b. Mengawasi dan mengevaluasi kine{a pelaksanaan APBD.

c. Bertanggungiawab terhadap pelaksanaan arrg€:aran.

d. Menyusun dokumen anggaran (RKA/RKAP & DPA/DPPA).

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja.

f. Melaksanakan anggaran OPD.

g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung-jawabnya.
h. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran.
i. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak.
j. Menandatangani SPM.

k. Menandatangani Pengesahan SPJ.

l. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggungiawab OPD yang dipimpinnya.
m. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya.
n. Melakukan pemeriksaaan kas yang dikelola oleh Bendahara

Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat

Berita Acara Pemeriksaan Kas.

o. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara

Pengeluaran.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anegaran belanja.

b. Melaksanakan dan mengawasi anggzrran unit keda yang

dipimpinnya.
c. fr{Lfaf<uUn pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran.
d. 

-lvlengadakan 
ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan'
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e. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna
Anggaran (PA).

f. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara
Pengeluaran.

3. Pejabat Pelaksana Tel.rnis Kegiatan (PPTK)

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
c. Menyiapkan dokumen angg.rran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
d. Membuat ringkasan kontrak penga.daan barang/jasa atau

ringkasan kontrak swakelola.
e. Membuat laporan pertanggungiau/aban atas program dan

kegtatan yang ditanganinya kepada KPA.
4. PPK-OPD

a. Mengontrol pagu anggaran KPA.
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-IS dan

SPP-Gaji yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran
pembantu.

c. Melakukan verifikasi atas SPJ,
d. Membuat SPM.
e. Membuat pengesahan SPJ.
f. Melaksanakan akuntansi.
g. Menyiapkan la.poran Keuangan.
h. Menyiapkan La.poran Keuangan Sekretariat Daerah.

5. Bendahara Pengeluaran
a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
b. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA,

mendisfibusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Mengr.rmpulkan bukti transaksi per hari.
d. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku

simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran.
e. Membuat Iaporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran.
f. Memungut dan menyetorkan pajak.
g. Menandatangani SPP.

h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelal<sanaan
pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

i. Membuat Laporan Realisasi Belanja Selaetariat Daerah.
j. Menandatagani SPP.
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6. Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan.
b. Mengumpulkan bukti transaksi per hari.
c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku panjar

dan buku kas Bendahara Pengeluaran Pembantu.
d. Membuat [.aporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran

Pembantu.
e. Memungut dan menyetorkan pajak.

F. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

l. Pada awal tahun anggaran masing-masing OPD dapat mengajukan
Uang Persediaan (UP) sebesar l/12 dan Total Belanja setelah

dikurangi Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) dan Belanja
Modal.

2. Untuk OPD Sekretariat Daerah mekanisme pengajuan Uang
Persediaan (UP) dapat dilakukan oleh masing-masing bagian. Dalam
hal pengajuan Ganti Uang (GU) Untuk OPD Selretariat Daerah, proses

GU dapat dilakukan oleh masing-masing bagian sesuai dengan jumlah
UP masing- masing bagian.

3. Khusus untuk OPD Kantor Kecamatan yang membawahi Kantor
Kelurahan, mekanisme penqajuan Uang Persediaan (UP) dapat
dilakukan oleh masing-masing Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
Untuk Kantor Kecamatan pembagianny a adalah Jumlah Pagu

Anggaran Kantor Kecamatan dikurangi Belanja Pegawai (Belanja Tidak
Langsung) dan Belanja Modal. Sedangfun untuk Kantor Kelurahan
(Kantor Kelurahan dimaksud merupakan satu OPD dengan Kantor
Kecamatan) adalah y4 dan Total Anggaran Belanja setelah dikurangi
Belanja Modal.

4. Dalam hal pengajuan Ganti Uang (GU) Untuk OPD Kantor Kecamatan

dan Kantor Kelurahan, proses GU dapat dilakukan oleh masing-

masing Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sesuai dengan
jumlah UP Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.

5. Untuk memperlancar pelaksanaan APBD sebelum tahun anggaran

berkenaan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah menetapkan Keputusan tentang :

a. Pejabat yang diberi wewen:rng menandatangani Surat Penyediaan

Dana (SPD);

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah

Membayar (SPM);

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat

Pertanggungi awaban ( SPJ) ;
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d. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Penerimaan PPKD;
g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu;
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

6. Untuk menciptakan tertib administrasi pelalsanaan APBD, secara
garis besar pelaksanaan anggaran diatur sebagai berikut :

a. Penerbitan SPD merupalan prosedur yang harus dilaksanakan
untuk menyediakan lcedit anggarurn sebagai dasar pengajuan SPP.

Dasar penerbitan SPD adalah Anggaran Kas dan DPA-OPD.

b. Batas penerbitan SPD sebagai dasar pengeluaran Kas Daerah yang
mengakibatkan pembebanan pda Belanja Daerah per triwulan
besarnya diatur dari jumlah dana dalam DPA-OPD yaitu sebagai

berikut :

1) Untuk Belanja Tidak Langsung (khusus gaji dan tunjangan)
diterbitkan Per triwulan.

2) Untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selain Gaji
dan TUnjangan :

- Khusus Belanja Rutin di keluarkan per Bulan;
- Untuk Betanja Kegiatan di keluarkan per SPD.

3) Khusus untuk SPD Rumah Sakit, Belanja Langsung yang sumber
dananya dari fungsional, diterbitkan setahun sekali.

c. Penyediaan belanja untuk suatu pengeluaran yang melebihi batas

triwulan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah (c'g. Pejabat Pengelola

Keuan gan Daerah / PPKD).

d. Pengajuan SPP-TU harus mendapa.tkan persetujuan PPKD dan
penggunaannya ditetapkan dalam jang!<a waktu pding lama 1 (satu)

bulan.
7. Ddam menunjuk pegawai sebagai Pengelola Keuangan Daerah perlu

memperhatikan syarat-syarat sebaqai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

b. Harus diusulkan oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA);

c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
1O. Pengelola Keuangan Daerah yang dananya bersumber dari APBD tidak

diperkenankan merangkap sebagai Pengelola Keuangan Daerah yang

dananya bersumber dari APBN kecuali bagi Pejabat Struktural yang

ditunjuk sebagai pengelola dana APBN berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan oleh instansi pengelola dana APBN yang dimaksud, kecuali

tidakterdapatASNyangdi kompeten.
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11. PPK-OPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara
dan/atau PPTK.

12. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
dapa.t menggunakan aplikasi komputer dan / atau alat elelctronik
lainnya.

13. Dalam hal PAIKPA/ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/
PPK OPD/PPIK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Penerimaan Pembantu berhalangan, maka apabila :

a. Melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya I (satu) bulan, wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan tugas-tugas atas tanggung jawab yang diberi kuasa
dengan diketahui kepala OPD;

b. Melebihi I (satu) bulan sampa.i selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus
ditunjuk pejabat KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan/PPK-OPD/ PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Kepala OPD dan diadakan
berita acara serah terima;

c. Melebihi 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanalan tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti
dari jabatan sebagai KPA/Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Penerimaan/PPK-OPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera

diusu lkan penggantinya.
14. KPA/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara

Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu

dimutasi/pensiun/ meninggal dunia dapat ditunjuk penggantinya dan
sambil menunggu keputusan Kepala Daerah dapat melaksanakan
tugasnya masing-masing denga.n ketentuan melampirkan fotoopg
sebagai berikut :

a. Keputusan Penunjukan Sementara oleh Kepala OPD;

b. Berita Acara Serah Terima Keuangan atau bagi yang ditunjuk
mengganti yang meninggal dunia, Berita Acara Serah Terima Uang

dapat dilakukan setelah adanya validasi dari PA;

c. Usulan penggantian KPA/Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Penerimaan / Elendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara

Penerimaan Pembantu ditujukan kepada Bupati yang tembusannya

disampa.ikan kepada Bagian Hukum dan BKAD.

15. Apabila PA berhalangan sementara menjalankan tugas-tugasnya,
maka dapat ditimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan Surat
Bupati.
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16. Apabila PA dimutasi/pensiun/meninggal dunia dapat ditunjuk
penggantinya dan sambil menunggu keputusan Kepala Daerah dapat
melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ketentuan
melampirkan fotaapg sebagai berikut :

a. Berita Acara Serah Terima Keuangan;
b. Usulan penggantian PA kepada Bupati yang disampa.ikan melalui

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
17. Untuk Pengelola Keuangan Daerah pa.da BLUD RSUD diatur tersendiri

dengan Keputusan Direktur dengan mempedomani ketentuan yang
berlaku.
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LAMPIRAN III

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH



LAMPIRAN III PERATT'RAT BUPATI KOI{AWE SELATAIT
NOTOR : I TAIfirIf2O2O
TA.IIGGAL : to ?Arc.rapi 2O2O
TEIYTA'f,G : PEDOU.AII PELAIGAIIAAT Ar(xiARAI{

PEITDAPATAIT DAIC BELI\I|JA DAERAII
KABT'PATET XOIIAWI SELATAIT TAIII'I
AITGCIAR.AIT 2O'IO

PENATAUSAHAAIT KEUANGAIT DAERAH

A. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
l. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran dan OPD yang menerima atau menguasai
uang/barang /kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat buliti yang menjadi dasar penerimaan
dan/pengeluaran atas Pel,aksanaan APBD bertanggungiawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud.

B. PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
l. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank

pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD
menerima nota kredit.

2.Tata, Cara Penerimaan dan Penyetoran PAD
Mekanisme/tata cara penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah
diatur :

a. Wajib pajak dan wajib retribusi menyetor kepada Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu masing-masing UPT
yang bersangkutan atau dapat langsung menyetorkan ke Rekening
Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor
1O7.Ol.O2.OOOOOI-I pada Bank Sultra;

b. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT atau Pembantu
Bendahara Penerimaan pada OPD wajib menyetorkan seluruh
penerimaan PAD pada hari yang sama pada saat penerimaan
dengan menggunakan Tanda Bukti Penyetoran;

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh hasil
penerimaan ke Rekening Penerimaan Kas Daerah nomor
107.0f .02.0O0OO1-I pa.da Bank Sultra, menggunakan slip setoran
dan Surat Tanda Setoran (STS) yang dirinci menurut kelompok,
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jenis dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening paling Lambat
24 jam sejak diterima;

d. Seluruh penerimaan Daerah harus disetor seluruhnya ke Kas
Daerah oleh karena itu dilarang dipergunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran berkenaan dengan penerinraan dan/atau
pengeluaran lainnya.

3.Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimEran yzrng
menjadi tanggungiawabnya.

4. Penatausahaan bendahara penerimaan menggunakan :

a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu per rician objek penerimaan;
c. Buku Penerimaan harian.

5. Dokumen yang digunakan bendahara pnerimaan dalam
penatau sahaan penerimaan adalah :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b. Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);
c. Surat Tanda Setoran (STS);
d. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

6. Bendahara penerifiraan secara administratif wajib mempertanggung-
jawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungiawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penerimaan
kepada Kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 8 bulan
berikutnya;

7. Bendahara penerimaan secara fungsional wajib mempertanggung-
jawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungiawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan yang
telah diverifrkasi PPK-OPD kepada BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

C. PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
l. Penyediaan Dana

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD yang
diterbitkan oleh PPKD per bulan/triwuan dan / kegiatan sesuai dengan
ketersediaan dana,

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) OPD
Pengajuan SPP OPD mengacu pada format SPP-UP/GU/TU/IS Gaji
dan Tunjangan/IS Barang Jasa/tS Belanja Tidak l^angsung PPKD
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 21
Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. SPP
diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna
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anggaran / kuasa pengguna anggaran berdasarkan SPD atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan SPD melalui PPK-OPD.

a. SPP Uang Persediaar (SPP-UP) OPD
SPP-UP adalah dokumen yar.1 diajukan oleh Elendahara
Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (reuolvingll yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung, yang dilakukan setiap awal tahun anggaran
setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
besaran UP. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP
dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
melalui PPK-OPD dalam rangla pengrsian uang persediaan untuk
melaksanakan belanja OPD tanpa pembebanan pa.da rekening
tertentu.
Bendahara Pengeluaran OPD dapat melimpahkan 5pfagian uang
persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu OPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
SPP UP dinyatakan leng[ap akan diterbitkan SPM oleh PPK-OPD
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP UP diterima, dan jika
dinyatalan tidak lengkap PPK-OPD akan menerbitkan surat
penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SPP-UP
diterima dan diberikan kepa.da Bendahara Pengeluaran untuk
disempurnakan.
Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat diajukan SPP-GU
kepada BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan
penggunaan dana serta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP yang dia-jukan ke
register SPP. Dokumen SPP-UP terdiri dari :

1) Surat pengantar SPP-UP;
2) Ringkasan SPP-UP;
3) Rincian SPP-UP;
4) Salinan SPD;
5) Alokasi Dana;
6) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain uang persediaan saat pene4iuan SP2D;

7) Fotocopg Surat Keputusan Bupati tentang Besaran Uang
Persediaan.
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b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) OPD
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD
dalam rangka ganti uang persediaan sebesar nilai uang persediaan
yang bisa dipertan ggungiauabkan.
SPP-GU dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau
beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan
batas nilai minimal sebesar SU/o (Lima Pufuh Persenl dari besaran
UP.
SPP-GU dinyatakan lengkap akan diterbitkan SPM oleh PPK-OPD
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-GU diterima dan jika
dinyatakan tidak lengkap PPK-OPD akan menerbitkan surat
penolakan SPM paling lambat 1 (satu) hari keg'a sejak SPP-GU
diterima dan diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
disempurnakan.
Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diqjukan ke
register SPP. Dokumen SPP-GU terdiri dari :

1) Surat Pengantar SPP-GU;
2) Ringkasan SPP-GU;
3) Rincian SPP-GU;
4) Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara

pengeluaran per kegqatan atas penggunaan dana SPp-
UP/GU/TU sebelumnya disertai dengan bukti pengeluaran yang
sah dan lengkap;

5) Rekapitulasi rincian penggunaan UP/GU sebelumnya;
6) Dra-ft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan
SP2D kepada kuasa BUD;

7) Salinan SPD;
8) Alokasi Daaa.

SPP Tambahan Uang (SPP-TU) OPD
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.
Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan
dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD yarrg
bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan
(SPP-TU) dan terhadap penqajuan SPP-TU tersebut terlebih dahulu

c
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harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD).
Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengnn memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis
digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor
ke rekening kas umum daerah.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang
dikec ualikan untuk :

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi I (satu) bulan;
b. Kegiatan yang mensalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
PA/KPA.

SPP-TU dinyatakan lengkap akan diterbitkan SPM oleh PPK-OPD
paling l,ambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-TU diterima dan jika
dinyatakan tidak lengkap PPK-OPD akan menerbittan surat
penolakan SPM pafing lambat I (satu) hari keg'a sejak SPP-TU
diterima dan diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
disempurnakan.
Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan ke
register SPP. Dokumen SPP-TU terdiri dari :

1) Pengantar SPP-TU;
2) Ringkasan SPP-TU;
3) Rincian rencana penggunaan SPP-TU;
4) Salinan SPD;
5) Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
6) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat
pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

7) Alokasi Dana.
Untuk pengajuan SPP-TU Nihil dilakukan maksimal I (Satu) bulan
dari proses realisasi pencairan.

d. SPP Langsung (SPP-I,S)
SPP-IS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.
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Bendahara Pengeluaran mencatat SPP TU yang diajukan ke
register SPP.

Dokumen SPP-IS Gaji dan Tunjangan terdiri dari :

l Pengantar SPP-LS Gaji;
2. Ringkasan SPP-IS Gaji;
3. Rincian SPP-IS Gaji;
4. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA yang

menyatakan bahwa uang yang diminta hanya dipergunakan
untuk keperluan pembayaran gaji s:ret pengqiuan SP2D kepada
kuasa BUD.

5. l.ampiran dokumen pendukung SPP-IS Gaji Induk :

a. Daftar gaji;
b. Rekapitulasi Gaji per lembar;
c. FotocopA Surat Keputusan yzrng telah dilegalisir, bila terdapat

perubahan karena :

. Gaji berkala;

. Kenaikan Pengkat;

. Perubahan Eselon;

. Keputusan Kanaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja.
d. Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus

dilampirkan:
. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
o Surat Keputusan Terakhir;
. Da-ftar Keluarga (Model DK).

e. Tambah Keluarga karena :

. Kawin, dilampiri surat nikah;
o Tambah anak, dilampiri akte kelahiran.

f. Lampiran dokumen pendukung SPP I,S Gaji Susulan :

. Pengantar SPP-IS Gaji;
o Ringkasan SPP-LS Gaji;
o Rincian SPP-IS Gqii;
o Surat Pernyataan Peneqiuan SPP-IS Gaji;
. Daftar gaji perorangan;
o Rekapitulasi Gaji per lembar;
o Rekapitulasi per golongan;
. Untuk pegawai pindahan :

a. Keputusan pindah;
b. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Surat
Pernyataan Menduduki Jabatan), bag yang
mendapatkan tunjangan jabatan.

o Untuk Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipil) :
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a. Keputusan Pengangkatan sebagai Calon pegawai;
b. Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas dan Surat

Pernyataan Menduduki Jabatan lagi calon Pegawai
yang mendapat tunjangan jabatan fungsional;

c. Da-ftar keluarga (model DK);
d. Alrte Nikah;
e. Akte Kelahiran.

e. Lampiran dokumen pendukung SPP-IS Kekurangan Gaji
o Daftar gaji perorangan;
o Rekapitulasi Gaji per lembar;
. Rekapitu Iasi per golongan;
o Keputusan Kenaikan Pangkat;
. Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.
o Keputusan Jabatan yang baru;
o Surat Pernyataan Pelantikan (untuk tunjangan jabatan

strulrtural);
. Surat Pemyataan Menduduki Jabatan (untuk tunjangan

jabatan fungsional).
h. l.ampiran dokumen pendukung SPP [,S Gaji Terusan :

1. Da-ftar gqii perorangan;
2. Rekapitulasi Gaji per lembar;
3. Rekapitulasi per golongan;
4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja dan

dilegalisir;
5. Surat Keterangan Kematian dari pejabat berwenang;
6. Dibayar setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah

yang bersangkutan meninggal dunia sampai dengan 4
bulan;

7. Potongan Iuran wajib Pegawai sebesar 2 7".
i. Lampiran dokumen pendukung SPP LS TPP :

1. Daftar penerima Penunjang Disiplin;
2. Rekapitulasi per lembar;
3. Rekapitulasi per golongan;
4. Daftar rekapitu lasi absensi;
5. SPJ Bulan yang lalu / sebelumnya;
6. Foto Copy Pembayaran SSP.

6. Dokumen SPP I,S Disiplin dan TPP :

a. Pengantar SPP-IS Disiplin/TPP;
b. Ringkasan SPP-IS Disiplin/TPP;
c. Rincian SPP-LS Disiplin/TPP;
d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-IS Disiplin/TPP;
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e. Daftar penerima Tambahan Penghasilan Pegawai
Disiplin/Beban Kerja;

f. Daftar perhitungan kehadiran pegawai berdasarkan Absensi;
C. Daftar perhitungan skor kehadiran pegawai untuk pemberian

TPP beban ke{a.

7. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
a. Pengantar SKPP dari OPD;
b. Bagi Pegawai yang telah memasuki Batas Usia pensiun (BUp)

dan SK Pensiunnya belum terbit maka pembayaran gajinya
akan dihentikan sambil menunggu penerbitan SKpp;

c. Surat Keputusan Pensiun, Pensiun Janda/Duda, pindah;
d. Surat Keterangan Sekolah bagi yang usia anaknya lebih dari

2l tahun dan tidak lebih dari 25 tahun/ijazah terakhir
untuk anak yang usianya lebih dari 2l tahun;

e. Ikrtu Gaji Perorangan Pegawai;
f, Bagi ASN pensiun yang mendapatkan Kenaikan pangkat

PengaMian sebelum mengdukan SKpp dapat dimintakan
terlebih dahulu kekurangan gajinya;

g. Bagi ASN meninggal dunia yang mendapatkan Kenaikan
Pangkat Pengabdian sebelum mengajukan SKpp dapat
dimintakan terlebih dahulu kekurangan gajinya sebesar I
bulan.

8. Dokumen SPP-IS untuk Pengadaan Barang dan Jasa :

a. Surat pengantar SPP-LS;
b. Ringkasan SPP-LS;
c. Rincian SPP-IS;
d. Salinan SPD;
e. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pA/KpA

yang menyatakan bahwa uang yang diminta hanya
dipergunakan untuk keperluan pembayaran pihak ke III saat
pengajuan SP2D;

f. la.mpiran Dokumen IS Barang dan jasa Rp. 5O jt s/d 200
juta :

a. Ringkasan kontrak (Sofi Copgll;
b- Kuitansi asli bermaterai;
c. Surat Perintah Kerja beserta lampirannya untuk

pengadaan barang(So_f Copy) ;
d. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Peke4aan(fufi Copgl;
e. Berita Acara Penerimaan Barang/Penyerahan pekerjaaa

(tuficopsl.
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Pemelitnraan diato.s Rp.SO jt s/ d 2OO jt
1) Ringkasan kontrak;
2) Kuitansi asli bermaterai;
3) Copy Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemerintah narnun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Baflk Sultra), nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

4) Surat Perintah Keq'a beserta lampirannya untuk
pengadaan barang/peke{aan kontruksi/jasa lainnya
dengan nilai sampai dengan Rp. 2OO.O0O.OOO,- (dua ratus
juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai
sampai dengan Rp. 5O.OOO.OOO,- (lima puluh juta rupiah);

5) Jaminan Pemeliharaan;
6) Berita Acara Angsuran Pembayaran;
7) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan;
8) Berita Acara Penerimaan Barang/ Penyerahan Pekerjaan;
9) Berita Acara Laporan Kemajuan Pekeqiaan;
lO) Faktur Pajak;
1 l) SSP PPh + YP111.-6i11ir*.

Pemeliharaan/ Pengadaan Borang di atas Rp. 2OO jt
l) Ringkasan kontrak;
2) Kuitansi Asli bermaterai;
3l Copg Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemerintah narnun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankal menggunakal Bank Sultra), narna
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

4) Surat Pe{anjian beserta l,ampirannya untuk pengadaan
barang/pekeg'aan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai
diatas Rp. 2OO.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah) dan
untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.
5O.OO0.OOO,- (lima puluh juta rupiah);

5) Jaminan Pelaksanaan (khusus untuk jasa konsultansi
tidak diperlukan jaminan pelaksanaan) ;

6) Berita Acara Angsuran Pembayaran;
7) Berita Acara Pemeriksaan Baralg/ Pekedaan;
8) Berita Acara Penerimaan Barang/ Penyerahan Pekerjaan;
9) Berita Acara Laporan Kemajuan Pekeqiaan;
lO) Faktur Pajak;
1 l) SSP PPh + PPNIe-billing.
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Bonhtan Sosial/ Hibah/ Banhtan Keuangan/ klanja
Te rduga pada pihak ketiga

ll Proposal;
2) Kuitansi Asli bermaterai;
3) Nota Persetujuaa dan Surat Keputusan Bupa.ti;
4) Susunan Pengurus;
5l Fotocopg rekening Bank Umum.

Tak
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Asuransf
1) Kuitansi Asli bermaterai;
2l Copg referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultra), narna
penyedia barang/jasa harus sarrra sesuai dengan SPK;

3) Jaminan Pelaksanaan untuk nilai diatas Rp.
20O.OOO.O0O,- (dua ratus juta rupiah);

4l Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian
a. Untuk nilai diatas Rp. 5O.OOO.00O,- (lima puluh juta

rupiah) s/d Rp. 2OO.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah)
Surat Perintah Kerja beserta lampirannya,

b. Untuk nilai diatas Rp. 2OO.OOO.OOO,- (dua ratus juta
rupiah) Surat Pedanjian beserta lampirannya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Ke{a (SPMK).

6) Polis;
7) Faktur Pajak;
8) SSP PPh 23 / e-billing.

l,embur
1) Surat Perintah Keq'a lembur;
2) Daftar kmbur;
3) Rekapitulasi lembur, apabila permintaan lembur lebih dari

satu bulan atau lebih dari satu kode rekening;
4) SSP PPb 2l /e-billing.

Jasa Akomodasi dan Konstmsi
1) Ringkasan Kontrak;
2) Kuitansi asli bermaterai;
3) Jaminan Pelaksanaan untuk nilai diatas Rp.

2O0.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah);
4) Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian

a. Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) s/d Rp. 2OO.OO0.OOO,- (dua ratus juta rupiah)
Surat Perintah Kerja beserta lampirannya,
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b. Untuk nilai diatas Rp. 200.0O0.000,- (dua ratus juta
rupiah) Surat Peqianjian beserta lampirannya disertai
Surat Mulai Ke{a (SPMK),

c. Jadwal :

l. Absensi;
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
3. SSP PPh 23;
4. Alokasi Dala.

5) Dokumen SPP l^S untuk Belanja Modal
l) Pengantar SPP-[S;
2) Ringkasan SPP-LS;
3) Rincian SPP-IS;
4) Salinan SPD;
5) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh

PA/ KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta
hanya dipergunakan untuk keperluan pembayaran
Pihak ke III saat pengajuan SP2D.

6) L^ampiran Belanja Modal
Belanja Modal Perencanaan Konsultasi yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (Billing Ratel:
l. Ringkasan Kontrak;
2. Kuitansi Asli Bermaterai;
3. Copg Referensi dari Bsnk Umum (diutamakan Bank

Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultra), nama
penyedia barang/jasa harus sama sesuai dengan SPK;
a. Surat Perintah Kefa/ Surat Pe{anjian Keda

- Untuk nilai sampai dengan Rp. 50.0OO.0O0,-
(lima puluh juta rupiah) Surat Perintah Kerja
beserta lampirannya,

- Untuk niLai diatas Rp. 5O.OOO.OOO,- (lima puluh
juta rupiah) Surat Perintah Kerja beserta
lampirannya dengan disertai Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK).

b. Untuk pembayaran angsuran sesuai tahapan
pekedaan yang dilampiri :

- Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan
dilampiri:
1. Bulrti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai

pentalapan waktu peke{aan,
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2. Bukti penyewaan/pembelian al,at penunjang,
3. Bulcti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian

dalam surat penawaran.
- Berita Acara Penyerahan Buku / Laporan Hasil

Pekerjaan Perencanaan (sesuai tahapan
pekeqiaan),

- Berita Acara Pemeriksaan Perencanaan,
- Berita Acara Pembayaran Angsuran.

c. Untuk pembayaran I OO"/o lunas dilampiri :

- Berita Acara Kemajuan Prestasi pekerjaan,
dilampiri:
1. Berita kehadiran dari tenaga konsultan sesuai

pentahapan waktu peke4'aan,
2. Bulrti penyewa:an/ pmbelian alat penunjang,
3. Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan

rincian dalam surat penawaran.
- Berita Acara Penyerahan Buku / Laporan Hasil

Pekerjaan Perencanaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Perencanaan;
- Berita Acara Serah Terima Peke{aan

Perencanaan;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran.

d. Faktur Pajak;
e. SSP PPh + PPN / e-billittg.

Belanja Modal Perencanaan Pembangunon Konstntksi Gedung
1. Ringkasan Kontrak;
2. Kuitansi Asli Bermaterai;
3. Copg referensi dari Bank Umum (diutamal<an Bank

Pemerintah namun untuk kelancurrzrn proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultra), nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

4. Surat Perintah Keda,/Surat Perjanjian
a. Untuk nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) Surat Perintah Kerja beserta lampirannya,
b. Untuk nilai rliatas Rp. 5O.OOO.OO0,- (lima puluh juta

rupiah) Surat perjanjian beserta lampirannya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Kerl'a (SPMK).

5. Berita Acara Pembayaran
a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I (untuk

pembayaran maksimum 80o/o) dilampiri :
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- l,aporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan 80o/o, -
Berita Acara Serah Terima Pekeg'aan Perencanaan,

- Berita Acara Pembayaran Angsuran I sebesar 80plo.

b.Berita Acara Pembayaran Angsuran II (sebesar 2O%)

dilampiri:
- Iaporan Kemajuan Pekedaan Perencanaan I O0o,/",

- Foto Copy SPK Fisik,
- Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 207o.

6. Faktur Pajak;
7. SSP PPh pasal 4 ayat2/e-brlling;
8. PPN /e-billittg.

Belanja Modai Perencanaan Pembangurutn Kontntksi Non
Gedung
1. Ringkasan Kontrak;
2. Kuitansi Asli Bermaterai;
3. Copg referensi dari Bank Umum (diutamal<an Bank

Pemerintah narnun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultra), nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

4. Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian :

- Untuk nilai sampai dengan Rp. 5O.0OO.OO0,- (lima puluh
juta rupiah) Surat Perintah Kerja beserta lampirannya,

- Untuk nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) Surat pe{anjian beserta lampirannya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Keda (SPMK).

5. Berita Acara Pembayaran;
6. Faltur Pajak;
7. SSP PPh pasal 4 ayat 2le-billing:,
8. PPN/e-billing.

Belanja Modal Jasa Pelaksana Kon^sttuksi
1. Ringkasan Kontrak;
2. Kuitansi Asli Bermaterai;
3. C-opA Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemerintah narnun untuk kelancaran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultra), narna
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

4. Jarninan Pelaksanaan untuk nilai diatas Rp.
2O0.OOO.OO0,- (dua ratus juta rupiah);

5. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerja
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- Untuk nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Surat
Perintah Keda beserta lampirannya,

- Untuk nilai diatas Rp. 2OO.O0O.O0O,- (dua ratus juta
rupiah) Surat Peq'anjian beserta lampirannya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

6. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka yang
dilampiri Surat Jaminan / Bank Garansi uang muka yang
diberikan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi
yang mempunyai program asuransi kerugian (suretg bondl
dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan
Menteri Keuangan. Uang Muka diberikan maksimum 3oyo
dari nilai kontral< untuk usaha kecil dan maksimum 20yo
dari nilai kontrak untuk usaha non kecil;

7. Untuk Pembayaran sesuai kemajuan frsik
dilapangan / prestasi hasil pekerjaan maka setiap
pembayaran angsuran harus dipotong jaminan
pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada) dan
pajak, dengan dilampiri :

a. l.aporan kemajuan pelaksanaan pekeqiaan,
b. Berita Acara Pembayaran Angsuran.

8. Pembayaran yang dilakukan lo0lo dilampiri :

a. Laporan kemajuan pelaJ<sanaan pekerjaanr/fisik,
b. Berita Acara Pemeriksaan untuk BAST pekerjaan I

Fisik/ Konstruksi,
c. Berita Acara Serah Terima pekerjaan I

Fisik/ Konstruksi,
d. Jaminan Pemeliharaan yang diketahui pejabat

Pembuat Komitmen,
e. Berita Acara pembayaran sebesar l0o"/o.

9. Faktur Pajak;
10. SSP PPh pasa.l 4 ayat 2/ e-billing;
11. SSP PPN/e-billing.

Belanja Modal Jasa Penganaasan/ Manajemen Konstruksi
l. Ringkasan Kontrak;
2. Kuitan si Asli Bermaterai;
3. Copg Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemerintah narnun untuk kelancurran proses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultra), narna
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK;

4. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian
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- Untuk nilai sampai dengan Rp. 50.0O0.O00,- (lima puluh
juta rupiah) Surat Perintah Keda beserta lampirannya,

- Untuk nilai diatas Rp. 50.O00.000,- (lima puluh juta
rupiah) Surat Perjanjian beserta lampirannya dengan
disertai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

5. Untuk Pembayaran dilampiri :

- laporan harian / mingguan kemajuan pelaksanaan
pekerjaan pengawasan,

- Berita Acara Pembayaran Angsuran,
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan,
- Fotocopg Berita Acara Serah Terima I Pekeq'aan

Fisik/Konstruksi.
- Bila Masa Pemeliharaan melebihi Tahun Anggaran maka

w4iib melamptrkan jamtnan pemeliharaan yang telah
diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

6. Faktur Pajak;
7. SSP PPh pasal 4 ayat2/e-billtng;
8. SSP PPN /e-billing.

Belanja Modal Pekerja.an Suakelola
1. Ringkasan Kontrak;
2. Kuitansi asli bermaterai;
3. Copg Referensi dari Bank Umum (diutamakan Bank

Pemerintah namun untuk kelancarzur pnoses pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Sultra), nama
penyedia barang/jasa harus sesuai dengan SPK/Surat
Peg'anjian;

4. Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan beserta lampirannya;
- la.poran Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (L,aporan

awal, antara, akhir kalau diminta dalam KAK) dan
penggunaan keuangan (setiap bulan) ;

- Berita Acara Penyerahan La.poran PeLaksanaan
Pekerjaan dan Penggunaan Keuang:an sebagai lampiran
untuk tahap pembayaran;

- Berita Acara Pentahapan Pembayaran;
5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaal;
6. Faktur pajak;
7. SSP PPN dan PPH 23/e-biiling.

a
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9. Surat Permintaan Membayar (SPM)

a. SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaral untuk
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPPA OPD.

b. SPP yang sudah drnyatakan lengkap dan sah, Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna menerbitkan SPM.

c. SPP yang dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menolak
menerbitkan SPM.

d. Dalam hal Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
berhalangan yang brsangkutan dapat menunjuk Pejabat
yang diberi wewenurng untuk menandatangani SPM

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

a. SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana di Bank Sultra yang diterbitkan oleh Kuasa
BUD berdasarkan SPM.

b. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang
diajukan oleh Pengguna Angga.ran / Kuasa Pengguna
Anggaran agar pengeluaran yang di4iukan tidak melampaui
pagu anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Peraturan Perundang-Undangan.

c. Dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan
SP2D.

d. Dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah dan/atau penggeluaran tersebut melampaui pagu
anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

e. Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan
dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SP2D.

Dokumen SPM-UP terdiri dari :

1)SPM;
2) Salinan SPD;
3) Surat pemyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan seLain uang persediaan

saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
4l Fotocopg Surat Keputusan Bupati tentang Besaran Uang

Persediaan.
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c. Pertanggunglawaban fungsional yang dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran dan telah diverifikasi oleh PPK-OPD disampaikan kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal lO bulan berikutnya.
Pertanggungiawaban tersebut berupa Surat Pertanggungiawaban (SPJ)

yang merupakan gabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan l.aporan Penutupan Kas dan
SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Pada akhir tahun anggaran be{alan (Bulan Desember) SPJ dikirim
paling lambat hari ke{a terakhir bulan berkenaan.

e.Dokumen pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran dalam
menatau sahakan pengeluaran mencakup :

1) Buku Kas Pembantu;
2) Buku Simpanan/Bank;
3) Buku Pajak;
4) Buku Panjar;
5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek;
6) Register SPP UP/GU/TUIIS.

f. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran sekurang-kurangrya I (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan.

g. Pertanggungiawaban UP/GU terdiri dari :

Pehmpahan Dana WGU ke Bendahara Pengefuaran Pembantu
Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran
melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran
pembantu maka pencatatan dilakukan sebesar jurnlah yang
dilimpahkan sebagai "Pelimpatnn UF di:
- BKU pada kolom pengeluaran;
- Buku Pembantu simpanan/Bank pada kolom pengeluaran.

h. Pertanggung Jawaban Penggunaan TU
1) Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungiawaban

penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai
pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

2) l^angkah-langkah dalam membuat pertanggungiawaban TU adalah
selqgai berikut :

a. Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja
yang sah atas penggunaan tambahan uang pesediaan.

b. Apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara
pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat
Tanda Setoran (STS) atas setoran itu dilampirkan sebagai

lampiran laporan pertanggungiawaban TU.
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c. Berdasarkan bukti-bulrti belanja yang sah dan lengkap
tersebut dan bukti penyetoran sisa tambahan uang persediaan
(apabila tambahan uang persediaan melebihi belanja yang
dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi belarg'a
kedalam l,aporan Pertanggungiawaban Tambahan Uarlg
Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya yang
dicantumkan pada awal pengajuan TU.

d. Laporan pertanggungiawaban tersebut kemudian diberikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK OPD.

e. PPK OPD kemudian melakualn verifikasi atas
pertanggungiawaban yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran.

f. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani laporan
pertanggungiawaban TU sebagai bentuk pengesahan.

i. Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa
Dokumen pengadaan langsung pengadaan barang dengan metode
pascakualfrkasi dan bernilai diatas Rp. 5O.OOO.OO0,- (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan Rp. 2OO.O0O.OOO,- (dua ratus juta rupiah)
terdiri dari :

a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Berita Acara Survey Harga Pasar;

c. Riwayat Harga Perkiraan Sendiri;
d. Keputusan PPKom tentang Rencana Pengadaan Barang/Jasa

(RUP);

e. Nota Dinas PPKom kepada Pejabat/ Po\ia ULP tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

f. Informasi Harga;
g. Dokumen Pengadaan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP

tanegal 12 Nopember 2012 Nomor 15 Tahun 2OL2 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

h. Undangan kepada Calon PenYedia;

i. BA. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;
j. BA. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi HargalBiaya;
k. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
L Penetapan Pemenang;
m. Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung;

n. SPK;

o. Surat Pesanan.
Dokumen pengadaan langsung peke{aan konstruksi/jasa lainnya

dengan metode pascakualifikasi dan bernilai diatas Rp. 50'OOO'OOO'-

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20O.OO0.OOO,- (dua ratus
juta rupiah) terdiri dari :
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Dokumen SPM-GU terdiri dari :

I. SPM;
2. Salinan SPD;
3. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan
saat peneajuan SP2D kepada kuasa BUD; Surat Tanggung
Jawab Mutlak;

4. Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban
bendahara pengeluaran per kegiatan atas penggunaan
dana SPP-UP/GU /'fU sebelumnya disertai dengan bukti
pengeluaran yang sah (Kuitansi) dan lengkap;

5. Rekapitulasi rincian penggunaan UP/GU sebelumnya.

Dokumen SPM-TU terdiri dari :

r)SPM;
2) Salinan SPD;
3) Surat pemyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA

yang menyatakan bahwa uang yang diminta tida-k
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

4) Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
5) Surat Persetujuan PPKD.

Dokumen SPM-IS
Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
keperluan pembayaran langsung kepa.da pihak ketiga.
Dokumen SPM 1.S Gaji dan T\rnjangan :

r)sPM;
2) Salinan SPD;
3) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA

yang menyatakan bahwa uang yang diminta hanya
dipergunakan untuk keperluan pembayaran gaji saat
pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

4) ta.mpiran dokumen pendukung SPM LS Gaji Induk :

a. Daftar gaji;
b. Rekapitulasi Gaji per lembar;
c. Fotocopg Surat Keputusan yang telah dilegalisir, bila

terdapat perubahan karena :

- Gaji berkala,
- Kenaikan Pengkat,
- Perubahan Eselon,
- Keputusan Kanaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja.

PEIX)MAN PEIAIGANAAN APBD TA 2O2O -lt



d. Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus
dilampirkan:
- Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

- Surat Keputusan Terakhir;
- Daftar Keluarga (Model DK).

e. Tambah Keluarga karena :

- Kawin, dilampiri surat nikah;
- Tambah anak, dilampiri akte kelahiran,

Lampiran dokumen pendukung SPM l-S Gaji Susulan :

1) Daftar gaji perorangan;
2) Rekapitulasi Gaji per lembar;
3) Rekapitulasi per golongan;
4) Untuk pindahan:

- Keputusan pindah,
- Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP),
- Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas (Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan), bagi yang mendapatkan tunjangan
jabatan.

5) Untuk Pegawai Baru (Calon Pegawai Negeri Sipil) :

- Keputusan Pengangkatan sebagai Calon pegawai;
- Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas dan Surat

Penyataan Menduduki Jabatan bagi calon Pegawai yang
mendapat tunjangan jabatan fungsional;

- Daftar keluarga (model DK);
- ekte Nikah;
- Akte Kelahiran.

I^ampiran dokumen pendukung SPM L,S Kekurangan Gaji
1) Daftar gaji perorangan;
2) Rekapitulasi Gaji per lembar;
3) Rekapitu lasi per golongan;
4) Keputusan Kenaikan Pangkat;
5) Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.
6) Keputusan Jabatan yang baru;
7) Surat Pernyataan Pelantikan (untuk tunjangan jabatan

strulrtural);
8) Surat Pemyataan Menduduki Jabatan (untuk tunjangan

jabatan fungsional).

Lampiran dokumen pendukung SPM l^S Gaji Terusan :

l) Daftar gaji perorangan;
2) Rekapitulasi Gaji per lembar;
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3) RekapituLasi per golongan;
4) Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong Praja dan

dilegalisir;
5) Surat Keterangan Kematian dari pejabat berwenang;
6) Dibayar setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah yang

bersangkutan meninggal dunia sampai dengan 4 bulan;
7) Potongan Iuran wajib Pegawai sebesar 27o.

l,ampiran dokumen pendukung SPM IS TPP :

1) Daftar penerima Penunjang uang makan;
2) Rekapi tulasi per lembar;
3) Rekapitulasi per golongan;
4) Daftar rekapi tulasi absensi;
5) SPJ Bulan yang lalu/sebelumnya;
6) FotoCopg Pembayaran SSP.

Dokumen SPM-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa :

r. SPM;
2. Salinan SPD;
3. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA I'ang

menyatakan bahwa uang yang diminta hanya dipergunakan
untuk keperluan pembayaran pihak ke III saat pengajuan

SP2D;
4. Surat Tanggung Jawab Mutlak;
5. L,ampiran Dokumen IS Barang dan jasa diatas Rp. 5O jt s/d

2O0jt:
l) Ringkasan kontrak;
2) Kuitansi;
3) Berita Acara Serah Terima Pekedaan r/ $s1ah Terima

Barang;
4) Faktur Pajak;
5) SSP PPh + PPN le'billing.

I 1. Pertanggungiawaban Penggunaan Dana
a. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung

jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang / tambah uang

kepada Kepala OPD melalui PPK OPD paling lambat tanggal 8 bulan

berikutnya;
b.Pertanggungiau'aban pengeluaran merupakan proses pertanggung

jawaban seluruh pengeluaran belanja yang dilakukan oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka

pelaksanaan APBD.

i
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a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Berita Acara Survey Harga Pasar;
c. Riwayat Harga Perkiraan Sendiri;
d. Keputusan PPK tentang Rencana Pengadaan Barang/Jasa

(RUP);

e. Nota Dinas PPK kepada Pejabat/Pokja ULP tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

f. Informasi Harga, Dokumen Pengadaan sesuai dengan
Peraturan Kepala LKPP tanggal 12 Nopember 2012 Nomor 15

Tahun 2Ol2 tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah ;

g. Undangan kepada Calon Penyedia;
h. BA Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;
i. BA Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya;
j. Berita Acara Hasil Pengadaan l.angsung;
k. Penetapan Pemenang;
l. Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung;
m. SPK;
n. Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK).

Dokumen pengadaan Iangsung jasa konsultansi dengan metode
prakualfikasi dan bernilai setinggi-tingginya Rp. 5O.OO0.OO0,- (lima
puluh juta rupiah) terdiri dari :

a. Kerangka Acuan Kerja;
b. Berita Acara Survei Harga Pasar;
c. Riwayat Harga Perkiraan Sendiri;
d. Keputusan PPK tentang Rencana Pengadaan Barang/Jasa;
e. Nota Dinas PPK kepa.da Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang

tentang Pelaksanaan Pengadaa Barang/Jasa;
f. Informasi Harga;
g. Dokumen Pengadaan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP

tanggal 12 Nopember 2012 Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

h. Undangan kepada Calon Penyedia;
i. BA. Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian

Kualifrkasi;
j. BA.Pembukaan dan Evaluasi penawaran;
k. BA. Klarifikasi Telmis dan Negosiasi Harga /Biaya;
l. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
m. Penetapan Pemenang;
n. Pengumuman Pemenang Pengadaan Iangsung;
o. SPK;
p. Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP).
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D. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) :

1. Kepa1a OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabupaten
Konawe Selatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD
yang selanjutnya DPA-OPD yang memuat pendapatan dan belanja
Dana BOS sesuai dengan RI(A-OPD.

2. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOS, Kepala
Daerah mengangkat Bendahara Dana BOS pada masing-masing
Satuan Pendidikan Negeri setiap tahun anggaran atas usul Kepala
OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD. Pengangkatan
bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3. Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka (2),

membuka rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan
Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkan oleh
Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala OPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh
Bupati.

4. Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe
Selatan menyampaikan Rekening Dana BOS pada masing-masing
Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (3),

kepada Kepala OPD Dinas Pendidikan Provinsi, sebelum dilaksanakan
penandatanganan Naskah Pe{anjian Hibah yang selanjutnya disebut
NPH BOS.

5. Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rekening Dana BOS
masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud
pada angka (3), dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.

6. Penerimaan Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada angka (5), diakui sebagai pendapatan
OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabupaten Konawe
Selatan untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan
pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.

7. Dalam hal terdapat pembebanan layanan perbankan maupun imbalan
jasa berupa bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan rekening
Dana Bos menjadi beban dan pendapatan RKUD.

8. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapa.t sisa
Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri, maka sisa Dana BOS

dicatat sebagai Sisa kbih Pembiayaan yang selanjutnya disebut Si.LPA

tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun zrnggaran

berikutnya dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana BOS tahun berikutnYa.
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9. Tata Cara Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatal
dan Belanja Dana BOS sebagai berikut :

a. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri mencatat
pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum beserta
Buku Kas Pembantu dengan Contoh format Buku Kas Umum,
Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu

Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara
Dana BOS.

b. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri

menyampaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap

bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dengan melampirkan
bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling lama pada

tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh Kepala Satuan

Pendidikan.
c. Berdasorkan Buku Kas Umum danr/a1s., Buku Kas Pembantu

sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Bendahara Dana BOS

menyusun la.poran Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS

masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap triwulan.
d. Bendahara Dana BOS menyampaikan Iaporan Realisasi

Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

huruf (c), kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Kepala OPD Dinas Pendidikan

dan Kebuday aan pada setiap triwulan paling lama tanggal lO
bulan berikutnl'a setelah triu'ulan yang bersangkutan berakhir'

e. Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Darta

BOS sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dilampiri Surat

Pernyataan Tanggungiawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri'

f. Dalam hal mempertimbangkan lokasi, kondisi geografis dan jarak

tempuh serta pertimbangan objektif lainnya, Bupati dapat

menetapkan kebijakan penyampaian L^aporan Realisasi Pendapatan

dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf (d),

dilakukanSetiapsemesterpalinglamatanegallobulanberikutnya
setelah semester yang bersangkutan berakhir'

g. Berdasarkan La.poran Realisasi Pendapatan dan Belanja dari

Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (d)'

atau huruf (f), Kepafa OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang

selanjutnya disebut SP2B Satuan Pendidikan Negeri kepada PPKD'

h. Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada huruf (g), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan

Belanja {SPB) Satuan Pendidikaa Negeri'
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Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK

OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPKD selaku BUD
melalukan pembukuan atas belanja Dana BOS Satuan Pendidikan
berdasarkan SPB Dana BOS Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada huruf (h), dengan berpedoman pa.da ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.
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LAMPIRAN IV

PERTANGGUNG.IAWABAN
PELAI(SANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH



LAMPIRAN TV PERATI'RAI| BUPATI KOITAWE SELATAIT
NOUOR : I TAHITI|2O2O
TAIIGGAL : ro Slrul{..r 2U2O
TETTATG : PEDotAf, PELAIISATAAT Ar(rcARAIt

PETDAPATAf, I'AT BEI.AruA DAERAE
KABT'PATET KOTAWE SEf,,ATAJT TAIII'T
ATGGARAT 2O2O

PERTA.ilGGII{C"'AWABAI{ PELAIGAI{AAIT
AIIGGARAIC PEI{DAPATAIT DAtr BELAITJA DAERAII

A. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
1. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung-

jawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang
Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepa.da Kepala OPD melalui
PPK-OPD paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

2. Dalam hal laporan pertanggungiawaban sebagafunana dimaksud pada
huruf A angka 1, telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat
pengesahan laporan pertanggung-jawaban.

3. Untuk tertib laporan pertanggungiawaban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungiawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 3l Desember.

4. Bendahara pengeluaran pada OPD wajib mempertanggung-jawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-
jawabnya dengan menyampa.ikan laporan pertanggungiawaban
pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal l0
bulan berikutnya.

5. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

B. I.APORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEL"ANJA
l Pertanggung-jawaban OPD :

a. Kepala OPD menyusun laporan realisasi semester pertama
anggzrran pendapa.tan dan belanja OPD sebagai hasil pelaksanaan
anggarErn yang menjadi tanggung- jawabnya;

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka I huruf a,
disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

c. ta,poran sebagaimana dimaksud pada huruf B angka I huruf b,

disiapkan oleh PPK-OPD dan disampaikan kepada Pejabat
Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi
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semester pertama anggzrran pendapatan dan belanja OPD serta
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah semester pertama tahun angqaran berkenaan
berakhir;

d. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) menyampaikan lapran realisasi
semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD serta
progrlr,sis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada huruf B angka I huruf c, kepa.da PPKD sebagai
dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
paling Lama lO (sepuluh) hari kerja seteliah semester pertama
tahun anggaran berkenaan berakhir.

2. Pertanggung-jawaban PPKD :

a. PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD
dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester
pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagaimana
dimaksud pa.da huruf B angka I huruf c paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan
kepada Sekretaris Daerah sela-ku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

b. Laporan realisasi semester perta.ma APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf B
angka 2 huruf a disampaikan kepa.da Kepala Daerah paling
lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan
untuk ditetapkan sebagai Laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enarn; bulan berikutnya;

c. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimalsud pada huruf B
angka 2 huruf b disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir
bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

C. I.APORAN TAHUNAN
l. Pertanggungiarvaban OPD :

a. PPK-OPD menyiapkan laporan keuangan OPD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada Kepala OPD untuk
ditetapkan sebaCai laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan
anggaran OPD;

b. Laporan keualgan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka I
huruf a, disampa.ikan kepada PPKD sebagai dasar Penyusunan
laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

c. laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C

angka I huruf a, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
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PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

d. la.poran keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka I
huruf c disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil
pelraksanaan allggaran yang tlr-rada di OPD yang menjadi
tanggung-jauabnya;

e. laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada huruf C

angka t huruf d terdiri dari :

l) La.poran Realisasi Anggaran (LRA);
2) Neraca;
3) Laporan Operasional (l,O);
4) l^aporan Perubahan Ekuitas;
5) Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

f. Laporan keuangaa OPD sebagaimana dimaksud pa.da huruf C
angka I huruf e dilampiri dengan surat pemyataan Kepala OPD
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung-jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intem yang
memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pertanggungiawaban PPKD :

a. PPKD menyusun l.aporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan
cara. menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD
sebaga im4n4 dimaksud pada huruf C angka I huruf e, paling
lambat 2 (dua) bulan seteLah berakhimya tahun anggaran
berkenaan;

b. Iaporan Keuangan Pemerintah Daerah sefageimana dimaksud
pada huruf C angka 2 huruf a disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah dalam rangla memenuhi pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD;

c. Lapran keuangan sebagaimana dimaksud pa.da huruf C an$<a 2
huruf a terdiri dari :

1) I^aporan Realisasi Anggaran (LRA);

2) I^aporan Perubahan Saldo Anggaran l€bih (Laporan
Perubahan SAL);

3) Neraca;
4) La.poran Operasional (LO);

5) taporan Arus I(as (LAK);
6) taporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. l,aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C ang)<a 2
huruf b disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
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Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

e. L'aporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimalsud
pada huruf C angka 2 huruf b dilampiri dengan laporan ikhtisar
realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ Peru sahaan
Daerah;

f. la.poran Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimala dimaksud
pada huruf C angka 2 huruf a dilampiri dengan surat pernyataan
Kepala Daerah yang menyatakan pengelol,aan APBD yang menjadi
tanggung-jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan;

g. Iaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2
huruf b disampaikan oleh PPKD kepada Inpektorat Kabupaten
untuk dilakukan review,

h. l.aporan Keuangan sebagaimana dima-ksud pada huruf C angka 2
huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

i. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan
penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

D. PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1,
memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran lebih, ner(rca, laporan
operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ehtilas, catatan
atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kineda yang
telah diperiksa BPK dan ikhtisar l.aporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

3. Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angl<a 2
huruf g, BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

4. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf D
angka 3, dilampiri dengan laporan realisasi anggarzrn, ner(rca,

PELOMAN PEIAICANAAN APBD TN- 2O2O ;l



laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dal laporan kinerja
yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban
Pelaksanaan APBD sebag"imana dimaksud pada huruf D angka 4,
dirinci dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggung-jau,aban Pelaksanaan APBD.

6. Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebaeaimana dimaksud pada
huruf D angka 5 dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :

a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b. Penjabaran laporan realisasi anggaxan.

7. Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD.

8. Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggung-jawaban Pelal<sanaan APBD oleh DPRD paling
Iama I (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah
diterima.

E. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban

Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
Rancangan Peraturan Bupa.ti tentang penjabaran pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling
lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk
dievaluasi.

2. Apabila Gubemur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum
dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati
Menetapkan Rancangan dima-ksuC menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

3. Dalam hd Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum
dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati
bersama DPRD melakukan penyempurrraan paling lama 7 (tujuh)
hari ke{a terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD,
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
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pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur
membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud
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BIAYA PERJALANAN DINAS,
BI PEMELIHA N/S

KENDA DINAS,
PENGADAAN PAI(AIAN DINAS DAN

BIAYA MASUI(AN LAINNYA
UN ANGGARAN 2O2O



LAMPIRAN V PERATURAI{ BT'PATI KONAWE SELATAN
NOMOR : i TAIIUN2O2O
TAIIGGAL : ro j^rul+gi 2O2O
TENTANG : PEDOMAN PELNSAITAAN AITGGARAN

PEIYDAPATAI{ DAN BELAITJA DATRAH
I(ABI'PATEN KONAWE SELATAI{
TAIIIIN AN(X}ARAN 2O2O

BIAYA PER.JALANAN DINAS, BIAYA PEMELIIIARA.II,N/ SEWA
KEI{DARAAI{ DINAS, PENGADAAN PANAIAN DINAS DAN BIAYA

MASUI(AN LAINITTYA TAHUN ANGGARAN 2O2O

A. KETENTUAN UMUM PERJALANAN DINAS
1. Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah

berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam PMK
Nomor 78/PMK.O2{2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2O2O d,an sesuai dengan Kemampuan Daerah.

2. Intensitas pe4'alanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon II b
dibatasi sebanyak 7 kali/tahun kecuali untuk Inspektorat Daerah,
BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BAPENDA, DPUTR dan Kepala Bagian
Hukum Pada Sekretariat Daerah, Khusus bagi Sekretariat Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah disesuaikan dengan program yang akan
dilaksanalan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Intensitas peq'alanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan
Staf :

Eselon III a :5 Kali
Eselon III b :4 Kali
EselonlV :2KaJi
Staf : l Kali
Sedangkan Pejabat/ Staf yang menangani Bidang Teknis disesuaikan
dengan permintaan undangan/ xtrat/ telegram dari Kementerian.

4. Intensitas pe{'alanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan
StafASN/Non ASN, pada OPD Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
dibatasi sebanyak 3 kali/tahun.

5. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis untuk :

a. Eselon III sebanyak 2 kali/tahun
b. Eselon IV sebanyak 3 kali/tahun
c. StafASN & Non ASN sebanyak 4 kali/tahun
Kecuali untuk OPD teknis dalam hal ini staf teknis sebanyak 6
Kali/tahun.

6. Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek
pertangggungiawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya hal-
hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Peq'alanan Dinas maksimal 4 (empatl hari;
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b. Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan luar daerah hanya diberikan untuk
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

c. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
d. Biaya hotel dibayarkal sesuai dengan kwitansi hotel. Dalam hal

yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan tarif hotel di kota
tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum;

e. Uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum;
f. Dalam hal dimana yang melakukan perjalanan dinas mendapat

tugas tambahan di tempat/tujuan perjalanan dinas yang sama,
setelah jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang ditentukan
diatas (4 hari), dan yang bersangkutan tidak memungkinkan secara
efisien untuk kembali di tempat asal perjalanan dinas, maka kepada
yang bersangkutan dapat melanjutkan pe4'alanan dinas dengan
membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Pe{alanan
Dinas (SPPD) yang baru. Biaya perjalanan dinas untuk penugasan
yang baru diberikan sesuai ketentuan biaya perjalanan dinas diatas
kecuali harga tiket menyesuaikan dengan jadwal riil yang tertera di
tiket penerbangan dan boarding po"ss;

g. Biaya Perjalanan Dinas untuk komponen pe{alanan dinas dengan
tujuan mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo
dengan lama waktu melebihi dari jumlah maksimum lama
perjalanan dinas yang disebutkan pada poin (a) diatas maka dapat
ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal 2 (Dual hari sehingga
batas maksimal lama perjalanan dinas untuk kegiatan
pelatihan/bimbingan teknis menjadi maksimal 6 (Enaml }rari;

h. Perjalanan Dinas untuk komponen Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(Diklat)/Pelatihan Kerja (Magang) lama waktu maksimal 30 (tiga
puluh) hari;

i. Ketentuan yang dimaksud pada poin (g) diatas berlaku bagi kegiatan
Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Pameran/ Expo yang diselenggarakan
oleh Kementerian/lnstansi Teknis Pemerintah.

j. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut
sertakan Non ASN diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas
dengan tingkatan yang disetarakan dengan ASN Golongan II.

k. Terkait tarif tiket penerbangan yang mengalami kenaikan harga
yang begitu signifikan, untuk itu Perencana OPD agax

menyesuaikan kenaikan harga tiket penerbangan terkini secara
proporsional.

L Untuk Peraturan tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan pada
tahun bedalan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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Ketentuan Khusus Perjalanan Dinas Luar Dan Dalam Daerah Dalam Negeri:
1. Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.1. Satuan Biaya Uang Harian Peq'alanan Dinas Luar Daerah Dalam

Negeri mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.O2/2019 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 1 l3/PMK.05/ 2072 dan sesuai Kemampuan
Keuangan Daerah, yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan
di kan secara lum um:

Catatan Apabila Ketua/Wakil Ketua TP PKK berstatus sebagai ASN pada
lingkup OPD Kabupaten Konawe Selatan Maka Standar Biaya
Peq'alanan Dinas mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi ASN
sesuai dengan Eselonisasi.

1.2. Satuan Biaya Penginapan (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara)
mengacu pada PMK Nomor 78|PMK.O2/2019 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2O2O dan disesuaikan dengan kemampuan
keuan daerah adalah se berikut :

PEDOMAN PEIATSANAAN APBD T.A 2O2O ;S

I Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD OH 3.000.000,- 3.000.o00,-
2 Wakil Ketua DPRD OH 2.500.000,- 2.500.000,-
3 Eselon II A/Anggota DPRD

Ketua TP PKK
OH 2.OOO.000,- 2.000.000,-

4 Wakil Ketua TP PKK OH 1.500.000,- 1.200.000,-
5 Eselon II B OH 1.700.000,- 1.200.000,-
6 Eselon III A OH 1.500.oo0,- 1.100.000,-
7 Eselon III B OH 1.400.000,, 1.000.000,-
8 Eselon IV A OH 1.300.000,- 900.000,-
9 IV OH 1.200.000,- 850.OOO,-
10 OH 1. 100.000,- 800.ooo,-
11 Golongan I, II dan non ASN OH r.000.oo0,- 700.000
7',2 Khusus Auditor darr P2UPD Selama Mengikuti Pelatihan/Diklat/Bimtek

III
Golongan IV OH

OH
600.ooo,-
soo.000,-

I Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD OH 8.000.000,-
2 Wakil Ketua DPRD OH 8.000.000,-
3 Eselon IIl Angqota DPRD Ketua TP PKK OH 1.500.000,-
4 Wakil Ketua TP PKK OH 1.300.000,-
5 Eselon III OH 1.O00.000,-
6 Eselon IV/ Golongan IV OH 700.000,-
7 Golongan III OH 600.000,-
8 Golongan I, II dan non PNS OH 500.000,-

Khusus Auditor dan P2UPD Selama Mengikuti
Pelatihan/ Diklat/ Bimtek

OH s00.000,-

Uang Harian 
]

Pe{alanan Dinas 
i

LuarDaerah 
i

tRp.) l

Yang Melalukan Pcrjalanan Dinas I SatuanNo

Diklat/
Bimtek

(np.)

Eselon IV B
Golongan III

No.i Yang Melakukan Perjalanan Dinas satuan i
i

Besar Biaya Penginapan
(Rp.)
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Catatan :

l. Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga
tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara ot cost
dan dibuktikan dengan printout inuoice tempat menginap, baik
yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasr.- online
(traveloka, Pegipegi, tiket.com dan lain sebagainya).

2. Biaya Penginapan yang tidak menggunakan fasilitas hotel,
diberikan biaya penginapan sebesar 30 o/o (tiga puluh persenl dari
ketentuan tarif hotel dikota tempat tujuan.

1.3. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar
Daerah Provinsi) mengacu pada PMK Nomor 78|PMK.O2/2019 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun An ggaran 2O2O ad,aJah sebagai berikut

1.4. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Peq'alanan Dinas Luar Daerah
Dalam Negeri dengan menggunakan transportasi udara pergi pulang
(PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku
secara at cost dengan bukti berupa pint out tiket dan boarding pass.
Dengan Ketentuan lain sebagai berikut:
a. Kelas penerbangan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan

DPRD menggunakan Kelas Blsnls, sedangkan untuk pejabat
Eselon Il/Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV dan Staf
menggunakan l(elcs Ekonoml;

b. Biaya airport tax serta biaya transportasi dari tempat kedudukan ke
bandara dan dari bandara ke tempat penginapan adalah sebesar
Rp. 550.000,- untuk pergi dan sebaliknya dari tempat penginapan
ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan adalah sebesar
Rp. 550.000,- sehingga total biaya adalah sebesar Rp. 1.lOO.Ofi),-
dibayarkan secara lumpsum;

c. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yalg menerapkan
kebijakan pemberlakuan bagasi (BagSaqel berbayar, maka biaya
tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal
berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara o, cost sesuai dengan
tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti pnnt orzt bagasi
(Baggagel.

1 Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD OH 250.000,00
'2 Wakil Ketua DPRD OH 200.000,00
3 Eselon IllAnggota DPRD OII r50.000,00
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Sa t ltan I

Uang Represerltasi Luar
Daerah

(np.)
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1.5. Satuan Biaya Uang Harian Pe{alanan Dinas Luar Daerah lingkup
Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor
78|PMK.O2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2O2O dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yaitu
sebesar Rp. 35O.OOOr- yanS berlaku umum bagi semua tingkatan dan
dibayarkan secata lumpsum.

1.6. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah lingkup
Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada PMK Nomor
78/PMK.O2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020 adalah se berikut :

1.7. Satuan Biaya Transport Luar Daerah Kabupaten/Kota lingkup wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua

dan di kan secara adalah se berikut :

Catatan Peg'alanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi
Tenggara dengan menggunakan transportasi udara maka
dikenakan satuan biaya berdasarkan harga tiket penerbangan
yang berlaku dan dibayarkan secara at cost dan dibuktikan
dengan pint out tiket dan boarding pass.
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1 Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD OH 12s.000
,2 Wakil Ketua DPRD OH r00.000

Eselon IIl Anggota DPRD OH 7s.000

I Kota Kendari Orang/Kalj 100.000
2 Kabupaten Konawe Orang/Kali 1s0.000
3 160.000Kabupaten Konawe Utara Orang/ Kali
4 Kabupaten Konawe Kepulauan Orang/Kali 250.000
5 Kabupaten Kolaka Orang/Kali 240.000
6 Kabupaten Kolaka Utara Orang/ KaIi 300.000

200.0007 Kabupaten Kolaka Timur Orang/Kali
8 Kabupaten Bombana Orang/Kali 1so.000
I Kota Bau-Bau Orang/Kali 500.000

Orang/Kali 600.00010 Kabupaten Buton
Kabupaten Buton Utara Orang/ Kali 450.00011

600.000t2 Kabupaten Buton Tengah Orang/ Kali
600.000Kabupaten Buton Selatan Orang/ Kali13
440.000Kabupaten Muna Orang/KaIit4

Orans/ Kali 400.00015 Kabupaten Muna Barat
Orang/Kali s00.00016 Kabupaten Wakatobi

No. ] Yang Melakukan Perjalanan Dinas Satuan
Uang Representasi

Luar Daerah
(np.)

NO. KAI}UPATEN/KOTA SATUAN BIAYATA.2O2O



1.8. Satuan Biaya Penginapan lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang
berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan secara lumpsum
adalah se berikut :

Catatan : Biaya Penginapan dikenakan satuan biaya berdasarkan harga

2

tempat penginapan yang berlaku dan dibayarkan secara at
cost dan dibuktikan dengan printout inuoice tempat menginap,
baik yang dikeluarkan oleh penyedia (hotel) maupun oleh jasa
online (traveloka, Pegipegi, tiket.com dan lain sebagainya).

Peq'alanan Dinas Dalam Daerah
2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup

Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan
dibayarkan secara lumpsum adalah sebagai berikut :

a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
b. Wakil Ketua DPRD
c. Eselon IllAnggota DPRD
d. Eselon III
e. Eselon IV/Golongan IV
f. Golongan III
g. Golongan I, II dan Non ASN

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

260.000
240.OOO
220.OOO
200.000
180.000
160.000
r50.000

2.2. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah lingkup wilayah Kabupaten
Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan
secara lu terdiri:

6t

1 Bupati/ Ketua DPRD OH 800.000,-
,2 Wakil Bu Wakil Ketua DPRD OH 700.000,-
3 Eselon Il DPRD Ketua TP PKK OH 700.000,-
4 Wakil Ketua TP PKK OH 600.000,-

Eselon III OH 450.000,-
6 Eselon IVl Golo ngan [V OH 400.000,-
7 Golongan III OH 350.000,-
8 Golo I II dan Non PNS OH 300.000,-

1 Landono Orang/Kali l20.ooo
2 Lainea Orang/Kali i00.000
3 KoIono Orang/ Kali 150.000
4 Tinanggea Orang/ Kali 100.000
5 Moramo Orang/Kali 130.000
6 Angata Orang/KaIi 120.000
7 Laonti Orang/KaIi 250.000
8 l,alembuu Orang/KaIi 150.000

PEDOMAN PEIAiSANAAN APBD T.4. 2O2O

No. I Yang Melakukan Perja.lanal Dinas Besar Biaya Penginapan
(np.)Sa tuan
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9 Mowila o Kali 120.000
10 Benua o Kali 120.000
11 Moramo Utara Kali 120.000
t2 Basala Kali 150.000
13 Ranomeeto Barat Kali 120.000
t4 Kolono Timur Kali 150.000
l5 Sabul,akoa Kali 150.000
I6 Buke Kali 95.000
t7 Kali 8s.000
18 Selatan o Kali 100.000
19 Baito o Kali 95.000
'20 a o Kali 85.0002l Konda o Kali 8s.000
22 Woiasi KaIi 85.000
23 Ranomeeto Kali 85.000
'24 Andoolo Barat Kali 85.000
'2s Andoolo Kali 75.000
Kecuali Kel. Potoro, Alangga, Andoolo, punggapu, Alengge

Agung, dan lalonggombu Tidak di Anggarkan

2.3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah lingkup wilayah
kecamatan berlaku se berikut :

2.4. Satuan Biaya Transport Khusus Operasional bagr Aparatur
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lingkup wilayah Kabupaten
Konawe Selatan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah yang berlaku umum bagi semua tingkatan dan dibayarkan
secara lum sum terdiri :

PEDOMAN PEI.4I6ANAAN APBD ?.A 2O2O

1
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Kecamatan

Kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke Desa-desa yang
jaraknya Lebih dali >10 km dari tempat Kedudukan

Tidak diberikan uang transport namun,
diberikan uang harian sesuai dengarr
tingkatan golongan dibayarkan secara

lumpsum

2 Pe{a.lanan Dinas Dalam Daera}r Lingkup Kecamatan
Kab. 

-Konawe Selatan dengan tujuan ke Dtsa-desa yang
jaraknya Kumng da-ri < 10 km dari tempat Kedudukan-

Diberikan uang transport s€besar Rp.
30.000.00,- dar uang makan ASN/Non
ASN sesuai dengan tingkatan golongan

dibayarkan secara lum sum

1 [,andono Orang/ Kali 180.OO0
2 l,ainea Orang/Kali 180.000
3 Kolono Orang/Kali 2'20.OOO
4 Orang/Kali 150.O00
5 Moramo Orarg/Kali 200.000
6 Orang/Kali 180.000
7 l,aonLi Orang/ Kali 500.ooo

6)

No. I KECAMATAN SATUAN BIAYATA.2O2O

NO. URAIAN BIAYA TA. 2O2O

NO. KECAMATAN SATUAN BIAYA TA. 2O2O



8 Lalembuu Orang/Kali 2'20.OOO
9 Mowila Orang/Kali 180.000
l0 Benua Orang/Kali 180.000
ll Moramo Utara Orang/KaIi r80.000
12 Basala Orang/Kali 220.OOO
l3 Ranomeeto Barat Orang/Kali 180.000
l4 Kolono Timur Orang/Kali 220.OOO
I5 Sabulakoa Orang/Kali 200.000
16 Buke Orang/KaIi 130.000
t7 Palan*ta Orang/Kali 120.000
18 Sel,atan Orang/ Kali 1s0.000
19 Baito Orang/Kali r30.000
20 Laeya Orang/Kali 120.000
'27 Konda Orang/Kali 1so.000
'22 Wolasi Orang/Kali 150.000
'23 Ranomeeto Orang/Kali 180.000
24 Andoolo Barat Orang/Kati 120.000
'25 Andoolo Orang/Kali 110.000

2.5. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah
Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan
keuangan daerah yang berlaku umum

Antar Kecamatan di wilayah
sesuai dengan kemampuan
bagi semua tingkatan dan

di kan secara lum um terdiri :

ANDOOIN
I Andoolo Andoolo Barat Orang/ Kali 85.000
2 Andoolo Buke Orang/ KaIi 95.000
3 Andoolo Palangga Orang/ Kali 85.000
4 Palangga Selatan Orang/Kali 100.000
5 Andoolo Baito Orang/ Kali 95.000
6 Andoolo Tinangqea Orang/ Kali 100.000
7 Andoolo [,alembu u Orang/ Kali 150.000
8 Andoolo Benua Orang/Kali 120.000
9 Andoolo Basala Orang/Kali 150.000
10 Andoolo Angata Orang/ Kali 120.000
l1 Andoolo Laeva Orang/ Kali 85.000
t'2 Andoolo l-ainea Orang/Kali 100.000
13 Andoolo Wolasi Orang/ Kali 85.000
l4 Andoolo Konda Orang/ Kali 8s.oo0
l5 Andoolo Ranomeeto Orang/Kali 85.O00
16 Andoolo Ranomeeto Barat Orang/ Kali 120.000
T7 Andoolo Landono Orang/ Kali 120.OOO

PEDOMAN PEIAICANAAN APtsD T,A 2O2O 6l

NO. l KECAMATAN SATUAN BIAYA TA. 2O2O
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Andoolo



i8 Andoolo Mowila Orang/ Kali 120.000
19 Andoolo Sabul,akoa Orarg/ Kali
'20 Andoolo Moramo Orang/ Kali 130.000
21 Andoolo Moramo Utara Orang/ Kali 120.000
22 Andoolo Kolono Orang/ Kali r50.000
23 Andoolo Kolono Timur Orang/ Kali 150.000
24 Andoolo [,aonti 250.000

ANDOOI.A BARAT
25 Andoolo Barat Andoolo Orang/ Kali 8s.000
26 Andoolo Barat Buke Orang/ Kal 8s.000
27 Andoolo Barat Palangga Orang/KaIi 95.000
2a Andoolo Barat Palangqa Selatan Orang/ Kali 9s.000
29 Andoolo Barat Baito Orang/Kali 95.OO0
30 Andoolo Barat Tinanggea Orang/ Kali 9s.000
31 Andoolo Barat Lalembuu 95.000
32 Andoolo Barat Benua Orang/Kali 9s.000
J.) Andoolo Barat Basala Orang/ KaIi 95.000
34 Andoolo Barat Angata Orang/ KaIi 9s.000
35 Andoolo Barat I^aeya Orang/ Kali 10s.000
36 Andoolo Barat l^ainea Orang/Kali i0s.000
JI Andoolo Barat WoIasi Orang/ Kali 110.000
38 Andoolo Barat Konda Orarrg/ Kali 130.000
39 Andoolo Barat Ranomeeto Orang/ Kali 130.000
40 Andoolo Barat Ranomeeto Barat Orang/ Kali 130.000
41 Andoolo Barat Landono Orang/ Kali 110.000
42 Andoolo Barat Mowila Orang/Kali 105.000
43 Andoolo Barat Sabulakoa Orarg/Kdt 10s.000
44 Andoolo Barat Moramo Oraag/ Kali 130.000
45 Andoolo Barat Moramo Utara Orang/Kali 130.000
46 Andoolo Barat KoIono Orang/ KaIi 130.000
47 Andoolo Barat Kolono Timur Orang/ KaIi 130.000
48 Andoolo Barat l,aonti Orang/Kalj 280.000

BITKE

49 Buke Andoolo Orang/Kali 85.000
50 Buke Andoolo Barat Orang/Kali 85.000
51 Buke Palangqa Orang/Ihli 9s.000
52 Buke Palang4a Selatan Orang/ Kali 95.000
53 Buke Baito Ora,ng/ Kali 95.000
54 Buke Tinanggea Orang/ Kali 95.000

Orang/ Kali 105.00055 Buke Lalembuu

PEDOMAN PEIATSANAAN APBD IA. 202O 6.t

NO. ASAL TUJUAN SATUAN
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Orang/ Kali



56 Buke Benua Orang/Kali 95.000
57 Buke Basala Orang/Kali 95.000

Buke Angata Orang/Kali 105.000
59 [.aeya Orang/ Kali 105.000
60 Buke Lainea Orang/ Kali 110.000
61 Buke Wolasi Orang/Kali 10s.000
62 Buke Konda Orang/Kali 1r0.000
63 Buke Ranomeeto Orang/Kali
64 Buke Ranomeeto Barat Orang/ Kali 130.000
65 Buke Orang/ Kali 110.000
66 Buke Mowila Orang/ Kali r 10.000
67 Buke Sabul,akoa Orang/Kali r30.000
68 Buke Moramo Orang/ Kali 140.000
69 Buke Moramo Utara Orang/ Kali 130.000
70 Buke Kolono Orang/Kali 130.000
7t Buke Kolono Timur Orang/Kali 130.000
72 Buke Laonti Orang/Kali 280.000

PALANGGA
73 Palangga Orang/ Kali 95.000

Andoolo Barat Orang/ Kali 95.000
75 Buke Orang/ Kali 95.000
76 Palalgga Selatan 95.000

Baito Orang/Kali 9s.000
78 Palangga {inalggea Orang/ Kali 9s.000
79 l.alembuu Orang/Kali 105.000
80 Palaogga Benua Orang/Kati 95.000
8l Basala Orang/Kali 105.000
8'2 44gata Orang/ Kali r05.000
83 Palangga Laeya Orang/Kali 8s.000
84 Lainea Orang/Kali 9s.000
85 Palangga Wolasi Orang/ KaIi 95.000
86 Palangga Konda Orang/Kali
87 Palangga Ranomeeto Orang/ KaIi 105.000
88 Palangga Ranomeeto Barat Orang/ Kali 10s.000
89 Palangga [,andono Orang/Kali 110.000
90 Palangga Mowila Orang/Kali 130.000
91 Sabulakoa Orang/Kali 130.000
92 Palangga Moramo Orang/ Kali 130.000

Palalgga Moramo Utara Orang/Kali 120.000
94 Palangqa Kolono Orang/Kali 110.000

r30.000

PEDOMAN PEIAIGANAAN APBD T.A 2O2O 65
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I

58
Buke

Landono

Andoolo
74 Palangga

Pal,angga

Palangga Orang/ Kali
Pal,angga

Palangga

Palalgqa
Palangga

Palangga

105.000

Palangga

93



95 Palangga Kolono Timur Orang/Kali 130.000
96 Palangga Laonti Orang/Kali 270.OOO

PALANGGA SELATAN
97 Palang4a Selatan Andoolo Orang/Kali 95.000
98 Palangga Selatan Orang/ Kali 95.000
99 Palangga Selatan Buke Orang/Kali 95.000
100 Palangga Selatan Palalgga Orang/Kali 95.000
101 Palangga Selatan Baito Orang/Kali 95.000
t02 Palangqa Selatan Tinang.gea Orang/Kali 95.000
103 Palangga Selatan 105.000Lalembuu Orang/Kali
to4 Palangga Selatan Benua Orang/Kali
105 Palangga Selatan Basala Orang/ Kali 10s.000
106 Palangqa Selatan Angata Orang/Kali 110.000

Orang/Kali 95.000t07 Pa-langqa Selatan l.aeya
108 Pal,angga Sel,atan Lainea Orang/ Kali 95.000
109 Pal,angga Selatan Wolasi Orarig/ Kali 'l 05.000

105.000110 Palangga Selatan Konda Orang/Kali
Orang/Kali 130.000111 Palanglqa Selatan Ranomeeto

172 Palangga Selatan Ranomeeto Ba.rat Orang/ Kali 130.000
130.000Palangga Selatan Orang/Kali

Orang/Kali 130.0007t4 Palangga Selatan Mowila
130.000115 Palangga Selatan Sabulakoa
i30.000Moramo Orang/ Kali116 Palangga Selatan

Orang/ Kali 130.000tt7 PaLangga Selatan Moramo Utara
Orang/ Kali 110.O00118 Palangga Selatan Kolono

130.000Kolono Timur Orang/KaliPalangqa Selatan
280.000l,aonti Orang/Kali120 Palangga Selatal

BNl\O
9s.000Orang/KaliAndoolot21 Baito
95.OOOOrang/KaliAndoolo Baratt22 Baito
9s.000Orang/KaIiBukeBaito123
95.000Orang/KaliPalangqaBaito7'24

Orang/ KaIiPalangqa Sel,atant2s Baito
10s.000Orang/KaliTinanggeat26 Baito

Orang/KaliLalembuut27 Baito
105.000Orang/ KaliBenuaBaitot28
r05.000Orang/ KaliBasala129 Baito
105.000Orang/ KaliAngata130 Baito
95.000l,aeyaBaito131

105.000Orang/ KaliLainea732 Baito
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Andoolo Barat

r05.000

113 l,andono

Orang/ Kali

119

95.000

110.000

Orang/ Kali



r33 Baito Wolasi Orarg/Kali 85.000
134 Baito Konda Orang/ KaIi 110.000

130.000135 Baito Ranomeeto Orang/ Kali

136 Baito Ranomeeto Barat Orartg/KaIi r30.000
737 Baito l,andono Orang/ Kali r30.000

Orang/ Ka,ti 130.000138 Baito Mowila
Orang/Kali 130.000139 Baito Sabulakoa

140 Baito Moramo Orang/Kali 130.000
130.000741 Baito Moramo Utara Orartg/Kali

Orang/ Kali 130.000142 Baito Kolono
130.000Orang/Kali143 Baito Kolono Timur
280.000144 Baito Laonti Orang/Kali

TINANGEIEA
Orang/KaIi 9s.000145 Tinangqea Andoolo

Andoolo Barat Orang/Kali 95.000t46 Tinanggea
9s.000t47 Tinalggea Orang/Kali

Orang/Kali 95.000148 Tinanggea Palangga
Palangga Selatan 9s.000r49 Tinangqea

r05.000Baito Orang/KaIi150 Tinanggea
Orang/Kali 9s.000151 Tinanggea Lalembuu
Orang/IGli 105.000152 Tinangqea Benua

95.000Basala Orang/Kali153 Tinanggea
105.000Angata Orang/Kali154 Tinanggea

Orang/Kali i0s.000155 Tinanggea l-aeya
Orang/Kalir56 Tinanggea Lainea

110.O00Wolasi Orang/ KaIi157 Tinanggea
Orang/Kali r30.000Tinanggea Konda158

130.000Ranomeeto Orang/Kali159 Tinang.gea
130.000Ranomeeto Barat Orang/Kalir60 Tinanggea
r30.000Tinanggea [-andono161
1r0.000Orang/KaIiTinanggea Mowila162

Orang/KaIi 130.000Sabul,akoa163 TinanBqea
140.000Orang/KaIiMoramor64 Tinanggea
130.000Orang/ KaliMoramo Utara165 Tinalggea

Orang/ Kali r30.000Kolono166 Tinalggea
130.OOOOrang/ KaliKolono TimurTinanggea767
300.000Orang/KaliLaontiTinanggea168

LALEMBITU
105.000Orang/ KaliAndoolo769 Ialembuu
9s.000Orang/KaliAndoolo BaratLalembuut70

6t'
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Orang/ Kali

110.000

Orang/ Kali



t7I Lalembuu Buke Orang/Kali 105.000
t72 l"alembuu Palalgga Orang/KaIi 10s.000
173 Lalembuu Pal,angga Selatan Ora-ng/Kali i05.000
t74 la-lembuu Baito Orang/ Kali 110.000
t75 l,alembuu Tinanggea Orang/ Ka-ti 9s.000
t76 Lalembuu Benua Orang/Kali 9s.oo0
177 [,alembuu Basala 95.000Orang/Ka1i

778 [.alembuu Angata Orang/Kali 105.000
779 La-lembuu Laeya Orang/Kali 130.000
180 Lalembuu Lainea Orang/Kali 130.000
181 Lalembuu 130.000Wolasi Orang/Kali
t82 l,alembuu Konda Orang/ Kali 130.000
183 Lalembuu Ranomeeto Orang/Kali i30.000
t84 Lalembuu Ranomeeto Barat Orang/Kali 140.000
185 Lalembuu Landono Orang/Kali i30.000
186 l,alembuu MowiLa Orang/Kali 110.000

130.000t87 Lalembuu Sabulakoa Orang/Kali
Orang/Kali r60.000188 Lalembuu Moramo

Moramo Utara Orang/Kali 140.000189 Lalembuu
140.O00190 Lalembuu Kolono Orang/Kali
140.000Kolono Timur Orang/Kali191 Lalembuu
300.000Orang/ Kalit92 Lalembuu Laonti

BENUA
Orang/Kali 85.000Andoolo193 Benua

95.000Orang/ KaliAndoolo Baratt94 Benua
95.000Orang/KaliBenua Buker95

Orang/ Kali 95.000PaLangga),96 Benua
105.000Orang/KaliPalangga Selatan197 Benua
105.000Orang/KaliBaito198 Benua
105.000Orang/ KaliTinanggeaBenua199
95.000Orang/KaliLalembuuBenua200
85.000Orang/KaliBasala207 Benua
85.OO0Orang/ KaliAngata202 Benua

105.000Orang/ KaIiLaeyaBenua203
130.000Orang/ KaliLainea204 Benua
1r0.000Orang/KaliWolasi205 Benua
110.000Orang/KaliKonda'206 Benua
105.000Orang/ KaliRanomeetoBenua207
10s.000Orang/ KaliRanomeeto BaratBenua208
95.OOOOrang/ KaliLandonoBenua'209

6EPEDOMAN PEIAICANAAN APBD T,A- 2O2O
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2ro Benua Mowila Orarg/Kali 9s.000
2tl Benua Sabulakoa Orarg/ Ka-li 105.000
212 Benua Moramo Orang/Kali 140.000
2t3 Benua Moramo Utara Orang/Kali 130.000
214 Benua Kolono Orang/ Kali 130.000
215 Benua Kolono Timur Orang/Kali 140.000
216 Benua Laonti Orang/Kali 270.OOO

BASALA
2t7 Basala Andoolo Orang/Kali 9s.000
2t8 Basala Andoolo Barat Orang/Kali 95.000
219 Basala Buke Orang/Kali 95.000
220 Basala Palangla Orang/ Kali 105.000
221 Basala Palangga SeLatan Orang/Kali 105.000
2'22 Basala Baito Orang/ Kali 10s.000

Basala Tinanggea Orang/Kali 95.000
224 Basala lalemtruu Orang/Kali 9s.000
'2'25 BasaLa Benua Orang/ Kali 85.000
226 Basala Angata Orang/KaIi 95.000
2'27 BasaLa l,aeya Orang/Kali 105.000
2'28 Basala Lainea Orarg/ Kali 130.000
229 Basa-la Wolasi Orang/Kali 130.000
230 Basala Konda Orang/Kali 130.000
23t Basala Ranomeeto Orarg/ Kali 110.000
232 Basala Ranomeeto Barat Oratg/Kili 130.000

Basala 105.000Landono Orang/Kali
234 Basala Mowil,a Orang/Kali 105.000
235 Basala Sabuiakoa Orang/ Kali 105.000
236 Basala Moramo Orang/Ka1i 160.000
237 Basala Moramo Utara Orang/Kali 130.000

Orang/Ka1i 130.000234 BasaLa Kolono
Orang/Kali 140.000239 Basala Kolono Timur

280.000Laonti Orang/Kali240 Basala
AITGATA

95.00024r Angata Andoolo
95.000Andoolo Barat Orang/ Kali242 Angata

Orang/ Kali 10s.000Buke243 Angata
105.000Orang/KaliPalangga'244 Angata
110.000Palangga Selatart Orang/ Kali245 AnRata

Orang/KaliBaito246 Angata
Orang/Kali 105.000Tinanqgea'247 Angata
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248 Angata Lalembuu Orang/Ka1i 105.000
249 Angata Benua Orang/Kali 8s.000
250 Angata BasaLa Orang/Kali 95.000
251 Angata Laeya Orang/Kali 110.000
252 Angata Lainea Orang/ Kali 130.000

Angata WoLasi Orang/ Ka-li 130.000
'254 Angata Konda Orang/Kali
2s5 Angata Ranomeeto Orang/ Kali 95.000
256 Angata Ranomeeto Barat Orarg/ Kali 105.000

Angata Landono Orang/Kali 9s.000
2s8 Angata Mowila Orang/ Kali 85.OO0

259 Angata Sabulakoa Orang/ Kali 9s.000
'260 130.O00Angata Moramo Orarg/ Kali
26t Angata Moramo Utara Orang/ Kali 130.OOO
'262 Angata Kolono Orang/KaI 140.000

Orang/Kali 140.000'263 Angata Kolono Timur
Orang/ Kali 270.OOO'264 Angata Laonti

LAEYA

95.000265 Laeya Andoolo Orang/ Kali
Orang/Kali 105.000266 Iaeya Andoolo Barat

Buke Orang/Kali267 Laeya
Orang/KaIi 85.000268 Laeya Palangga
Orang/ Kali 95.000269 Laeya Palangga Selatan

9s.000Baito Orang/Kali'270 Laeya
105.000Laeya Tinanggea Orang/ Kali27t
130.000Orang/Kali272 Laeya l.alembuu
10s.000Benua273 laeya

Orang/ Kali 105.000Laeya BasaLa274
110.000Orang/ Kali[aeya Angata275
9s.000Lainea Orang/Ka1i276 Laeya

Orang/Kali 95.000Wolasi277 Laesta
95.000Orang/ KaliLaeya Konda278

10s.000Orang/ KaliLaeya Ranomeeto279
105. OO0Orang/ KaliRanomeeto Barat280 l-aeya
105.000Orang/KaliLandono28t l.3eva

Orang/Kali 110.000Mowila282 l,aeya
130.000Orang/ KaliSabuLakoa'243 Laeya
I30.000Orang/Ka1iMoramol,aeya284
105.000Orang/ KaliMoramo Utaral,aeya245
l05.oooOrang/KaliKolono2a6 Laeya
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10s.000
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247 Laeya Kolono Timur Orang/Ka1i 110.000
248 l,aeya Iaonti Orang/Kali 270.000

LAINEA
289 Lainea Andoolo Orang/Kali 105.000
290 Lainea Orang/ Kali 105.000
291 Lainea Buke Orang/Kali 110.000
292 Lainea Palangga Orang/Kali 9s.000
293 Lainea Palangga Selatan Orang/ Kali 95.000
294 Lainea Baito Orang/KaIi i05.000
295 Lainea Tinang4ea Orang/ KaIi 110.000
296 Lainea l,alembuu Orang/ Kali 130.000
297 l,ainea Benua Orang/ Kali 130.000
298 Lainea Basala Orang/Xali 130.000
'299 Lainea Angata Orang/Kali 130.000
300 Lainea Laeya Orang/Kali 95.000
30i t ainea WoLasi Orang/Kali 95.000

Lainea Konda Orang/Kali 105.000
303 Lainea Ranomeeto Orang/ Kali 110.000
304 l,ainea Ranomeeto Barat Orang/Kali 130.000
305 l"ainea Landono Orang/Kali r30.ooo
306 Lainea Orang/ KaIi 130.000Mowila
307 Sabulakoa Orang/Kali 130.000

10s.000308 Lainea Moramo Orang/Kali
309 Lainea Moramo Utara Orang/ Kali
310 l,ainea Kolono Orang/ Kali 9s.000

Orang/ Kali 105.000311 Lainea Kolono Timur
Laonti Orang/Kali 270.0003t2 Lainea

WOLASI

105.000313 Wolasi Andoolo Orang/ Kali
Orang/Ka1i 110.000314 WoLasi Andoolo Barat

Buke Orang/Kali 10s.000315 WoLasi
95.000316 Wolasi PaLangga Orang/Kali

Orang/ Ka,li 105.0003t7 Wolasi Palangqa Selatan
8s.000Baito Orang/Kali318 Wolasi

r 10.000Tinangtqea Orang/Kali319 Wolasi
Orang/Kali 130.000320 WoLasi I-alembuu

110.000Benua Orang/ Kali32t WoIasi
Orang/Kali 130.000Basala.\), Wolasi
Orang/Kali 110.000Wolasi Angata323

95.OOOI-aeya Orang/KaliWolasi324
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325 WoLasi l,ainea Orang/Ka1i 95.000
326 Wolasi Konda Orang/Kali 85.000
327 Wolasi Ranomeeto Orang/Kali 9s.000
3'28 Wol,asi Ranomeeto Barat Orang/Kali 95.000
329 Wolasi landono Orang/ Kali 105.000

Wolasi Mowila Orang/Kali 10s.000
331 Wolasi Sabulakoa Orang/Kali 110.000
332 Wolasi Moramo Orang/Kali 10s.000
JJ.1 Wolasi Morarrro Utara Orarg/Kali 95.000
334 Wolasi Kolono Orang/Kali 110.000
335 Wol,asi Kolono Timur Orang/Kali 130.000
336 Wolasi Laonti Orang/Kali 270.OOO

KONDA
337 Konda Andoolo Orang/Kali 110.000
338 Konda Andoolo Barat Orang/ Kali 130.000
339 Konda Buke Orang/ Kali 1r0.000
340 Konda Palangqa Orang/ Ka-ti 105.000
347 Konda Palangga Selatan Orang/Kali 105.000
342 Konda Baito Orang/Kali 110.000
343 Konda Tinangqea Orang/Kali 130.O00
344 Konda Lalembuu Orang/Kali 130.000
345 Konda Benua Orang/Kali 110.000
346 Konda Basala Orang/Kali 130.000
347 Konda Angata Orang/ Kali 105.000
348 Konda Laeya Orang/Kali 95.000

Konda Lainea Orang/Kali 105.000
3s0 Wolasi Orang/Kdt 8s.000
351 Konda Ralomeeto Orang/ Ka-li 85.000
352 Konda Ranomeeto Barat Orang/KaIi 85.000
3s3 Konda Orang/ Kali 95.000
354 Konda Mou,ila Orang/Kali 95.000

Konda Sabulakoa Orang/ Kali 105.000
356 Konda Moramo Orang/ Kali 95.000
357 Konda Moramo Utara Orang/Kali 85.000
358 Konda Kolono Orang/ Kali 105.000

1r0.000359 Konda Kolono Timur Orang/ Kali
270.OOOKonda Laonti Orang/Kali

RANOMEETO

361 Ranomeeto Andoolo Orang/Kali 110.000
Andoolo Barat Orang/Kali 130.OOORanomeeto362
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330

349
Konda

Landono

355

360



363 Ranomeeto Buke Orang/Kali 130.000
364 Ranomeeto Palangga Orang/Kali 10s.000
36s Palangqa Selatan Orang/Kali 130.000
366 Ranomeeto Baito Orang/ Kali 130.000
367 Ranomeeto Tinanggea Orang/ Kali r30.000
368 Ranomeeto Lalembuu Orang/Kali
369 Ranomeeto Benua Orang/Kali 10s.000
370 Ranomeeto Basa1a Orang/Kali 110.000
371 Ranomeeto Angata Orang/Kali 95.000
372 Ranomeeto Laeya 105.000

Ranomeeto l,ainea Orang/Kali 110.000
374 Ranomeeto Wolasi Orarg/ Kali 95.000
37s Ranomeeto Konda Orang/Kali 85.000
376 Ranomeeto Ranomeeto Barat Orang/KaLi 85.000
377 Ranomeeto I-andono Orang/ Kali 85.000
378 Ranomeeto Mowila Orang/Kali 8s.000
379 Ranomeeto 95.000Sabulakoa Orang/ Kali
380 Ranomeeto Moramo Orang/Kali 110.000
381 Ranomeeto Moramo Utara Orang/Kali 95.000
38'2 Ranomeeto Kolono Orang/Kali 130.000
383 Ranomeeto Kolono Timur Orang/ Kali 130.000

270.000384 Ranomeeto Laonti Orang/KaIi
RANOMEETO BARAT

38s Ranomeeto Barat Andoolo Orang/Kali 130.000
386 Ranomeeto Barat Andoolo Barat Orang/ Kali 130.000

Orang/Kali 130.000347 Ranomeeto Barat Buke
388 Ranomeeto Barat Palangtga Orang/Kali 105.000

i30.000389 Ranomeeto Barat Palangqa Selatan Orang/ KaIi
130.000390 Ranomeeto Ba-rat Baito Orang/Kali

391 Ranomeeto Barat Tinanggea 130.000
140.000392 Ranomeeto Barat La-lembuu

Orang/Kali 105.000393 Ranomeeto Barat Benua
Basala Orang/Kali 130.000394 Ranomeeto Barat

105.000395 Ranomeeto Barat Angata Orang/Kali
Orarg/ KaIi 105.000Ranomeeto Barat l,aeya

la,inea Orang/Kali397 Ranomeeto Barat
95.000Wolasi Orang/ Kali398 Ranomeeto Barat

Orang/ Ka-li 8s.000Ranomeeto Barat Konda399
85.000Orang/KaliRanomeeto Barat Ranomeeto400

Orang/Kali 9s.000Landono401 Ranomeeto Barat
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402 Ranomeeto Barat Mowila Orang/ Kali 95.000
9s.000403 Ranomeeto Barat Sabulakoa Orang/KaIi

Orang/Kali 110.000404 Ranomeeto Barat Moramo
10s.000405 Ra-nomeeto Barat Moramo Utara Orang/Kali
130.000406 Ranomeeto Barat Kolono Orang/ Kali

Kolono Timur Orang/Kali 130.000407 Ranomeeto Barat
l,aonti Orang/Kali 270.O00408 Ranomeeto Barat

LANDONO
Orang/Kali 10s.000409 Landono Andoolo

110.O00Andoolo Barat Orang/Kali410 Landono
110.000Orang/Kali4t7 l,andono

Orang/ Kali 110.000["andono Pal,angEa
Orang/Kali4t3 Landono Palangga Seliatan

130.000Landono Baito Orang/Kali414
Orang/Kali 130.000415 Tinanggea

130.000[-alembuu Orang/KaIi416 Landono
95.000Benua Orang/Kali4t7 Landono

Orang/Kali 105.000418 l,andono
95.000Orang/KaliLandono Angata479

[,aeya Orang/Kali4',20 landono
130.000Lainea4',2r l,andono

Orang/ KaliLandono Wolasi422
Orang/Kalilandono Konda423

8s.000Orang/KaliRanomeeto424 l-andono
9s.000Orang/KaliRanomeeto Barat425
8s.000Orang/KaliMowila4'26 [.andono
8s.000Orang/KaliSabulakoa427 Landono

130.000Orang/KaliMoramoLandono428
10s.000Orang/KaliMoramo Utara429
130.000Orang/ KaliKolono430 Landono
140.000Orang/KaIiKolono Timur[,andono431
270.000Orang/ KaliLaonti432 [.andono

MOWILA
105.000Orang/KaIiAndoolo433 Mowila
105.000Orang/ KaliMowila434
110.000Orang/KaliBuke435 Mowil,a
130.000Orang/KaIiPalanggaMowila
130.000Palang4a SelatanMowila437
130.000Orang/KaliBaito438 Mowila
110.OOOOrang/KaliTinanggeaMowila439

105.000

105.000
95.000
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440 Mowila Lalembuu Orang/Kali 110.000
447 Mowila Benua Orang/Kali 95.000
442 Mowila Basala Orang/Kali 105.000
443 Mowila Angata Orang/Kali 8s.000
444 Mowila laeya Orang/Kali 110.000
445 Mowila Lainea Orang/ Kali 130.000
446 Mow'ila Wolasi Orang/Kali 105.000
447 Mowila Konda Orang/KaIi 95.000
448 Mowila Ranomeeto Orang/ Kali 85.000
449 Mowila Ranomeeto Barat Orang/Kali 95.000
450 Mowila Landono Orang/Kali 8s.000
451 Mowila Sabulakoa Orang/Kali 85.000
452 Mowila Moramo Orang/Kali 130.000
453 MowiLa Moramo Utara Orang/Kali 105. OOO

454 Mowila Kolono Orang/Kali 130.000
455 Mowila Kolono Timur Orang/Kali 140.000
456 Mowila Laonti Orang/Kali 270.000

SABULAI<OA

457 Sabulakoa Andoolo Orang/Kali 110.000
458 Sabulakoa Andoolo Barat Orang/Kali 105.000
459 Sabul,akoa Buke Orang/ Kali 130.000
460 Sabulakoa PaLangga Orang/ Kali 130.000
46I Sabulakoa Palangqa Sel,atan Orang/Kali 130.000
46'2 Sabulakoa Baito Orang/ Kali i30.000
463 Sabulakoa Tinanggea Orang/Kali 130.000
464 Sabul,akoa Lalembuu Orang/Kali 130.000
465 Sabulakoa Benua Orang/Kali 10s.000
466 Sabulakoa BasaLa Orang/KaIi 105.000
467 Sabulakoa Angata Orang/Kali 95.000
468 Sabul,akoa La.eya Orang/ Kali 130.000
469 Sabulakoa l"ainea Orang/ Kali 130.000
470 Sabulakoa Wolasi Orang/KaIi 110.000
471 Sabulakoa Konda Orang/ Kali 105.000
472 Sabulakoa Ranomeeto Orang/ Kali 9s.000
473 Sabulakoa Ranomeeto Barat Orang/ Kali 95.000
474 Sabulakoa 85.000Landono Orang/Kali
475 Sabulakoa Mowila Orang/Kali 85.000
476 Sabulakoa Moramo r30.000
477 Sabuiakoa Moramo Utara Orang/Kali 110.000
478 Sabulakoa Kolono Orang/Kali 140.000
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479 Sabulakoa Kolono Timur Orang/Kali 140.000
480 Sabulakoa l"aonti Orang/Kali 270.OOO

MORAMO

481 Moramo Andoolo Orang/Kali 140.000
Moramo Andoolo Barat Orang/Ikli 130.000

483 Moramo Buke Orang/Kali 140.000
484 Moramo Palangga Orang/ Kali 130.000
485 Moramo Palangga Selatan Orang/Kali 130.000
486 Moramo Baito Orang/Kali i30.000
487 Moramo Tinangqea Orang/Kali 140.000
488 Moramo I^alembuu Orang/Kali
489 Benua Orang/Kali 140.000
490 Moramo Basala Orang/ Kali 160.000
491 Moramo Angata Orang/Kali 130.000
492 Moramo Iaeya Orang/Kali 130.000
493 Moramo Lainea Orang/KaIi 10s.000
494 Moramo Wolasi Orang/Kali 105.000
495 Moramo Konda Orang/ Kali 95.000
496 Moramo Orang/Kali 110.000
497 Moramo Ranomeeto Barat Orang/Kali 110.000
498 Moramo Landono Orang/ KaIi r30.000
499 Moramo Mowila Orang/Kali 130.000
500 Moramo Sabul,akoa Orang/Kali 130.000
501 8s.000Moramo Moramo Utara Orang/ Kali
502 Moramo 95.000Kolono Orang/Kali
503 Moramo Kolono Timur Orang/Kali 105.000
504 Moramo I"aonti Orang/Kali 270.000

MORA^WO UTARA

505 Moramo Utara Andoolo Orang/Kali 130.000
506 Moramo Utara Andoolo Barat Orang/Kali 130.000
507 130.000Moramo Utara Buke Orang/Kali
508 Moramo Utara Palangga Orang/Kali 120.000
509 Moramo Utara Palangqa Selatan Orang/Kali 130,000

130.000510 Moramo Utara Baito Orang/Kali
Orang/Kali 130.000511 Moramo Utara Tinanggea

140.000512 Moramo Utara Lalembuu Orarg/Kali
r30.000513 Moramo Utara Benua Orang/Kali

Orang/Kali 130.000514 Moramo Utara Basala
130.000Angata Orang/Kali515 Moramo Utara

Orang/Kali 105.OO0Moramo Utara [-a.ey a516
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517 Moramo Utara t^ainea Orang/ Kali 105.000
518 Moramo Utara Wolasi Orang/Kali 9s.000
519 Moramo Utara Konda Orang/Kali 8s.000
520 Moramo Utara Ranomeeto Orang/Kali 9s.000
5'21 Moramo Utara Ranomeeto Barat Orang/Kali 105.000
522 Moramo Utara Landono Orang/KaIi 105.000
5'23 Moramo Utara Mowila Orang/ Ibli 105.000
524 Moramo Utara Sabulakoa Orang/Kali 110.000
525 Moramo Utara Moramo Orang/ Kali 8s.000
526 Moramo Utara Kolono Orang/Kali 105.000
527 Moramo Utara Kolono Timur Orang/Kali 10s.000
528 Moramo Utara Laonti Orang/ Kali '270.OOO

KOI.ONO
s29 Kolono Andoolo Orang/Kali 130.000
530 Kolono Andoolo Barat Orang/Kali 130.000
531 Kolono Buke Orang/Kali r30.000
532 Kolono Palangga Orang/ KaIi 110.000
s33 Kolono Palangqa Selatan Orang/ Kali 1r0.000
534 Kolono Baito Orang/ KaIi r30.000
535 Kolono Tinanggea Orang/Kali 130.000
536 Kolono Lalembuu Orang/Kali 140.000
537 Kolono Benua Orang/Kali 130.000
s38 Kolono Basala Orang/Kali 130.000
539 Kolono Angata Orang/ Kali
540 Kolono Laeya Orang/ Kali 105.000
541 KoIono Lainea Orang/KaIi 95.000
542 Kolono Wolasi Orang/Kali t 10.000
543 Kolono Konda Orang/ KaIi 105.000
544 Kolono Orang/ Kali 130.000
545 Kolono Ranomeeto Barat Orang/ Kali 130.000
546 Kolono Landono Orang/Kali 130.000
547 Kolono Mowila Orang/Kali r30.000
548 Kolono Sabulakoa Orang/ Kali r40.000
549 Kolono 95.000Moramo Orang/Kali
550 Kolono Moramo Utara Orang/Kali 105.000
551 Kolono Kolono Timur Orang/ KaIi 85.000
552 Kolono taonti Orang/Kali 280.000

KOINNO TIMI]R

Kolono Timur Andoolo Orang/KaIi 130.000
Kolono Timur i30.oooAndoolo Barat Orang/Kali554
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555 Kolono Timur Buke Orang/ Kali 130.000
556 Kolono Timur Palargga Orang/ KaIi 130.000
557 Kolono Timur Palangga Selatan Orang/ Kali 130.OO0
s58 Kolono Timur Baito Orang/Kali r30.000
559 Tinangqea Orang/ Kali r30.000
560 Kolono Timur Lalembuu 140.000
561 Kolono Timur Benua 140.000
562 Kolono Timur Basala Orang/Kali 140.000
563 Angata Orang/Kali 140.000
564 Kolono Timur laeya Orang/Kali 110.000
565 Kolono Timur Lainea Orang/Kali 105.000
566 Kolono Timur Wolasi Orang/ Kali 130.000
s67 Kolono Timur Konda Orang/ Kali 110.000
568 Kolono Timur Ranomeeto Orang/ KaIi 130.000
569 Kolono Timur Ranomeeto Barat Orang/ KaIi 130.000
570 Kolono Timur Landono Orang/Kali 140.000
571 Kolono Timur Mowila Orang/Kali 140.000
572 Kolono Timur Sabulakoa Orang/Kali 140.000
573 Kolono Timur Moramo Orang/Kali 105.000
574 Kolono Timur Moramo Utara Orang/Kali 10s.000
575 Kolono Timur Kolono Orang/Kali 8s.000

Kolono Timur Laonti Orang/Kali 280.000

577 l,aonti Andoolo Orang/Kali 280.000
578 Laonti Andoolo Barat 280.O00
579 Laonti Buke Orang/ KaIi 280.000
580 [,aonti Palangla Orang/Kali 270.000
581 Laonti Pala,ngga Selatan Orang/ Kali 280.000
582 [,aonti Baito Orang/ Kali 280.000
583 Laonti Tinalgqea Orang/ Ka-ti 300.000
584 Lalembuu Orang/ Kali 300.000
585 Laonti Benua Orang/ Kali 270.OOO

586 taonti Basala Orang/Kali 280.000
587 [,aonti Angata Orang/Kali 270.000
588 taonti laeya Orang/ Kali 270.OOO

Lainea Orang/ Kali 270.OO0569 Laontr
270.000Wolasi Orang/Kali590 [^aonti

Orang/ KaIi 270.OOOKonda591 laonti
Orang/Kali 270.OOORanomeeto592 Laonti

'270.OOOOrang/ KaliLaonti Ranomeeto Barat593
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2.6. Satuan Biaya Transport dalam daerah lingkup wilayah Kabupaten
Konawe Selatan Khusus yang bersumber dari dana DAK Non Fisik
Bidang Kesehatan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
di kan secara lum m terdiri :

Catatan : Untuk Bidan Desa dan Petugas Kesehatan lainnya yang tidak
termasuk dalam Nomor 2 dan 3 pada tabel diatas mengikuti
aturan perjalanan dinas pada Tabel 2.3. Tentang Satuan Biaya
Pe{alanan Dinas Dalam Daerah Lingkup Wilayah Kecamatan.

2.7. Satuan Biaya Transport Dalam Daerah Antar Desa Khusus
Operasional bagi Aparatur Pengawasan Intemal Pemerintah (APIP) di
wilayah Kabupaten Konawe Selatan dibayarkan sebesar Rp. 1OO.OOO,-
dengan satuan, Orang Perdesa (OD).

594 Laonti Laldono Orang/Kali 270.OOO
595 Laonti Mowila Orang/KaIi 270.OOO
596 ["aonti Sabulakoa Orang/ Kali 270.OOO
597 l"aonti Moramo Orang/Kali 270.000
598 l^aonti Moramo Utara Orang/Kali 270.OOO
599 l,aonti Kolono Orang/ KaIi 280.000
600 Laonti Kolono Timur Orang/Kali 280.000

I Perjalanan dinas dalam daerah petugas kesehatan
puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe Selatal
dengan tujuan ke desa-desa yang jarak > 10 km dari
tem t Kedudukan

Orang/Kali 125.000

2 Perjalanan dfu25 6[alam daerah petugas kesehatan
puskesmas tingkup kecamatan kab. Konawe selatan
dengan tujuan ke desa-desa yang jarak < 10 km dari

t kedudukantem

Orang/ Kali 75.000

3 dinas ke desa pesisir/kepulauan petugas
kesehatan puskesmas dalarn lingkup kecamatan
l.aonti, Moramo dan Tinanggea dari tempat
kedudukan puskesmas

Pe{alanan Orang/Kali 200.ooo

4 Perjalanan dinas bidan dalam desa daerah
pesisir/ kepulauan daLam lingkup Kecamatan Laonti,
Moramo dan

Orang/ Kali 75.000

5 Transport Kader Kesehatan dalam melaksanalan
kegiatan dalam desa 4i lingkup kecamatan

Orang/KaIi 50.000

6 Transport lkder/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat
dalam rangka mengikuti
pertemuan/rapat/minilokakarya/ kegiatan di
puskesmas

Orang/ Kali Mengikuti poin 1 & 2
dalam aturan

pe4'alanan dinas
dalam daerah
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2.4. Satuan Biaya Uang Harian Pedalanan Dinas Dalam Daerah Dalam
rangka pemeriksaan reguler, pemeriksaan tematik dan inuestigasi
dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan
secara lumpszm dengan satuan, Orang Perhari (OH) yang terdiri :

a. Auditor/P2UPD Pelaksana/Gol. II
b. Auditor/P2UPD Pertama/Gol. III
c. Auditor/P2UPD Muda/Gol. III
d. Auditor/P2UPD Madya/Gol. IV
e. Eselon IV
f. Eselon III
g. Eselon II

Rp. 200.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 275.OOO;
Rp. 300.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 350.000,-
Rp. 400.000,-

2.9. Satuan Biaya Penginapan Khusus Operasional bagr Aparatur
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di wilayah Kabupaten Konawe
Selatan di Tingkat Kecamatan/Desa dibayarkan sebesar Rp.
3OO.OOO,- dengan satuan, Per Hari (OH), dan dibayarkan secara at
cost yang dibuktikan dengan Print Ai Inuoice dari tempat menginap di
Hotel/Losmen. Dan apabila yang bersangkutan tidak menginap di
Hotel/losmen, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 3Oo/o (Tiga Puluh Persen) dari tarif yang
ditentukan.

2.10. Penganggaran satuan biaya transport dalam daerah bagi Pimpinan
DPRD/ Anggota DPRD mengikuti standar satuan biaya pada poin 2.5.
diatas kecuali beberapa desa di Kecamatan Andoolo yang tidak
termasuk didalamnya dan tidak dianggarkan.

2.11. Standar satuan harga pedalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan
Bupati, yang berpedoman pada besaran biaya yang berlaku dalam
APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

m

1

2

3
4

Amerlh Utara
Amerika Serikat
Kanada

Amerlta Selataa
Argentina
Venezuela

OH
OH

OH
OH

659
552

534
557

563
467

402
388

505
4t6

351
344

447
365

349
343
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3. Pe{alanan Dinas Luar Negeri
Besarnya biaya pery'alanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran
satuan biaya yang berlaku dalam PMK Nomor 32lPMK.O2l2018 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol9 dan kesesuaian dengan
kemampuan keuangan daerah.
1. Satuan Biaya Uang Harian Pery'alanan Dinas Luar Negeri

lsatuu 
= 

A----f
l3l(Ir
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(sl i6)



5.
6.
7.
8.
9.
t0

11.
t2.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

'20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
24.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
4t.

Amerlta Tengah
Meksiko
Kuba
Panama

Eropa Brrat
Austria
Belgla
Perancis
Rep. Federasi Jermal
Belanda
Swiss

Eropa Utara
Denmark
Finlandia
Norwegia
Swedia
Kerajaan Inggris

Eropa Selata.a
Bosnia Hersegovina
Kroasia
Spanyol
Yunani
Italia
Portugal
Serbia

Eropa Tlaur
Bulgaria
Ceko
Hongaria
Polandia
Rumania
Rusia
Slovakia
Ukraina

Afrika Tlmur

Btazil
Chile
Colombia
Peru
Suriname
Ekuador

OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH

436
434
466
459
398
4t6

553
453
418

504
538
548
485
485
636

569
521
62r
615
792

456
555
457
427
702
425
4t7

406
618
485
478
416
556
437
485

427
420

396
370
413
352
364
355

468
38s
357

453
456
464
415
476
570

497
442
s59
519
774

420
506
473
379
637
382
375

367
526
438
415
381
572
394
436

422
3s9

378
332
405
320
268
319

4t7
345
320

347
406
413
368
368
444

424
394
389
467
583

334
406
33s
327
446
308
326

320
447
390
363
313
407
341
375

402
322

351
294
365
280
268
283

366
305
'283

317
357
38r
324
324
401

375
346
386
403
582

244
367
345
320
277
406
303
33r

340
285
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Afrlka Barat
Nigeria
Senegal

333
405
296
249
427
273
248



56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

48
49

42.
43.
44.
45.
46.
47.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.

Afrlte Selataa
Namimbia
Afrika Selatan

Arla Barat
Azerbaijan
Bahrain
Irak
Yordania
Kuu/ait
Libanon
Qatar
Arab Suriah
Turki
Uni Emirat Arab
Yaman
Saudi Arabia
Kesultanan Oman

Ada Tlnur
Rep. Rakyat Tiongkok
Hongkong
Jepang
Korea Selatan
Korea Utara

Ethiopia
Kenya
Madagaskar
Tanzania
Zimbabwe
Mozambik

Asta Scleta!
Alganistan
Bangladesh
India
Pakistarl
Srilanka
Iran

Arla Tengah
Uzbekistan
Kazakhstan

Afrita Utara
Aljazair
Mesir
Maroko
Tunisia
Sudan
Libya

OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH

373
408
356
388
371
399

405
427

383
471
377
293
383
308

498
475
46r
504
581
457
506
358
456
594
353
468
516

4tt
601
519
515
494

385
339
422
343
388
421

392
456

320
358
306
332
319
329

334
374

324
400
323
247
328
254

459
424
392
428
49r
389
448
301
364
502
249
398
437

351
507
428
467
327

262
313
329
277
332
332

35'2
420

288
293
276
299
247
265

268
377

295
358
291
225
295
189

365
284
351
382
437
348
349
272
311
446
'226
356
390

315
451
382
425
300

238
243
327
251
299
299

247
334

256
274
246
266
255
264

257
294

246
316
259
203
262
165

364
2t7
310
336
383
307
290
243
276
391
204
314
343

279
395
336
4'.21
278

214
238
32s
225
266
266

254
333
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Arle TenggEra
Filipina
Singapura
Malaysia
Thailand
Myanmar
[.aos
Vietnam
Brunai Darussalam
Kamboja
Timor kste

Asla Paslflt
Australia
Selandia Baru
Kaledonia Baru
Papua Nugini
Fiii

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH

472
615
394
392
368
380
383
374
296
392

636
545
425
520
427

367
519
304
330
250
277
295
278
223
3s4

585
461
347
476
36s

266
46r
274
297
2to
251
'244
252
201
236

424
411
299
429
327

226
403
244
264
196
225
219
226
196
212

393
361
266
376
289

Catatan Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari ASN/Non ASN dalam
menjalankan perintah pe4'alanan dinas di luar negeri yang dapat
digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan
uang penginapan.

Klasifikasi uang harian pedalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

a. Golongan A
menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar
luar biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara
lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non
kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.

b. Golongan B
duta besar, ASN golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira
tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden dan pejabat lainnya yang
setara.

c. Golongan C
ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira
menengah TNI / Polri yang setara.

d. Golongan D
ASN dan Anggota TNI/Polri yang dimaksud pada hurufb dan c.

2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pedalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang

(PP) :

a. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri
dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP),

menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku seca,ra
af cosf dengan bukti berupa print out nket dan boardirq pass;

PEDOMAN PEINICANAAN APBD T,A. 202O E]
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b. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan
kebijakan pemberlakuan fagasi (Baggagel berbayar, maka biaya
tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal
berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara at cost sesuai dengan
tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti pint out bagasi
(Boggage);

c. Pe{alanan dinas luar negeri dengan lama pe{alanan melebihi 8
(delapan) jam penerbangan (tidak termasuk wal<tu fronsit), bagl
pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat
menggu nakan Kelos Bisnis;

d. Biaya pedalanan Luar Negeri tersebut belum termasuk biaya
pedalanan dari Andoolo ke Jakarta.

4. Penganggaran Kegiatan Rapat/ Pertemuan/ Pelatihan/ Bimtek Luar Kantor
1. Penganggaran Kegiatan Rapat/Pertemuan Luar Kantor yang

membutuhkan penyediaan anggaran bagi akomodasi dan penginapan
berpedoman PMK Nomor 78/PMK.O2|2O19 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2O2O dan dan sesuai kemampuan keuangal.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/ Pelatihan/Bimtek di luar
kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

a. Paket f\tflboar{ yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan
bermalam/ menginap;

b. Paket Frtlldag, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan
di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap;

c. Paket Halfd.ag, yaitu paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan
yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima)
jam.

Beberapa catatan khusus terkait penganggaran kegiatan
rapat/ pertemuan adalah sebagai berikut:
a. Akomodasi untuk paket htllboard untuk Pejabat Daerah/ Pimpinan

DPRD dialokasikan 1 (satu) kamar untuk I (satu) orang, pejabat
Eselon Il/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon III ke bawah
dialokasikan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Kegiatan yang diselenggarakan secara FilIlboard dapat dilaksanalan
dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan maupun lingkup
Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Komponen peng€rnggaran paket rapat/pertemuan fullboard terdii
dari: biaya transportasi peserta, indeks paket pertem uan fullboard
dan uang harian paket Fullboard luar kota.

d. Komponen penganggaran paket rapat/pertemuan yang
diselenggarakan dalam daerah lingkup Kabupaten Konawe Selatan
terdiri dari indeks paket pertem uan (Fullboard/ Fttlldag/ HalfDagl.

e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor da-lam rangka penyelesaian
pekeq'aan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks
satu€rn biaya tersebut diatas.

PEDOMAN PEI.A 1(IA NAAN APBD T.A.2O2O s.l
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2. Satuan Biaya Uang Harian Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor
Dalam Daerah :

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor
Dalam Daerah untuk Pejabat Daerah/Pimpinan DPRD/Eselon
II DPRD:

4. Penganggaran Biaya Kontribusi untuk kegiatan
Rapat/Pertemuan/Bimtek/Pelatihan/ Workshop adalah maksimum Rp.
5.OOO.OOO.- sedangkan untuk kegiatan mengikuti TOT berkenaan
dengan tupoksi adalah sebesar Rp. 6.0O0.0O0,-.

5. Penganggaran Biaya Kontribusi untuk Pelatihan / Bimtek (Khusus Hanya
Biaya Diklatl ba$ Auditor d,an Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD) besarannya disesuaikan dengan
permintaan dari Panitia Pelaksana Pelatihan/ Diklat.

6. Biaya Kontribusi untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(Diklat) / Pelatihan Keq'a (Magang) :

a. I Hari s/d 15 Hari = Rp. 200.000 Per Hari
b. I Hari s/d 30 Hari = Rp. 150.000 Per Hari.

5. Penganggaran Biaya Sewa Kendaraan
1 . Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insi.dentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus
sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya
irsidentil (tidal< bersifat terus menerus) berpedoman pada PMK
Nomor 78/PMK.O2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2O2O dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah bagi :

(a)Pejabat Negara/ Daerah yang melakukan pedalanan dinas dalam
negeri di tempat tujuan.

PEDOMAN PEIAISAN'AAN APBD TN. 2O2O

1 FltllBoard di luar kota OH 130.000
,2 F\tllBoard di daLam kota OH 110.000
3 HolfDag di dalam kota OH 95.000

1 Pejabat Daerah/ Pimpinan
DPRD OP 970.000 415.000 270.000

,2 Eselon II / Anggota DPRD OP 800.000 350.000 237.OOO
3 Eselon III ke bawah OP 688.000 295.000 195.000

s5
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(b)Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggt,
berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta
dilakukan secara selektif dan efisien.

PEDOMAN PETAKTANAAN APBD T3 2 02 O E6

1 Aceh Per hari 930.000 4.638.000
2 Sumatera Utara Per hari 975.OO0 2.139.000 3.203.000
3 Riau Per hari 978.000 2.606.000 3.908.000
4 Kepulauan Riau Per hari 901.000 2.373.OOO
5 Jambi Per hari 804.000 3.810.000 4.601.000

Sumatera Barat Per hari 783.000 2.t24.OOO 3.409.000
7 Sumatera Selatan Per hari 1.2r2.000 2.200.000 4.O97.OOO
8 Lampung Per hari 846.000 3.594.000
9 Bengkulu Per hari 777.OOO 3.810.000 5.159.000
10. Bangka Belitung Per hari r.258.000 2.781.000 4.273.OOO
11. Banten Per hari 777.OOO 2.512.000
72. Jawa Barat Per hari 932.000 2.563.000 | S.+OS.OOO

13. DKI Jakarta Per hari 911.000 2.221.OOO 3.439.000
74. Jawa Tengah Per hari 1.016.000 2.206.000 4.237.OOO
15. D.I. Yoryakarta Per hari 905.000 2.207.OOO
16. Jawa Timur Per hari 966.000 2.446.OOO 3.222.OOO
17. Bali Per hari 925.000 2.6s8.000
18. Nusa Tenggara Barat Per hari 882.000 2.532.000
19. Nusa Tenggara Timur Per hari 2.548.000857.000
20. Kalimantan Barat Per hari 868.000 2.61 1.O00
21. Kalimantan Tengah Per hari 1.t77.OOO 3.716.000 5.573.OOO
22. Kalimantan Selatan Per hari 778.000 2.630.000 3.4s2.000
'23. 2.750.000 3.863.OO0Kalimantan Timur Per hari 1.100.000

3.863.OO024. Kalimantan Utara Per hari f. i00.000 2.7t3.OOO
25. Sulawesi Utara Per hari 9s6.000 2.205.OO0

3.230.00026. Gorontalo Per hari 792.OOO 2.086_000

2.464.OOO 3.282.OOO27. Sulawesi Barat Per hari 772.OOO

3.434.00024. Sulawesi SeLatan Per hari 7g6.OOO 2.708.000
29. Sulawesi Tengah Per hari 824.000 2.422.OOO

30. Sulawesi Tenggara Per hari 839.000 2.609.000 3.433.000
4.021.00031. Maluku Per hari 947.OOO

32. Maluku Utara Per hari 965.000 3.013.000 4.170.000

4.082.000 5.248.00033 Papua Per hari 1.107.000

4.547.OOO34 Papua Barat Per hari 1.059.000 3.499.000

No. Provinsi Tujuan Satuan
I

I

Roda 4 Roda 6 /
Bus Sedang

Roda 6 /
Ilus Besar

3.2a2.OOO

3.9 r0.000

6.

5.052.000

3.666.000

3.565.OOO

3.s36.OO0

3.369.OO0

3.468.000
3.644.OO0

3.722.OOO

3.369.000

2.872.OOO



2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Negara/ Daerah
Satuan biaya sewa kendaraaa operasional Pejabat Negara/ Daerah
(Bupati/Ketua DPRD dan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD) yang
melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan dan
untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus)

PEDOMAN PEISICANAAN APBD T,A. 2O2O

1 Aceh Per bulan 14. 180.000

2 Sumatera Utara Per bulan 13.880.000

Riau Per bulan 13.730.000
4 Kepul,auan Riau Per bulan 15.O00.000

5 Jambi Per bulan 13.500.O00

6 Sumatera Barat r3.650.000
7 Sumatera Selatan Per bulan 13.500.OOO

Lampung Per butran r3.430.000
I Bengkulu Per bula-n 13.500.000
10. Bangka Belitung Per buLan 12.750.000
ll. Banten Per bulan 13.950.000
t'2. Jawa Barat Per bulal 13.950.OOO
13. DKI Jakarta Per bulan 13.250.OOO

14. Jawa Tengah Per bulan 13.950.000
15. D.I. Yoryakarta Per bulan 14.O30.000

16. Jawa Timur Per bularr 13.430.000
17. Bali Per bulan 13.500.OOO

18. Nusa Tenggara Barat Per bulan 13.650.000
19. Nusa Tenggara Timur Per bulan 14.8s0.000
20. Kalimantan Barat Per bulan 14.O30.000

21. Kalimantan Tengah Per bulan 14. 140.000
'2'.2. Kalimantan Selatan Per bulan r4.030.ooo
23. Kaliman tan Timur Per bulian 14.030.000
'24. Kalimantan Utara Per bulan 14.030.000
25. Sulawesi Utara Per bulan 15.O00.000

26. Gorontalo Per bulan rs.000.o00
27. Per bulan 13.580.OO0

28. Sulawesi Selatan Per bulan 13.s80.000
29. Sul,awesi Tengah Per bulan 14.400.000

30. Sulawesi Tenggara Per buLan 14.030.000

31. Maluku Per bulan 14.480.000
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32 Maluku Utara Per bulan 14.400.000
33. Papua Per bulan 14.850.OO0

34 Papua Barat Per bul,an 14.780.OOO

.

6. Satuan B a

PEDOMAN PEIAIoANAAN API]D T.A. 2O2O

Pakaian Dinas

I Pal<aian Dinas Upacara / Stel 15.000.o00
,2 Pakaian Sipil Harian (PSH)

Bupati /Stel 10.000.000
Wakil Bupati /Stel 8.O00.o00
Ketua DPRD / Stel 7.500.000

- Sekretaris Daerah /Stel 7.000.000
Wakil Ketua DPRD /Stel 6.000.o00
Anggota DPRD / Stel 4.000.000

3 Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Bupati /Stel 15.000.000
Wakil Bupati / Stel 14.000.000
Ketua DPRD /Stel 12.s00.000
Sekretaris Daerah / Stel 12.500.000
Wakil Ketua DPRD /Stel 10.000.000
Anggota DPRD /Stel 7.500.000

4 Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Bupati / Stel 15.000.000
Wakil Bupati /Stel r4.000.000
Ketua DPRD / Stel 12.500.O00

Sekretaris Daerah / Stel 10.000.000
Wakil Ketua DPRD / Stel 7.500.000
Anggota DPRD /Stel 5.000.o00

5 Pakaian Dinas Harian (PDH)

Bupatr / Stel 10.000.000
Wakil Bupati /Stel 8.000.000
Ketua DPRD / Stel 7.500.000

- Sekretaris Daerah /Stel 7.000.000
Wakil Ketua DPRD / SteI 6.000.000
Anggota DPRD /Stel 4.000.000

6 Pakaian Keda t apangan (PKL)

ti8
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Ketua DPRD /Stel 7.so0.o00
Wakil l(61Pa PPPP /Stel 6.O00.000

/Stel 4.OOO.OO0Anggota DPRD

Pakaian Adat/Tenun7

/Stel 1o.000.oo0Bupati

/Stel 7.500.0o0Wakil Bupati

/Stel 7.s00.000Ketua DPRD

/Stel s.500.000- Sekretaris Daerah
3.500.000Wakil Ketua DPRD

/Stel 2.soo.oo0Anggota DPRD

8 Pakaian Dinas Harian Pegawai

/Stei 61o.000,00Pakaian Khaki
610.000,00/StelPakaian Hitqm Putih

/Stel 500.ooo,o0Pakaian Adat/Tenun
500.ooo,o0/StelPakaian Keq'a lapangan {PKL)

/ Stel 4s0.000,00Pakaian Olahraga

B. SATUAN BIAYA LAINI.IYA TAHUN ANGGARAN 2O2O

l. Satuan biaya diklat pimpinan / strulrtural
1.1. Diklat Pimpinan Tk. II
1.2. Diklat Pimpinan Tk. III
1.3. Diklat Pimpinan Tk. IV

Rp. 35.O0O.OOO/Peserta
Rp. 25.O0O.OOO/Peserta
Rp. 20. 0OO.0OO/ Peserta

Rp. 4.470.0OO/Peserta
Rp. 5.545.00O/Peserta

Rp. 8O.OO0 (Pegawai/ Tahun)
Rp. 73O.000 (Unit/Tahun)
Rp. 69O.000 (Unit/Tahun)
Rp. 61O.OOO (Unit/Tahun)
Rp. 7. l90.0OO (Unit/Tahun)
Rp. 8.640.000 (Unit/Tahun)
Rp. 10. 15O.0OO (Unit/Tahun)
Rp. 1O.780.000 (Unit/Tahun)
Rp. r3.26O.OOO (Unit/Tahun)
Rp. 14.8 1O.OOO (Unit/Tahun)
Rp. r5.85O.OOO (Unit/Tahun)
Rp. 16.79O.0OO (Unit/Tahun)

2. Satuan biaya latihan prajabatan
2.1. Golongan I dan II
2.2. Golongan III

3. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor
3.1. Inventaris Kantor
3.2. Personal Komputer/iVotebook
3.3. Printer
3.4. AC Split
3.5. Genset lebih kecil dari 50 KVA
3.6. Genset 75 KVA
3.7. Genset 1OO KVA
3.8. Genset 125 KVA
3.9. Genset 150 KVA
3.10. Genset 175 KVA
3.11. Genset 2OO KVA
3.12. Genset 25O KVA
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Rp. 17.760.000 (Unit/Tahun)
Rp. 20.960.000 (Unit/Tahun)
Rp. 22.960.000 (Unit/Tahun)
Rp. 22.620.OO0 (Unit/Tahun)
Rp. 31.770.000 (Unit/Tahun)

Rp

6. Satuan biaya bantuan tugas belajar
6.1. Untuk jenjang S1

a. SPP per Tahun
b. Uang Saku
c. Bahan Literatur

6.2. Untuk jenjang 52
a. SPP per Tahun
b. Uang Saku
c. Bahan Literatur

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.t7.

Genset
Genset
Genset
Genset
Genset

275
300
350
450
500

KVA
KVA
KVA
KVA
KVA

4. Satuan biaya penerjemah dan pengetikan
4. 1. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya

a. Bahasa Inggris Rp. 250.000/Halaman Jadi
b. Bahasa Jepang Rp. a00.000/Halaman Jadi
c. Bahasa Mandarin Rp. 410.000/Halaman Jadi
d. Bahasa Belanda Rp. a50.000/Halaman Jadi
e. Bahasa Perancis Rp. 366.000/Halaman Jadi
f. Bahasa Jerman Rp. 41a.000/Halaman Jadi
g. Bahasa Asing l,ainnya Rp. 300.000/Halaman Jadi

4.2. Dai Bahasa Indonesia ke Bahasa daerah / Bahasa Lokal atau
Sebaliknya Rp. 17a.000/Halaman Jadi

5. Satuan biaya bantuan beasiswa prograrn gelar/non gelar dalam negeri
5.1. Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I

5.1.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional
a. Diploma I dan III Rp. 16.070.000 (OT)
b. Diploma IV dan Strata I Rp. 17.010.000 (OT)

5.1.2. Uang Buku dan Referensi
a. Diploma I Rp. 1.330.000 (OT)
b. Diploma III Rp. 1.590.000 (OT)
c. Diploma IV dan Strata I Rp. 1.850.000 (OT)

5.2. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3lSP-2
5.2.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional

a. Strata 2 dan Spesialis 1 Rp. 20.690.000 (OT)
b. Strata 3 dan Spesialis 2 Rp. 21.320.000 (OT)

5.2.2. Uang Buku dan Referensi
a. Strata 2 dan Spesialis 1 Rp. 2.120.000 (OT)
b. Strata 3 dan Spesialis 2 Rp. 2.380.000 (OT)

Rp
Rp

s.000.000 (oT)
1.s00.000 (oB)
2.s00.000 (oT)

Rp. 1s.000.000 (oT)
Rp. 1.s00.000 (OB)
Rp. 8.500.000 (or)
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6.3. Untuk jenjang 53
a. SPP per Tahun
b. Uang Saku
c. Bahan Literatur
d. Biaya Riset

6.4. Untuk Pendidikan Dokter Spesialis

8. Satuan biaya sewa mesin fotocopg
8. 1. Mesin Fotocopy Analog
8.2. Mesin Fotocopy Digital

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

(or)
(oB)
(or)
(or)
(or)

30.000.000
1.500.000

10.s00.000
15.000.000
50.000.000

7. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar
7.1. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar 52 Rp. 30.000.000 (OT)
7.2. Bantuan Penyelesaian Studi dan Izin Belajar 53 Rp. 80.000.000 (OT)

9. Satuan Biaya Bahan Makanan, Konsumsi Rapat dan Resane Team
9.1. Pengadaan Bahan Makanan

l. Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit OH Rp. 36.000
2. Bahan Makanan Untuk Pasien Puskesmas OH Rp. 36.000
3. Bahan Makanan Penyandang Masalah OH Rp. 30.OOO

Kesejahteraan Sosial
9.2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

1. Makan OK Rp. 42.OOO
2. Kudapan (Snock) OK Rp. 20.000

9.3. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Resane Team OH Rp. 41.000

10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
10.1. Kendaraan Dinas Pejabat (Unit/Tahun)

a. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati Rp. 60.000.000

b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati dan Ketua Rp. 50.000.000
DPRD

c. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD dan Rp. 45.000.000
Eselon II A

d. Kendaraan Dinas Eselon II B Rp. 38.000.000
e. Kendaraan Dinas Eselon III Rp. 34.880.000

f. Kendaraan Dinas Eselon IV Rp. 4.800.000

10.2. Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor dan Speed
Boat
a. Kendaraan operasional Unit/Tahun Rp. 9.750.000

da-lam Lingkungan Kantor
b. Kendaraal operasional

Roda 6 (Enamj / Datble Gardan ke Atas
c. Kendaraan operasional

Roda 2 (Dua)
d. Speed Boat

Rp. 4.200.000 (Unit/Bulan)
Rp. 5.500.000 (Unit/Bulan)

Unit/Tahun Rp.

Unit/Tahun Rp.

Unit/Tahun Rp.

37.210.000

3.940.O00

20.240.OOO
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10.3. Kendaraan Dinas O rasional Patroli Jalan PJR

10.6. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Perhari)
- Sewa Gedung Pertemuan Perhari Rp.

1O.7 .2. Biaya Superuisi (Pengawasan)
a. Nilai Pagu Anggaran

Rp. 0 s/d Rp, 200 Juta
b. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta
c. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar
d. |rlitai pagu Anggaran diatas

Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 Milyar
e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2 Milyar

lO.S.Satuan Biaya Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung
berdasarkan luas m

30.oo0.000
27.000.000
2s.000.oo0

r4.063.000

= 4%o dari Pagu Anggaran

= 3Yo dai Pagu Anggaran

= 2o/o d,ari Pagu Anggaran

= 1,5 o/o dari Pagu

= 1,5 o/o dari Pagu Angga-ran

10.7. Biaya Desain (Perencanaan) dan Biaya Supervisi (pengawasan)
Biaya desain (perencanaan) dan biaya Supervisi (pengawasan)
berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor 4S/PRT/Ml2OO7
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara dan
sesuai kemampuan daerah.
1 0.7. 1. Biaya Desain (Perencanaan)

a. Nilai pagp Anggaran = 5 y" d,an pagu Anggaran
Rp. O s/d Rp. 250 Juta

b. Nilai Pagu Anggaran diatas = 4 o/o d,ai pagu Anggaran
Rp. 250 Juta s/d Rp. 5OO Juta

c. Nilei Pagu Anggaran diatas = 3"/o dai pagu Anggaran
Rp. 5OO Juta s/d Rp. I Milyar

d. Nilai pags Anggaran diatas = 2"/o dari Pagu Anggaran
Rp. I Milyar s/d Rp. 2 Milyar

e. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 2 Milyar = 1 ,5 9/o dari Pagu Anggaral
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I Kendaraan Dinas
Operasional Unit/Tahun 78.920.000 89.710.000 48.200.000

m'/ tahun 197.000 144.000 r0.000

10.4. Operasional Kendaraan Dinas Untuk pengadaan dari Sewa:
- Pejabat Negara Unit/tahun Rp.
- Eselon II Unit/ tahun Rp.
- Operasional Kantor atau Lapangan Unit/tahun Rp.

Double
Gardan

Uraian Satuan Roda Empat Roda DuaNo

Gedung Tidak
Bertingkat

Halaman
Gedung/Bangunan

Kantor
Satuan Gedung Bertingkat



10.8. Satuan Biaya Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan harga yang
terdapat dalam Standar Satuan Harga (SSH) d,an e-Katalog LKpp
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur
bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat
Daerah/Institusi (K/L/D/ll wajib melakukan e-purcha.sing
terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog
elektronik sesuai dengan kebutuhan KIL/Dll.

C. HAL-HAL KHUSUS LAINI{YA
1. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum
menerapkan PPK-BLUD berpedoman Peraturan presiden Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik pemerintah Daerah dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO/228O|SJ tanggal 5 Mei
2Ol4 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungiawaban Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2. Penganggaran Dana Kapitasi JKN
Hal-hal yang terkait dengan penganggar€rn dana kapitasi JKN :

a. Kepala FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) menyusun rencana
pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya
disampaikan kepada OPD Dinas Kesehatan.

b. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN
Kepala OPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-OPD Dinas Kesehatal,
yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana
belanja dana kapitasi JKN.

c. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok
PAD, jenis lain-lain PAD, obyek dana kapitasi JKN pada FKTP, rincian
obyek dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode
rekening berkenaan.

d. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian
obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya
berpedoman ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden No.32 tahun
2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014 pada FKTP
milik pemerintah daerah.

3. Bagi OPD atau unit keda pada OPD yang telah menerapkan PPK-BLUD,
agar :

a. Penyusunan RKA dalam Pelaksanaan APBD menggunakan format
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);

b. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan
dan jadwal proses Pelaksanaan APBD.
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4. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

a. Penganggaran Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD,
ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan
Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam
Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS
pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten dan Keputusan Gubernur
dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi dengan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah
Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada butir 'a) belum ditetapkan, maka penganggaran Dana
BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran frnal triwulan lV
tahun sebelumnya.

c. Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'a)
atau butir "b), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS Dana
BOS yang memuat rencana belanja Dana BOS.

d. Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'c),
dianggarkan dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan
urusan Pendidikan.

e. Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RI(AS Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada butir 'c) kepada Kepala OPD Dinas
Pendidikan pada Kabupaten.

f. Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada butir 'e),
Kepala OPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten menyusun Rencana
Keda dan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut RI(A-OPD, yang
memuat rencana pendapatan Dana BOS dan belanja Dana BOS.

g. Rencana Pendapatan Dana BOS pada RKA-OPD sebagaimana
dimaksud pada butir f) dianggarkan pada Kelompok Pendapatan AsIi
Daerah, Jenis Iain-l,ain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Obyek
Dana BOS, Rincian Obyek Dana BOS pada masing-masing Satuan
Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

h. Rencana belanja Dana BOS pada RI(A-OPD sebagaimana dimaksud
pada butir 'f) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program
BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian
Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.

i. RKA-OPD sebagaimana dimaksud butir f) dipergunakan sebagai
bahan penyusunan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
PERDA tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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j. Singkatan satuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini :

o OJ : Orang/Jam
o OH :Orang/Hari
o OB :Orang/Bulan
o OT :Orang/Tahun
o OP :Orang/Paket
o OK : Orang/Kegiatan
o OR : Orang/Responden
o Oter :Orang/Terbitan
o OJP :Orang/Jam Pelajaran

Demikian
pelaksanaannya.

untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KOITAWE SELATAN
NOMOR : I TAHITN2O2O
TAICcicAL : lo j^r\rapi 2O2O
TEI{TANG : PEDOMAN PELANSANAAN AI{GGARAIT

PENDAPATAN DAIT BELANJA DAERAH
I{ABI'PATEI{ KONAWE SELI\TAN TAHUIT
ANGGARAN 2O2O

STAITDAR BIAYA PENUNJANG KEGTATAN

A. PENGERTIAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada ASN maupun
Non ASN dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana
ditentukan dalam pedoman ini.

2. Belanja adalah jumlah uang yang dikeluarkan selama satu tahun
anggzrran untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

3. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
OPD yang dipimpinnya.

4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

6. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah Pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat
PPK-OPD adalah pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah Pejabat Struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

9. Bendahara penerimaan adalah bendahara fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
pelaksanaan APBD pada OPD.
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10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat Fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka Pelaksanaan ApBD pada unit keqa OpD.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka Pelaksanaan APBD pada OpD.

12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat Fungsional
yang menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggung-jawabkan ualg untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka Pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.

13. Staf administrasi (Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu
Bendahara Penerimaan) adalah ASN yang membantu pelaksanaan
fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD.

14. Operator Pengelola Sistem Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan
Teknologi adalah ASN/Non ASN yang melaksalakan Sistem
Informasi Keuangan Daerah pada OPD.

B. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEGIATAN-KEGIATAN
LAIN}{YA
1 . Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Kegiatan-Kegiatan l,ainnya

1. l.Honorarium wab Pe elola SKPKD

1.2. Honorarium Pengelola Sistem Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan
Tekno
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I Honorarium Bendahara Umum Daerah OB 3.500.000

2 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 2.500.000
J Honorarium Pembantu Kuasa Bendahara Umum

Daerah
OB 1.000.000

4 Honorarium Bendahara Pengeluaran PPKD OB 1.500.o00
5 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran

PPKD
OB 1.000.000

r.850.0001 Honorarium Pembina OB
OB 1.500.0002 Honorarium Wakil Pembina

1.250.000Honorarium Supervisor
1.000.000OB4 Honorarium Administrator

Honorarium Operator Aplikasi Pemerintah Daerah dal likasi Kementerian

1.000.000Honorarium Operator Aplikasi Pemerintai
Daerah

1.OO0.OO0OB

5

Honorarium Operator Aplikasi Kementerian

97

JUMLAH
{np.)

PENGELOLANO SATUAN

JUMLAH
Bp.)

NO. PENGELOLA SATUAN

OB

OB



1.3. Honorarium Tim Pemerintah Daeral

1.4. Honorarium Tim Pe sun Perencanaan Daerah

1.5. Honorarium Tim un La

1.6. Honorarium Tim Pembebasan

Pemerintah Daerah

Tanah, Tanaman Tumbuh, dan
Pemerintah DaerahTerkena Dam

1 Ketua TAPD OK 9.000.000
,) Sekretaris OK 7.500.000

3 Anggota OK 6.500.000

4 Staf Pendukung OK 2.OO0.000

1 Ketua TP2D OK 9.000.000
2 Sekretaris OK 7.500.000

3 Anggota OK 3.250.000

I Ketua Tim LKPD OK 7.000.000
2 Wakil Ketua OK 6.500.000

3 Sekretaris OK 5. 100.000
4 Anggota OK 4.800.000

I Ketua OK 2.000.000
2 Sekretaris OK 2.000.000

3 Anggota OK 1.500.000
4 Anggota Staf Pembebasan OK 1.000.000

5 Tenaga Tekhnis Pengukur Tanah OB 2.000.000

6 Tenaga Pembantu Pengukur Tanah OB 1.500.000
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JUMLAH
(np.)

PENGELOLA SATUANNO.

JUMLAH
(np.)

NO. PENGELOLA SATUAN

JUMLAH
(np.)

NO. PENGELOLA SATUAN

JUMLAH
Bp.)

NO. PENGELOI-A SATUAN



1.7. Honorarium Tim Terpadu dan penanganan Sengketa Tanah /l,aharrw Pemerintah Daerah

1.8. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan pemerintah
Daerah PD

1.9. Honorarium Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
IPD Kabu ten Konawe Selatan

PEDOMAN PEIAKSANAAN APBD T,A 2O2O

1 Pelindung / Penasehat OK 8.000.000
Pembina / Pengarah OK 7.000.000

Ketua OK 6.000.000
4 Wakil Ketua OK 6.s00.000

5 Sekretaris OK 5.000.000

6 Anggota OK 4.000.000

1 Penanggung Jawab OK 5.000.000

3 Ketua OK 4.000.000

4 Wakil Ketua OK 3.500.000

5 Sekretaris OK 2.soo.000

6 Anggota OK r.000.000

900.0001 Penanggung Jawab OB

2 Ketua OB 800.000

J Sekretaris OB 700.000
OB 600.000I Koordinator Bidang

500.0005 Anggota Bappeda OB

OK 300.0006 Anggota OPD

JUMLAH
(Rp.)

NO. SATUANPENGELOLA

2

NO. PENGELOLA SATUAN JUMLAH
(np.)

PENGELOI.ANO JUMT,AH
(Rp.)SATUAN



1.10. Honorarium Tim Koordinasi Daerah proyek Dukungan Nasional Bagi
Iklim Investasi l-okal Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah
Kabu ten Konawe Selatan

1.11. Honorarium Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan perdesaan
Kabu ten Konawe Selatan

1. 12. Honorarium Tim Inflasi Daerah

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
2.1. Honorarium Pengguna Anggaran (PA)

a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta
b. Nilai Pagu Angsaran diatas

Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
c. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
d. Nilai Pagu Angqaran diatas

Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar
e. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
f. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
g. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 5 Milgar s/d Rp. 1O Milgar
h. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar
i. lrlilei pagu Anggaran diatas

Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar

OB
OB

OB

OB

OB

OB

OB

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

OB

OB

1.040.000
1.250.000

1.450.000

1.660.000

1.970.000

2.280.000

2.590.000

3.010.000

3.420.000

rotr

1 Ketua OB 900.000

2 Sekretaris OB 750.000

3 Anggota OB 700.000

1 Ketua OB 850.O00

2 Anggota OB 700.000

1 Ketua OK 4.000.000
2 Pelaksala Harian OK 3.500.000

Waki] Ketua OK 3.000.000

4 Sekretaris OK 2.500.000

5 Anggota OK 2.000.000
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NO. JUMLAH
(np.)

PENGELOI-A SATUAN I

NO. PENGELOLA JUMLAH
(np )

SATUAN

l rll-.)

NO. PENGELOLA SATUAN
JUMLAH

(Rp.)



j. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 5O Milyar s/d Rp. 75 Milyar

k. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar

l. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. r00 Milyar s/d Rp. 250 Milyar

m. Nilai Pagu Anggaran dietas
Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar

n. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar

o. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 750 Mitiar s/d Rp. I Triliun

p. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB
OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.840.000

4.2s0.000

4.770.000

s.290.000

5.8 r0.000

6.330.000

7.370.000

2.2. Honoraium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 1OO Juta
b. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 100 Juta s/d Rp. 25O Juta
c. Nilai Pagu AngRaran diatas

Rp. 250 Juta s/d Rp. 5O0 Juta
d. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar
e. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. I Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
f. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
g. Nilai Pagu Anggaran diotas

Rp. 5 MilAar s/ d Rp. 10 Milgar
h. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 1O Milyar s/d Rp. 25 Milyar
i. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar
j. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar
k. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 75 Milyar s/d Rp. 1OO Milyar
1. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar
m. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar
n. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar
o. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 750 Mitiar s/d Rp. 1 Triliun
p. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. I Triliun

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

r.0 r0.000
1.210.000

OB 4. 130.000

OB 4.630.000

OB 5.130.000

OB 5.640.000

OB 6. 140.000

OB 7. 140.OO0

r.410.000

1.6 r0.000

1.910.000

2.210.000

2.520.000

2.920.000

3.320.000

3.720.OOO

460.800
566.400

679.OOO

Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta OB
b. Nilai Pagu Anggaran diatas OB

Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
c. Nilai Pagu Anggaran diatas OB

Rp. 250 Juta s/d Rp. 50O Juta

PED()MAN PEI-AKSANAAN APBD T,A. 202O

2.3.
Rp.
Rp.

Rp.
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d. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar

e. Ni'lai pagl Anggaran diatas Rp. 1 Milyar
s/d Rp. 2,5 Milyar

f. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar

g. Nilai Pagu Angearan diatas
Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar

h. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar

i. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar

j. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar

k. Nilai Pzgu Anggaran diatas
Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar

1. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 10O Milyar s/d Rp. 250 Milyar

m. Nilai Pags Anggaran diatas
Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar

n. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar

PEDOMAN PEIAKSANAAN APBD T,A 2OIO

2.4. Honorarium Pejabat Penguji Tagihal dal Penandatangan SpM
a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta OB Rp.
b. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
c. frtilai pags Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
d. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 500 Juta s/d Rp. I Milyar
e. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. I Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
f. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
C. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar
h. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. l0 Milyar s/d Rp. 25 Milyar
i. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar
j. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar
k. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar
L Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar
m. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar
n. Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.

Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

OB Rp.

768.000

902.400

r.o27.200

1. 16 1.600

1.468.800

t.776.OOO

2.O83.200

2.390.400

2.860.800

3.321.600

3.782.400

400.000
480.000

570.000

660.000

770.OOO

880.000

990.000

1.250.000

1.520.000

1.780.000

2.040.000

2.440.000

2.ti30.ooo

3.230.000
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o. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 750 Milyar s/d Rp. I Triliun

p. Nilai p6gg Anggaran diatas Rp. I Triliun

OB

OB

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.620.000

4.4',20.OOO

340.000
420.000

s00.000

s70.oo0

670.000

770.OOO

860.000

1.090.000

1.320.000

1.550.000

1.780.O00

2.120.000

2.470.OOO

2.8 r0.000

s. r60.000

3.840.000

2.5. Bendahara Pengeluaran OPD
a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta
b. lrfilai p2gu Anggaran diatas

Rp. 100 Juta s/d Rp. 25O Juta
c. Nilni Pagu Anggaran diatas

Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
d. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 5OO Juta s/d Rp. 1 Milyar
e. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
f. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
g. Nilri Pagu Anggaran diatas

Rp. 5 Milyar s/d Rp. 1O Milyar
h. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. l0 Milyar s/d Rp. 25 Milyar
i. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar
j. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 5O Milyar s/d Rp. 75 Milyar
k. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar
l. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar
m. Nilei Pagu Anggaran diatas

Rp. 25O Milyar s/d Rp. 500 Milyar
n. lrlitri pagu Anggaran diatas

Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar
o. Nilai Pagu Anggaran diatas

Rp. 750 Milyar s/d Rp. I Triliun
p. Nilei Pagu Anggaran diatas Rp. I Triliun

OB
OB

Rp.
Rp.

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

2.5. 1.
a.
b.

c.

d.

e.

f.

h.

PEI)OMAN PETAKSANAAN APBD T.A 2O2O

Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD
Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 10O Juta
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
NiJai Pagu Anggaran diatas
Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Juta s/d Rp. I Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
Nilei Pagg Anggaran diatas
Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
Nilni Pagu Anggaran diatas
Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar

OB 260.000
310.000OB

OB 370.000

OB 430.OO0

OB s00.000

OB 570.000

OB 640.000

OB 810.000
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i. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar

j. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 5O Milyar s/d Rp. 75 Milyar

k. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar

1. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 1O0 Milyar s/d Rp.250 Milyar

m. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 250 Milyar s/d Rp. 5O0 Milyar

n. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 50O Milyar s/d Rp. 750 Milyar

o. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun

p. Nilei Pagu Anggaran diatas Rp. I Triliun

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB
OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp
Rp

Rp,

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

980.000

1.150.000

r.330.oo0

1.580.000

1.840.000

2.090.o00

2.3s0.000

2.860.000

.6 Bendahara Penerimaan OpD
Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 100 Juta
Itile i Pzgu Anggaran .iatas
Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 5O0 Juta s/d Rp. I Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. I Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 5 Milyar s/d Rp. l0 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar
Nilai Pags Anggaran diatas
Rp. 5O Milyar s/d Rp. 75 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun
Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. I Triliun

a.
b.

c.

d.

e.

f.

h.

i.

j.

k.

340.000
420.000

500.000

570.000

730.000

880.000

1.030.000

1.260.000

1.490.000

1.720.000

1.950.000

2.260.OOO

2.560.000

2.870.000

3.170.000

3.790.000

r(\4

I

m.

n.

o.

p.

,2
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3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
3.1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB Rp. 680.000
3.2. Parftia Pengadaan Barang dan Kelompok Unit Layanan pengadaan

(Konstruksi) :

q. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta Op Rp. 680.000
b. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 850.000

Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta
c. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. f .020.000

Rp. 500 Juta s/d Rp. I Milyar
d. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. I.27O.OOO

Rp. I Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
e. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 1.520.000

Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
f. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 1.280.000

Rp. 5 Milyar s/d Rp. l0 Milyar
g. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 2.|2O.OOO

Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar
h. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 2.4S0.O00

Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar
i. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 2.Z9O.OOO

Rp.50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar
j. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 3.13O.0O0

Rp.75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar
k. Nilai pags Anggaran diatas OP Rp. 3.580.000

Rp. 100 Milyar s/d Rp. 25O Milyar
L Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 4.030.000

Rp.250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar
m. Nilai Pagu Anggaran diatas Op Rp. 4.49O.0O0

Rp. 5O0 Milyar s/d Rp. 75O Milyar
n. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 4.940.000

Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun
o. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Triliun OP Rp. 5.560.000

3.3. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Unit Laya_nan Pengadaan (Non
Konstruksi) :

a. Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 20O Juta OP Rp. 760.000
b. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 760.000

Rp. 200 Jura s/d Rp. 500 Juta
c. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 920.000

Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar
d. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 1.140.000

Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
e. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 1.370.000

Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
f. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 1.600.000

Rp. 5 Mi-lyar s/d Rp. l0 Milyar
g. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 1.9f 0.000

Rp. 10 Milya,r s/d Rp. 25 Milyar
h. Nilai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 2.210.000

Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar
i. Ni'lai Pagu Anggaran diatas OP Rp. 2.520.000

Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar
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j. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 75 Milyar s/d Rp. 1OO Milyar

k. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar

l. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 25O Milyar s/d Rp. 500 Milyar

m. Nilai Pagu Anggaran diatas
Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar

n. Nilai Pagu Angqaran diatas
Rp. 750 Milyar s/d Rp. I Triliun

o. Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. I Triliun

PEDOMAN PEIAISANAAN APBD TT1, 2O2O

OP

OP

OP

OP

OP

OP

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.820.000

3.230.000

3.640.000

4.040.000

4.450.000

5.010.000

4. Honorarium Pejabat Penatausahan Keuangal, Arsiparis, Pengurus Barang,
Pembantu Pengurus Barang, Pengawas t^apangan/Koordinator (Direksi),
Petugas Peneliti Kontrak, Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD, Panitia
klang BMD, Honorarium Panitia Penguji Kendaraan, Honorarium Panitia
Penilai BMD (KPKNL), Honorarium Staf PPK, Honorarium Tenaga IT
(Technologg Infomationl, Honorarium Pembantu l,apangan, Admin RUP OPD,
Honorarium Tekhnisi Komputer, Montir/Operator Alat Berat Dibayarkan

nilai maksimal :

a. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan OB 1.200.000
b Honorarium Arsiparis OB 1.500.000

Honorarium Pengurus Barang
N'ilai aset tetap < I milyar OB 1.000.000
Nilai aset tetap 1 < 10 milyar OB 1.200.oo0
Nilai aset tetap l0 < 25 milyar OB 1.400.oo0
Nilei aset tetap 25 < 5O milyar OB 1.600.oo0

1.800.000Nilai Aset tetap 50 < 100 milyar OB
Nilei as€t tetap 100 milyar lebih OB 2.OOO.OO0

d. Honorarium Pembantu Pengurus Barang
Nilai aset tetap < I milyar OB 750.000
Nilai aset tetap I < l0 milyar OB 1.000.000

OB 1.250.000Nilai aset tetap 10 < 25 milyar
Nilai aset tetap 25 < 50 milyar OB 1.500.ooo
Nilai Aset tetap 50 < 100 milyar OB 1.600.000
Nilai aset tetap 1O0 milyar lebih OB 1.800.000

e Honorarium Panitia Penghapusan Dan Penjualan BMD
OK 2.500.000Ketua

Sekretaris OK 2.000.000
OK 1.s00.000Ketua Pelaksana

Anggota OK 1.000.000
OK 1.000.000Tenaga Teknis

f. Honorarium Panitia trlang BMD
OK 2.500.000Ketua

2.000.000OKSekretaris
OK 1. soo.000Anggota

Honorarium Panitia Penguji Kendaraan
OK 1.000.000Ke tua

750.000Anggota

l(\6
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h Honorarium Pardtia Penilei BMD (KPKNL)
Ketua / Anggota OK 2.500.000

l. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
Ketua OB 1.500.000
Sekretaris OB 1.000.000
Anggota OB 750.OO0

I Honorarium Pengelola Web site
Peoanggung iawab OB 1.000.000
Redaktur OB 950.000

900.000
Web admin OB 850.000
Web deueloper OB 750.OO0

Pembuat Arlikel OB 200.000
k. Honorarium Pengawas Lapangan/ Koordinator (Direksi) OB 2.500.000
1. Honorarium Petugas Peneliti Kontrak

Ketua OB 1.000.000
Sekretaris OB 850.000
Anggota OB 700.oo0

IN Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan
Keuangan (Pengoreksi, Verifrkasi, Akuntan)

OB 7so.oo0

n Honorarium Tenaga lT (TecLtnologg Infomation) OB 2.000.oo0
o Honorarium Pembantu Lapangan OB 750.OO0
p Honorarium Admin RUP OPD OB 700.000
q Honorarium Teknisi Komputer, Listrik, DLL OB r.s00.000
r Honorarium Montir/ Operator Alat Berat OB
S Honorarium Operator Listrik/ Mesin OB 750.000

4. 1 . Honorarium t Unit La anan Pe LP LPSE

4.2. Honorarium Pokja Pendampingan dan Pemanfaatan Aplikasi
Terinte

PEDOMAN PELqKSANAAN APBD TA. 202O I(\7

OB 7.000.000a. Kepala Unit Layanan Pengadaan
OB 5.000.000b Pokja Unit Layanan Pe
OB r.s00.000C Sekretariat ULPStaf Pendukung

1.soo.000OBd. Adoirt Agency
OB 3.500.o00e Kepele LPSE
OB 3.500.000f Sekretaris
OB 2.500.o00Koordinator Bidang
OB 2.500.000h. Anggota

I Honorarium Komite Kode Etik
OB 3.000.o00Ketua
OB 2.500.000Sekretaris

2.000.000OB- Anggota
I Honorarium Tim Verifrkasi Jabatan Fungsional (Jabfung)

OB 3.OO0.000Ketua
OB 2.s00.oo0Sekretaris
OB 2.000.oo0Anggota

a. Ketua Po a OB 5.000.oo0
b. Wakil Ketua a Pela ran OB s.000.000

5.000.000Wakil Ketua Pokja Perencanaan OB

Editor OB

1.000.000

c.



d Wakil Ketua Polija Penganggaran OB 5.000.000
e Wakil Ketua Pokja Srstem OB s.000.000
f. PIC (Personal In Chargel 3.500.000

Administrator 3.500.000
h Koordinator OB 3.500.000
1. Anggota OB 1.500.o00

4.3. Honorarium Jasa Te Medis, Paramedis dan Non Paramedis
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a. Dokter Spesialis OB 25.000.000
b Dokter Umum

Kawasan Daerah Sangat Terpencil
Kawasan Daerah TerpenciJ
Kawasan Daerah Perdesaan
Kawasan Daerah Perkotaan
Rumah Sakit Umum Daerah

OB
OB
OB
OB
OB

I 1.000.000
8.500.000
7.000.000
6.000.000
6.000.000

C Dokter Gigi
Kawasal Daerah Sangat Terpencil
Kawasan Daerah Terpencil
Kawasan Daerah Perdesaan
Kawasan Daerah Perkotaan
Rumah Sa-kit Umum Daerah

OB
OB
OB
OB
OB

11.000.000
8.500.000
7.000.000
6.000.000
6.000.000

d Tenaga Perawat / Penata Anastesi
Kawasan Daerah Sangat Terpencil
Kawasan Daerah Terpencil
Kawasan Daerah Perdesaan
Kawasal Daerah Perkotaan
Rumah Sakit Umum Daerah

OB
OB
OB
OB
OB

2.O00.000
1.750.000
1.s00.000
1.200.000
1.750.000

e Tenaga Apoteker
Kawasan Daerah Sangat Terpencil
Kawasan Daerah Terpencil
Kawasan Daerah Perdesaan
Kawasan Daerah Perkotaan
Rumah Sakit Umum Daerah

OB
OB
OB
OB
OB

2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.200.000
1.7s0.000

f. Tenaga Perawat/ Bidan
OB
OB
OB
OB
OB

Kawasan Daerah Sangat Terpencil
Kawasan Daerah Terpencil
Kawasan Daerah Perdesaan
Kawasan Daerah Perkotaan
Rumah Sakit Umum Daerah

Tenaga Kesehatan l,ainnya
OB
OB
OB
OB
OB
OJ
OK

1.500.o00
1.250.000
1.000.o00

750.000
r.000.000

350.000
30.000

Kawasan Daerah Saagat Terpencil
Kawasan Daerah Terpencil
Kawasan Daerah Perdesaan
Kawasan Daerah Perkotaan
Rumah Sakit Umum Daerah
P6ldamping Akreditasi
Biaya Piket/ Jaga Petugas Puskesmas

OB 1.000.o00h. Tenaga Petugas ISPRS
OB
OB

1.500.000
1.250.0001.

Kawasal Daerah Sangat Terpencil
Kawasan Daerah Terpencil

OB
OB

1.500.000
1.250.000
1.000.000

750.000
1.O00.000



4.4. Honorarium Jasa Te Pendidik

4.5. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah da-n Wakil

Kepatra Daerah Kabupaten Konawe Selatan berpedoman pada besaran
satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 1O9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala pa"."h. Besaran biaya tersebut
ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Biaya penunjalg operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Konawe Selatan selama I tahun anggaran, dengan
rincian :

Guru Non ASN

Kawasan Daerah Sangat Terpencil
Kawasan Daerah Terpenci-l
Kawasal Daerah Perdesaan
Kawasan Daerah Perkotaan

OB
OB
OB
OB

2.500.000
2.000.000
1.s00.000
r.000.000

a. Bupati OB 20.000.ooo
b Wakil Bupati OB 13.300.000

4.6. General Chek U Dan batan Perawatan

4.7 . General Ctek

4.8. Rumah T KDH WKDH Dan Pim DPRD

4.9. Tun ta DPRD

4. 10.Insentif Bagi OPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Insentif Bagi OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah :

a. Bagi instansi yang mel,aksanakzrn pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif;

b. Besarnya Insentif ditetapkan 5o/o (lima per serdtusl dari realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Pemberian Insentif dibayarkal setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya;

d. Besarnya pembayaran insentif untuk setiap triwulan dapat diberi
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
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a Bupati OT 150.000.000
b OT 100.000.000Wakil Bupati

a Ketua DPRD OT 20.000.o00
b Wakil Ketua DPRD OT 15.000.000
c Anggota DPRD OT r0.000.000

95.000.000Bupati OB
OB 75.000.oo0b Wakil Bupati

C Ketua DPRD OB 75.000.ooo
d Wakil Ketua DPRD OB 50.000.o00

a T\rniangan Perumahan OB 7.500.000
Tunlangan Transportasi OB 12.000.ooo

a.

b.



4. 1 1. Honorarium Pemeriksa Hasil peke{aan
4.11.1. Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan/pengadaan Barang/Jasa :

4.7
a
b

1.2. Panitia pemeriksa Hasil pekerjaan/pengadaan 
"X?".r)3;"" 

,

Nilai Pagu Anggaran s/d Rp. 200 Juta OB Rp.
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 500 Juta s/d Rp. I Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. I Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. l0 Milyar s/d Rp. 25 Mityar
lilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar
lilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 250 Milyar s/d Rp. 5O0 Milyar
Nilai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 500 Milyar s/d Rp. 75O Milyar
\itai Pagu Anggaran diatas OB Rp.
Rp. 750 Milyar s/d Rp. I Triliun
Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Tritun OB Rp.

420.000

420.OOO
520.000

620.000

770.OOO

910.000

1.060.000

1.260.000

1.450.000

1.650.O00

1.840.000

2. 100.000

2.370.OOO

2.630.000

2.890.000

3.250.000

Rp. 1.700.OOO

c.

d.

e.

f.

8.

h.

i.

J

k.

l.

m.

n.

o.

4. 12. Honorarium Narasumber/ pembahas/ Moderator/ pembawa
Acara/ Panitia
4.12.1. Honorarium Narasumber/pembahas

a. Pejabat Negara l^ainny a/y arrg OJ
diset€rakan

b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ
c. Pejabat Eselon Il/yang disetarakan OJ
d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan OJ

4.12.2. Honorarium Moderator OK
4.12.3. Honorarium Pembawa Acara OK
4.12.4. Honorarium panitia

a. Penanggungjawab OK
b. Ketua/Wakil Ketua OK
c. Sekretaris OK
d. Anggota OK

PEDOMAN PEIAK.SA NAAN APBD T.A 2 02 O

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

r.400.000
1.000.000

900.000
700. ooo
400.000

450.000
400.ooo
300.000
300.000
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4.13. Honorarium Tim Pel,aksana Kegiatan Sekretariat Tim pel,aksana
Kegiatan dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa
4. 13. 1. Honorarium Tim Koordinasi SPDT

a. Ketua OB Rp. 1.S00.O00
b. Wakil Ketua OB Rp. 1.250.000
c. Sekretaris OB Rp. 1.250.00O
d. Anggota OB Rp. 1.000.OOO

4.73.2. Honorarium Tim Tekhnis SPDT
a. Ketua OB Rp. 1.25O.OO0
b. Wakil Ketua OB Rp. 1. 1O0.000
c. Sekretaris OB Rp. 1.1O0.000
d. Anggota OB Rp. 900.OO0

4. f 3.3. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
a. Ketua OB Rp. 1.500.0O0
b. Wakil Ketua OB Rp. 1.250.0O0
c. Sekretaris OB Rp. 1.250.0OO
d. Anggota OB Rp. 800.000

4.13.4. Honorarium Tim Pelaksana BKPRD
a. Ketua OB Rp. 1.500.0OO
b. Sekretaris OB Rp. 850.000
c. Anggota OB Rp. 700.000

4. 13.5. Honorarium Pelaksana Kegiatan PAMSIMAS
a. Ketua PAKEM OB Rp. 700.000
b. Anggota PAKEM OB Rp. 650.000
c. Ketua DPMU OB Rp. 400.000
d. Asisten DPMU OB Rp. 350.000

4. 13.6. Honorarium Tim Pendamping Alokasi Dana Desa
a. PenanggungJawab OB Rp.2.500.0OO
b. Ketua OB Rp. 2.000.000
c. Sekretaris OB Rp. f .500.0O0
d. Anggota OB Rp. 1.000.0OO

4.13.7. Honorarium Aparatur Kelurahal
a. Ketua LPM OB Rp. 350.000
b. Kepal,a Lingkungan OB Rp. 350.000
c. Rukun Tetangga (RT) OB Rp. 250.000
d. Mangku Adat OB Rp. 250.OO0
e. Imam OB Rp. 250.OOO
fl Guru Mengaji OB Rp. 250.000
8. Pendeta oB Rp. 250.0oo

4.13.8. Honorarium Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan
Lingkungan (POKJA AMPL)
a. Ketua OB RP. 850.000
b. Sekretaris OB RP. 800.000
c. Anggota OB RP. 750'000

4.14. Honorarium Penyelengga-ra Ujian dart Vakasi
4. 14. 1. Tingkat Pendidikan Dasar

a. Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian Pelajaran

b. Pengawas Ujian
c. Pemeriksa Hasil Ujian

Naskah/ Rp. 150.000

OH
Siswa/ Mata

Ujian

240.OOO
s.000

Rp.
Rp.
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4.14.2. Tingkat Pendidikan Menengah

a. Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian Pelajaran

b. Pengawas Ujian
c. Pemeriksa Hasil Ujian

Naskah/ Rp

OH
Siswa/ Mata

Ujia.rt

190.000

270.OOO
7.500

r.000.000
300.000

200.000

4.15. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
4. 15.1. Penceramah OJP Rp.
4. 15.2. Pengajar yang berasal dari luar satker OJP Rp.

penyelenggara
4.15.3. Pengajar yang berasal dar-i dalam satker OJP Rp.

penyelenggara

4. 16. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara/Non ASN
4.16.1. Golongan I, II dan Non ASN OK Rp
4.16.2. Golongan III OK Rp
4.16.3. Golongan IV OK Rp

4. 18. Honorarium Jaga Malam, Pengemudi, Petugas Kebersihan,
Pramubakti, Pengamanan Tertutup, Asisten Pribadi, Ajudan,
Honorarium Att Sourcing dan Tenaga Administrasi :

4. 18. 1. Honorarium Jaga Malam OB Rp.
4. 18.2. Honorarium Sopir/Pengemudi :

- Sopir Pejabat (Bupati, Wakil Bupati, OB Rp'
Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD)

- Sopir Eselon IIa OB RP.

- Sopir Eselon IIb OB RP.

- Sopir Eselon IIIa OB RP.

- Sopir Eselon IIIb OB RP'

- SoPir OPerasional OB RP'

4.18.3. Petugas Kebersihan OB RP.
4. 18.4. Pramu Bakti OB Rp'

3s.000
37.OO0
41.OOO

4. lT.Satuan Biaya Uang lembur dan Uang Makan Lembur ASN/Non ASN
4.77 .1. Uang lrmbur

a. Golongan I dan Non ASN OJ Rp. 13.000
b. Golongan II OJ Rp. 17.OOO
c. Golongan III OJ Rp. 20.OOO

d. Golongan [V OJ Rp. 25.000
4.17.2. Uang Makan lembur

a. Golongan I,II dan Non ASN OK Rp. 35.000
b. Golongan III OK Rp. 37.OOO

c. Golongan IV OK Rp. 4f .OO0
Catatan : Batasan Jam l,embur pada hari kerja SeninJum?t 4 (Empat) Jam

Perhari, dan untuk hari libur Sabtu-Minggu/ Tanggal Merah 8
(Delapan) Jam Perhari. Terkecuali untuk OPD BKAD, BKPSDM,
INSPEKTORAT DAERAH, BAPENDA, BAPPEDA dan Bagian Hukum
Pada Sekretariat Daerah tidak ada batasan Jam [.embur. Khusus
bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah disesuaikan
dengan program yang telah direncanakan sebelumnya.

2.2s0.000

3.000.000

2.150.000
2.000.000
1.800.000
r.600.000
1.500.000
1.500.0oo
1.500.000
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4. 18.5. Pramu Wisma
4. 18.6. Pengamanan Tertutup
4. 18.7. Asisten Pribadi
4. 18.8. Ajudan
4.18.9. Honorarium Out Sourcing

4.18. f 0. Honorarium Att Sourcing Pembontu Auditor
4. I8. I l. Tenaga Administrasi

4.19. Honorarium Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga :

4. 19. l. Wasit
4.19.2. Asisten Wasit
4.19.3. Penanggungiawab Paskibraka
4.79.4. Koordinator Umum Paskibraka
4. 19.5. Pemateri Paskibraka
4.79.6. Pel,atih Paskibraka
4.79.7. Asisten PeLatih Paskibraka
4. 19.8. Panitia Lokal Paskibral<a
4.19.9. Komandan Paskibraka
4. 19. f0. Peserta Paskibraka
4. 19. I l. Komandan Upacara
4. 19. 12. Perwira Upacara
4. 19. 13. Pengapit Upacara
4.79.14. Korp. Musik Pengiring Upacara
4. 19.15. Petugas Medik Upacara
4. 19. 16. Pengamanan Upacara
4.19.17 . Pelatih Senam
4.19.18. Asisten Pel,atih Senam
4.19.19. Operator Sound SAstem
4. 19.2O. Petugas Kebersihan Lapangan/ Stadion
4.19.21. Petugas Kebersihan Taman Stadion
4.19.22. Petugas Kebersihan Sarana Olahraga Out

Door

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

OH
OH
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

KEG.
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Rp

200.000
150.000

6.000.000
5.000.000
3.000.000
4.s00.000
3.500.o00
3.000.000
4.500.000
1.500.ooo
4.500.000
4.500.000
3.s00.000

750.000
2.500.o00

25.000.000
2.500.000
2.O00.000
r.500.000
2.000.000
2.000.ooo
2.O00.oo0

200.000
200.000
200.000
200.o00

1.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.750.000
2.500.000
1.500.000

2.000.000
s00.000

2.O00.000

4.20. Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga
Harapan (PKH), Satuan Bakti Peke4'a Sosial (Sakti Peksos), Taruna
Siaga Bencana (Tagana) :

4.20.1. Tenaga Ke{a Sosial Kecamatan (TKSK) OB Rp.
4.20.2. Program Keluarga Harapan (PKH) OB Rp.
4.20.3. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) OB Rp.
4.20.4. Taruna Siaga Bencana (Tagana) OB Rp.

4.21. Honorarium Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK), Fasilitator Pendampingan Korban Kekerasan Da'lam Rumah
Tangga dan Pelecehan Anak (PKDRT), Tenaga
Pembibitan/Pemeliharaan Tanaman, Petugas Pengelola Padang
Penggembalaan, Honorarium Petugas Penalganal Masalah dal Kl;aim
Asuransi Usaha Ternak, Honorarium Pendamping Kelompok
Peternakan Rakyat (KPR)/ Sentra Peternakan Rakyat (SPR) :

4.21.1. Operator SIAK Pemerintah Daerah OB Rp.
4.21.'2. Fasilitator PKDRT OB Rp.
4.21.3. Tenaga Pembibitan/ Pemeliharaan OB Rp.

Tanaman
4.21.4. Petugas Pengelola Padang Penggembalaan OB Rp.
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4.21.5. Petugas Penanganan Masa,lah dan Klaim OB Rp.
Asuralsi Usaha Temak

4.21.6. Honorarium Pendamping KPR/SPR OB Rp.

4.22. Hororaium Pusat Pengendalian Operasi penanggulalgan Bencana
(Pusdalops-PB) Kabupaten Konawe Selatan :

4.22-1. Pengawas Pusdalops-PB (Setingkat Eselon
rr B)

4.22.2. Manager Ptsdalops (Setingkat Eselon III)
4.2'2.3. Superuisor Pusda-lops (Setingkat Eselon IV)
4.22.4. Operator Radio Komunikasi (Setingkat

Stafl

OB

OB
OB
OB

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

s00.000

1.000.000

1.200.000

900.000
700.000
500.000

4.23. Honorarium Pusat Komunikasi In-forrnasi dan Persandian
Kabupaten Konawe SeLatan :

4.23.1. Penanggungjawab Pengelola dan Sistem OB Rp.
Jaringan

4.23.2. Pengelola dan Sistem Jaringan OB Rp.
4.23.3. Penanggun&iawab Pengembangan dan OB Rp.

Pengelotra Aplikasi (Pro gr amer)
4.23.4. Teknisi Pengembangan dan Pengelol,a OB Rp.

Aplikasi (Programel
4.23.5. Pengelola Teknologi Informasi OB Rp.
4.23.6. Teknisi Produk Multimedia Dalr Web OB Rp.

Daerah

s.000.000

2.500.000
12.500.000

5.000.000

2.500.000
2.500.000

4.24. Honorarium Operasional Keluarga Berencana yang bersumber dari
dana DAK antara lain :

4.24.1. Pengelola Ketua Kelompok (Pokja) OB Rp. 500.000
Kampung KB

4.24.2. Penjaga Malam Balai Penyuluhan KB OB Rp. 700.000
Kecamatan

4.24.3. Pengelola Keuangan Balai Penyuluhan KB OB Rp. 500.000
Kecamatan

4.24.4. Tim Verifrkasi SPJ BOKB DAK Non Fisik OB Rp. 800.000

4.25. Honorarium Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang
bersumber dari dana DAK antara liain :

4.25.1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OB Rp. 2.000.OO0
4.25.2. Tim Verifikator OB Rp. f .200.000
4.25.3. Penangggung Jawab Kegiatan BOK OB Rp. 1.500.000

Puskesmas
4.'25.4. Pengelola Keuangan BOK Puskesmas OB Rp. 1.0OO.OOO

QWERTY
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PELAPORAIS

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi

Pemerinta.h sebagai penyelenggara Pemerintahan Negara untuk
mempertanggungiawabkan petaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangarr pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan

strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Hal ini dimaksudkan

untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungiawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nePotisme.

A. KEWA.JIBAN OPD MEI.{YUSUN PEI.APORAN

1. Setiap oPD Se-Kabupaten Konawe selatan wajib menyusun perencanaal

strategi tentang program-progran utama yang akan dicapai selama 1

sampai dengan 5 tahun.
2. Pada setiap awal tahun penetapan kinerja anggaran, setiap instansi

wajibmenyusunRencanaKerja(Renja}tahunandandenganformat
Rencana Kinerja Tahunan (RKI) disampaikan kepada Bupati melalui

BappedaKabupatenKonaweSelratandengantembusansebanyakl(satu)
eksemplar lnrdcopg darit sofiapry sebagai bahan LKPJ Bupati'

3.Menyusunl..aporanAkuntabilitasKinerjalnstansiPemerintah(LAKIP)
kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Konawe

Selatan dan Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe

Selatan selambat-lambatnya bulan Februari tahun berikutnya'

B. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPD

Sebagai salah satu bentuk pertanggungiawaban serta bahan

pengendalian pelaksanaan kegiatan khususnya untuk mengantisipasi

terjadinyakesalahan/penyimpangandalampelaksanaankegiatanoPDdan
upaya percepatan pelaksanaan kegiatan (keseimbangan arltara kemajuan

fisik dan penyerapan dana) yang pada gilimnnya sebagai masukan

terhadap pen5rusunan kebijakan di tahun berikutnya, maka setiap

ll5
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Pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada
Bupati dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. l,aporan Bulanan

Merupal<an laporan yang dibuat secara periodik setiap bulan, berupa
Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan OPD bulanan,
menggambarkan pencapaian perkembangan /kemajuan pelaksanaan
kegiatan yang meliputi hsik dan keuangan.
. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD

Laporan Format Kemajuan Fisik dan Keuangan tersebut
disampaikan dalam bentuk lnrdapg (cetakan) dan data digital
(SofiropAl kepada Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya ss$agai input pembuatan laporan
melalui Sistem Informasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (SIPPK)

dan sebagai inpi dalam penyusunan laporan evaluasi
pelaksanaan kegiatan.

o Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN

Laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan yang bersumber
dari dana APBN oleh OPD disampaikan kepada Bupati dari data
laporan OPD yang disampaikan ke BKAD, Inspektorat, Bappeda
dan Bagian Administrasi Pembangunan.

b. Laporan Triwulan
Merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan yang disampaikan oleh

OPD. Laporan disampaikan kepada Bagran Administrasi
Pembangunan dan Bappeda.

2. Sistem Pelaporan
Semua OPD wajib melaporkan pengelolaan kegiatan OPD kepada Bupati

melalui Bappeda meliputi :

a. La.poran kegiatan, telah diisikan data kegiatan secara keseluruhan
sesuai DPA/ DPPA-OPD/DIPA;

b. OPD wajib meneliti ulang data tersebut pada butir a, apabila ada

ketidaksesuaian/kesalahan maupun revisi maka OPD wajib

melaporkan kepada Bupati melalui Bappeda untuk disesuaikan;

c. Laporan Monitoring, meliPuti :

- Target, baik penyelesaian pekerjaan maupun keuangan harus di isi

pada awal tahun anggaran sebagai dokumen pr;relacanaarr jadwal

kegiatan;
- Realisasi, baik penyelesaian pekerjaan maupun keuangan di isi

sesuai perkembangan kegiatan tiap bulan'

116
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d. Setiap OPD wajib melaporkan tentang kendala dan permasalahannya,
dilakukan tiap triwulan yang meliputi :

- Permasalahan pelaksanaan kegiatan antara lain kegiatan dalam
keuangan yang tidak sesuai target;

- Lokasi permasa lahan (kendala di lapangan, keuangan, presenlase
pelaksanaan);

- Solusi dan Pihak yang diharapkan dapat membantu.
e. Laporan Aktivitas Kegiatan

Merupakan arsip kelengkapan dokumen kegiatan yang bisa
berbentuk file, foto, fiLn, uideo, gambar dan lainlain (Dokumen FIIe,

Foto, Ftllm pada Awal Pekerjaan, Pelaksanaan Pekerjaan dan
Al<hir / Final Pekef aan).

rt7
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